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Nama 
Program Studi 

Judul 

ABSTRAK 

: Khrisna Anggara 
: Kajian Ketahanan Nasional 

Kekhususan Kajian Stratejik Penanganan Narkoba 
Pemberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba 

Tesis m1 membahas mengenai garnbaran program pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh LSM saat !ni serta upaya-upaya 
optimalisasi yang dapat dilakukan dalam hal pemberdayaan LSM tersebut. 
Masalah Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba (P4GN) bukanlah merupakan tanggungjawab pemerintah atau dalam hal 
ini BNN semata Diperlukan peran serta masyarakat dan LSM untuk turut 
membantu upaya penanggulangannya. BNN memandang penting keheradaan 
atau peran dari LSM dalam memerangi bahaya penyalahgunaan Narkoba, 
sebagaimana telah ditetapkan sebagai salah satu strategi dalam upaya pencegahan 
pada Stranas P4GN 2005 - 2009. Diharapkan bila BNN dapat memberdayakan 
peran LSM, maka akan diperoleh hasil yang lebin efektif pelaksanaan program 
P4GN .. 

Penetitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil 
penelitian yang didapat menggambarkan bahwa program pencegahan Narkoba 
yang dilaksanakan oleh kalangan LSM saat ini dirasakan kurang optimal. Hal 
tersebut disebiibkan karena mayoritas LSM betum memilik! kemandirian dalam 
hal pendanaan untuk operasional kegiatan yang mereka laksanakan serta 
b."Urangnya upaya pemberdayaan dari LSM sendiri" Selain itu, dari pihak BNN 
pun dirasakan belum rnemiliki suatu metode pemberdayaan yang jelas dan 
implementatlfuntuk dlterapkan kepada LSM, Kondisi tersebut mengakibatkan 
hubungan kerjasama dan koordinasi BNN dengan para LSM tidak berjaian 
sebagaimana mestinya. 

Beberapa hal yang disarankan dalarn penelitian ini adalah agar BNN dapat 
rnemhuat suatu rumusan kebijakan tentang suatu mctode pembcrdayaan bagi LSM 
serta mekanisme hubungan kerja., koordinasi dan monitoring. Selain itu ada 
baiknya BNN juga dapat meHbatkan partisipasi LSM dalam proses perencanaan 
program kegiatan BNN, sehingga dapat tercipta sinergis dalarn lrubungan BNN 
dan LSM. Bagl kalangan LSM sendiri juga diharapkan dapat memiliki inovas( 
untuk mengembangkan sumber pendanaan yang bersifat independen serta dapat 
menjalin kerjasama dan komunikasi dengan LSM lain, guna menumbuhkan rasa 
kebersamaan. 

Kata kuncl : 

Pencegahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LS:M), Pemberdayaan 
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ABSTRACT 

: Khrisna Anggara 
: National Resilience 

Special Study in Strategically Dealing With Drug Abuse 
Empowerment of Non Government Organizations (NGO) 
in the Prevention of Drug Abuse 

This thesis discusses about a description of drug abuse prevention by the 
NGO and their effort. The drug problem in Indonesia is not merely a 
responsibility of the government cq. BNN, but the community and NGO's as well. 
It need's society's role and other NGO to help the prevention. BNN put the 
NGO's role at the top to prevent the drug abuse~ which one at the strategy of 
Slranas P4GN 2005 - 2009. Wishful! if BNN could empowering the NGO, so 
he could yet an effective prevention of drug abuse. 

The research using a qualitative research with description modeL The result 
present describe that prevention drug abuse program by the NGO is less effective 
or not optimaL rt happened because most of the NGO were not strong enough to 
provide themselves in operational funds for their activities and less of their -un 
empowering, Besides, the BNN seems do not have a good empowering methods 
and implementative for the NGO's. This condition cause the lack of cooperation 
between the BNN and the NGO's. 

Solutions this thesis suggest to BNN could make a prevention method policy 
for the NGO, partnership mechanism, coordination and monitoring. Besides, it is 
better to involve NGO's participation in planning ofBNN's activities or program. 
For the NGO it self, it could have innovation to develop the independent fund 
resource and develop the cooperation and communication with other NGO to 
build unity. 

Keyword : Prevention, NGO's, EmpowennenL 
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1.1 Latar llolakang 

llAB I 
PENDAHULUAN 

1.1.1 Strategi Nasional Pencegaban, Pemberantasan Penyalabgunaan 
dan Perodaran Gelap Narkoba (P4GN) 

Menurut data United Nation Office On Drogs and Crime 

(UNODC) pada awal tahun 2006, menyebutkan bahwa lebih dar! 200 

juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan Narkoba (BNN, 

2007}. Perkiraan ini mungkin saja benar rnengingat indikator 

maraknya pengungkapan kasus peredaran dan produksi gelap 

Na.rkoba saat ini semakin sering terjadi. Hal tersebut tentunya juga 

memiliki korelasi dengan jumlah penyalahguna Narkoba yang 

semakin bertambah. Sebagaimana hukum pasar menyatakan bahwa 

peningkatan demand akan mengakibatkan peningkatan supply, maka 

semak.in banyak permintaan akan Narkoba juga mengakibatkan 

peningkatan terhadap faktor ketersedlaannya. 

Menghadapi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba yang rnakin serius di bampir seluruh negara d1 dunia, 

maka Persatuan Bangsa-Ba.ngsa (PBB) da.farn sidang International 

Conference on Drug Abuse and lllfcit Trafficking, tangga.J 17 ~ 25 

Juni 19&7 di Wina- Australia. telah menetapkan Comprehensive 

Multidisciplinary Outline (CMO} yang berisi rekomendasi­

rekomendasi mengenai tindakan praktis di bidang penanggulangan 

dan penyalahgunaan Narkoba kepada negara-negara dan badan­

badan nasional untuk digunak:an sebagai pedoman bagi instansi 

pemerintah dan non¥pemerintah sesuai dengan perundangkundangan 

negara tersebut Dalam CMO tersehut dijelaskan bahwa strategi 

yang dapat dllakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan 

Narkoba, meliputi upaya pencegaha.n dan pengura.ngan pennintaan 

Universitas Indonesia 
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gelap akan Narkoba. pengawasan terhadap faktor persediaan, 

tindakan~tindakan terhadap peredaran ge1ap serta perawatan dan 

rehabilitasi. Selain itu juga ditetapkannya tanggal 26 Juni sebagai 

Had Anti Narkoba lntemasional (HANI). Hal ini merupakan upaya 

untuk mengundang perbatian dan komitmen dari berbagai negara di 

dunia terhadap permasa1ahan Narkoba. 

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tingkat 

kerawanan tlnggi terhadap peredaran gelap Narkoba memiliki 

komitmen untuk: melaksanakan pemberantasan penyalabgunaan dan 

peredaran geiap Narkoba dengan diterbitkannya Keputusan Presiden 

(Keppres} Rl Nomor 17 tahun 2002 pada tanggal 22 Maret 2002 

tentang Badan Narkotika Nasional (BNN), Dalam Keppres tersebut 

disebutkan bahwa BNN mempunyai tugas membantu Presiden dalam 

mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait guna penyusunan 

kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan. penceg:ahan 

dan pemberantasan penyalah.gunaan dan peredaran gelap narkotika, 

psikotropika, prekursor dan zat adiktiflainnya. 

Kemudian mengingat bahwa penyalahgunaan narkotika, 

psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya semakin 

meningkat, sehingga membutuhkan penanganan lebih komprehensif 

yang menuntut pengembangan organisasi seca.ra proJIDrsionaJ dJ 

pusat dan daerah, maka pemerintah mengganti Keppres tersebut 

dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2007 tanggal 

23 Juli 2007 tentang Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika 

Propinsi. dan Badan Narkotika Kabupaten!Kota. Diharapkan 

melalui Perpres ini dapat lebih menciptakan keterpaduan dan 

koordinasi dalam hal penyusunan kebijakan dan pelaksanaan 

operasional di bidang penanganan masalah Narkoba. 

Istilah Narkoba mcrupakan singkatan dari narkotika, 

psikotropika dan bahan adiktif lainnya. Narkoba ada!ab obat, bah an 

atau zat dan bukan tergolong makanan jika diminum, dihisap, 

Universltas Indonesia 
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dihirup, dite1an. atau disuntikkan, Berpengaruh terutama pada keJja 

otak (susunan saraf pusat) dan sering menyebabkan ketergantungan. 

AkJbatnya kerja otak menjadi berubah (meningkat atau menurun), 

demikian pula dengan fungsi vital organ tubuh lain fjantung, 

peredaran darah, dan pernafasan). Narkoba berbahaya karena 

penyalahgunaannya, oleh karena itu penggunaan, perbuatan dan 

peredarannya diatur oleh undang-undang. Barang siapa 

menggunakan, rnengedarkan dan memproduksi secara gelap di Juar 

ketentuan hukum, dapat dikenakan sangsi pidana penjara dan 

hukuman denda, bahkan hukuman mati (BNN, 2007). 

Menyadari bahwa penyalahgunaan dan peredaran g:elap 

Narkoba dapat menimbulkan dampak yang sangat luas terhadap 

berbagai aspek, baik kesejahteraan. ekonomi~ sosial, politik maupun 

keamamm, maka untuk meiaksanakan tugas pokok dan fungsi BNN 

dalam upaya P4GN secara komprebensif dan multidisipliner. BNN 

telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam suatu pedoman 

yang disebut Strategi Nasional (Stranas) Pencegahan, Pemberanlasan 

Penynlahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2005 2009, 

sebagai barikut : 

L Arah kebijakan 

a. Peningkatan sumber daya manusia 

b. Pencegahan 

c. Sosialisasi 

d. Koordinasi 

e. Kerjasarna lntemasional 

f. Peran serta masyarakat 

g. Penegakan hukum 

h. Pelayanan terapi dan rehabilitasi 

i. Komuoikasi, Infonnasi dan Edukasi (KIE) 

J. Pengawasan dan pengendalian 

Universitas Indonesia 
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2. Arah strategi : 

a. Strategi bidang pencegahnn penyalabgunaan Narkoba 

b. Strategi bidang penegakan hukum 

c. Strategi bidang terapi dan rehabilitasi 

d. Strategi bidang penelitian dan pengembangun 

e. Strategi bidang inforrnatika 

[ Strategi bidang pengembangan kelembagaan 

Adapun mengenai strategi bidang Pencegahan Penyalahgunaan 

Narkoba dibagi lagi ke daJam sub strategi~ meiiputi : 

a. Strategi Pre-emtif (Prevensi Tidak Langsung) 

b. Strategi Nasional Usaha Promotif 

c. Strategi Naslonal untuk Komunikasi~ Infonnasi dan Pendidikan 

Pencegahan 

d, Strategi Nasional untuk Golongan Berisiko Tinggi 

e, Strategl Nasionaf untuk Partisipasi Masyarakat 

Da.Iam pelaksanaan program kegiatannya BNN lebih 

mengedepankan pada aspek pencegahan. sebagaimana Hukom 

(2001 : I) mengatakan bahwa beberapa hal yang patut diperhatikan 

sebagai alasan dari pentingnya upaya pencegahan adalah : 

pencegahan lebih baik dari pengobatan, penccgahan merupakan 

upaya jangka panjang. dan biaya yang dikeluarkan dalam 

pencegahan relatif leb1b rnurah. SeJain itu melalul kegiatan 

pencegahan diharapkan pengetahuan dan informasi rnasyarakat akan 

bahaya penyalahgunaan Narkoba juga dapat semakin meningkat. 

Pencegahan merupakan suatu kegiatan penyuluhan dan 

bimbingan untuk memberikan penerangan dan pengetahuan kepada 

sasaran yang rawan menyalahgunakan Narkoba dan untuk 

membaogkitkan kesadaran mc:reka tentang bahaya penyalahgunaan 

Narkoba atau suatu kondisi di mana seseorang menggunakan 

Narkoba yang tidak untuk tujuan pengobatan atau yang digunakan 
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tanpa mengikuti petunjuk atau dosis yang diberikan dokter (BNN, 

2003). 

Dalam penulisan tesis ini penulis akan mencoba untuk 

memfokuskan pada pembahasan mengenai arah strategi dalam 

bidang pencegahan penyafahgunaan Narkoba yang terkalt dengan 

partislpasi masyarakat. Dapat digambarkan bahwa strategi ioi 

merupakan strategi pencegahan berbasis masyarakat; sebagai upaya 

menggugah. mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk sadar, 

peduli dan aktif dalam melakukan pencegahan terhadap 

penyalahgunaan dan peredara.n gelap narkoba. Suksesnya stratcgi 

ini sangat tergantung pada partisipasi masyarakat dalam usaha~usaha 

promotit: edukasi prevensi, dan penanganan golongan berisiko 

tinggi. Kekuatan-kekuatan di dalam masyarakat dimobilisir untuk 

secara aktif menyetenggarakan program-program di bldang-bidang 

tersebut di atas. 

1.1.2 Pembcrdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM} 

Dalam pedoman Stra:nas P4GN 2005 - 2009 tersebut dapat 

kita lihat bahwa salah satu strategi BNN dalam melaksanakan 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba adaJah dengan 

memberdayakan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dalam 

penyusunan Stranas P4GN 20 I 0 - 2014 yang saat ini masih dalam 

proses revisi, ketentuan mengenni Strategi Nasional untuk Partisipasi 

Masyarakat mengalami perubahan. Jika dalam ketentuan 

sebelumnya strategi ini hanya mengupayakan untuk menggugah, 

mendorong dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam 

melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran 

gelap Narkoba, maka dalam pedoman yang baru ini vlsi tersebut 

berubah menjadi suatu upaya untuk mewujudkan kemitraan BNN 

dengan masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan 

Narkoba. Salah satu kebijakan dalam visi tersebut adalah dengan 
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memberdayakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media 

massa Ufltuk mendukung upaya pencegahan dan tempi rehabiHlasi. 

Bila kita mengacu pada Stranas P4GN 2005 - 2009, dapat kita 

lihat bahwa program pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang 

dilaksanakan oleh BNN difukuskan pada kalangan LSM, lembaga 

keagamaan, organisasi kemasyarakatan, tokoh rnasyarakat, pelajar. 

mahasiswa dan pemuda, pelootja, serta lembaga-lembaga lainnya 

yang ada di masyarakat. Dalam penulisan kary.a ilmiah ini penulis 

akan mengkhususkan pada kajian mengenai upaya pemberdayaan 

LSM. Peran LSM menjadi sangat penting datarn melaksanakan 

upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkoba 

karena BNN sebagai suatu instansi pemedntah tidak akan mungkin 

untuk menangani pennasalahan yang semakin mengkhawatirkan ini 

tanpa melibatkan peran serta masyarakat, termasuk LSM di 

dalamnya. Prijono dan Pranarka (1996) menggambarkan bahwa 

perbedaan antara LSM dan pemerintah adalah bahwa hal~hal yang 

tidak mau dilakukan oleh lembaga pemerintah atau tak dapat 

dljangkau oleh kebijaksanaan pemerintah dikerjakan oleh LSM 

sebagai panggilan tnasalah kebutuhan (necessity) atau kcmanusiaan 

karena berasal, berakar, dan tumbuh dari dan oleh masyarakat. 

Selanjutnya Lenkowsky (1996), dalam Prijono dan Pranarka (!996) 

juga menjelaskan bahwa banyak studi kasus menunjukkan bahwa 

LSM lebili efektif daripada birokrasi pemerintah, terutama dalam 

keadaan yang membutubkan gerak cepat dan bantuan darurat. 

Sedangkan mengenai jumlah LSM sebagai obyek penelitian, penu!is 

membatasi pada lima LSM yang diniJai memiliki pcran aktif dalam 

rnelakukan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada 

masyarakat 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh BNN bekerjasama 

dcngan Universitas Indonesia terhadap Ll.710 sampel pelajar dan 

mahasiswa di 26 propinsi pa.da tahun 2003, didapatkan dara bah\va 
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sebanyak 5,8 % dari sampel tersebut pernah menggunakan Narkoba 

(6 dari 100 pelajar dan mahasiswa rnengaku sebagai penyalahgana 

nllrkoba). 

Kemudian dari basil Studi Dampak Sosial Ekonomi Akibat 

Penyalahganaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 10 Kota Besar 

Indonesia tahun 2004_~ diketahui bahwa estimasi biaya sosial dan 

ekonomi sebagai kerugian negara akibal penyalahgunaan narkoba 

adalah sebesar Rp 23,6 trHiun, Biaya tersebut terdiri dari biaya 

sosial sebesar ± Rp 5,14 Triliun dan biaya ekonomi sebesar ± Rp 

18,48 Triliun, di mana ± Rp I I,36 Triliun adalah biaya untuk 

pembelian Narkoba. Bila ditambah dengan Oiaya perawatan terapi 

dan rehabilitasi dari korban Narkoba, maka angka kerugian tersebut 

akan jauh lebth besar, Dalam penelitian ini juga didapatkan data 

bahwa jumlah korban penyalahguna Narkoba di Indonesia saat ini 

diperkirakan sekitar J ,5 % dari jumlah penduduk. atau setara dengan 

kisamn 3,26 juta jiwa. 

Pada lingkungan pemukiman, BNN dan Puslitkes UI pada 

ta:bun 2005 juga melakukan survey nasional penyalah.gunaan 

Narkoba pada kelompok Rumah Tangga Biasa dan Rumah Tangga 

Khusus (rumah kos, asrama, dll). Pada penelitian tersebut diketahui 

fakta bahwa sebanyak 264 atau 2,4 % dari responden di rumah 

tangga dan 393 orang atau 13,1 % dari responden di rumah kos 

mengaku metupakan penyalahguna Narkoba. Kemudian 

karakteristik umum penyalahguna Narkoba adalah terkonsenttasi 

pada umur 20 - 29 tabun~ dengan mayoritas Iaki-laki dan memilikf 

Jatar befakang pendidikan cukup tinggi (Iulusan perguruan tinggi). 

Di lingkungan kerja, survey nasional yang dilakukan oleh BNN 

dan BPS pada rabun 2004 tentang penyalahgunaan Narkoba pada 

kelompOk peketja formal dan infonnal juga mendapatkan data bahwa 

darl sekitar 93,7 juta pekerja, diperkirakan terdapat 3,3 juta pekerja 

yang menyalahgunakan Narkoba. BiJa dilihat menurut kategori 

Universitas Indonesia 

Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009



8 

fonnal - informal, prevalensi penyalahguna Narkoba di kalangan 

pekerja infbrrnal jauh lebih tinggi daripada pekerja formal di tempat 

hiburan tertutup (10,04% pada pekerja formal berbanding 19,17%). 

Sebaiiknya di tempat hiburan terbuka, rnesti prevalensi pekerj.a. 

informal juga masih lebih besar dari pekelja formal, namun 

perbedaannya tidak terlalu besar (4,55% pada pekerja fbrmal 

berbanding 5,34% peda pekerja infbrmal). 

Data yang diperoleh dari Direktorat IV Narkobe dan KT 

Bareskrirn Po!ri per Juni 2008. menyebutkan sebagai berik.ut : 

NO. 

L 

2. 

3. 

Tabel L I Kasus Tindak Pidana Narkoba di Indonesia 
Tahun 2003 - 2008 

TAHIJN 
KASUS 

2003 2004 2005 2006 2007 

Narkotika 3.929 3.869 8.171 9.422 11.380 

Psikotropika 2.590 3.884 6.733 5.658 9.289 
. . 

Bahan 621 648 1.348 2.275 L961 
Adiktif 

JUMLAH 7.140 8.401 16.252 17.355 22.630 

Sumbcr : Dire..lcton;t IV Narkoba & KT Boreskrim PQlri, Juni 2008 

2008 
! fJunil 

2.456 

2.571 

2.351 

7.378 

T abel 1.2 Usia Tersangka TJndak Pi dana Narkoba di lndonesJa 
Tahun 2003 - 2008 

JENIS 
TAHUN 

NO. 
KELAMIN 2008 

2003 2004 2005 2006 2007 iJ!~ -~ 

]. < 15 11m 87 71 127 175 110 49 . 
2. l6-19thn 500 763 1.668 2.447 2.617 568 

3. 20-24tlm 2.457 2.879 5.503 8.383 8.275 2.018 
·- --

4. 25-29 !hn 2.417 2.887 6.442 8.104 9278 2.180 
~-

5. > 30 thn 4~256 4.715 9.040 12~526 15.889 4.896 

JU:I!LAH 9.7!7 11.315 22.780 31.635 36.!69 9.711 
-~~ 

Sumber: Direktorat IV Narkuba & KTBareskrifli Polri, Juoi 2008 
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Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah 

penyalahguna Narkoba selama lima tahun terakhir semakln 

meningkat Pada tahun 2003 tercatat sebanyak 7.140 kasus dengan 

jumlah tersangka 9.717 orang, yang kernudian melanjak menjadi 

22.630 kasus pada tahun 2007 dengan jumlah tersangka 36.169 

orang. Adapun hingga periode Jnnuari - Juni 2008 telah terungkap 

7.378 kasus dengan 9.711 orang tersangka. Sedangkan kelompok 

usia yang menjadi penyalahguna Narkoba terbesar adalah usia 30 

tahun ke atas, yakni sebanyak 5 1.322 orang (periode 2003 hingga 

Juni 2008). 

Menyikapi kondisi di atas tedihat bahwa Narkoba merupakan 

pennasalahan yang sangat membahaya.kan, sehingga penanganannya 

pun tidak cukup hanya dilakukan oleh pemerintah saja, dalam hal lni 

BNN. namun rnemerlukan dukungan dari berbagai elemen 

masyarakat Dalam pelaksanaan program pencegahan bahaya 

Narkoba, tidak semua darl program tersebut dapat menyentuh 

masyarakat tingkat bawah hingga ke pedesaan·pedesaan, menglngat 

keterbatasan sumber daya manusia dan kewenangan struktural BNN 

di daetah. Oleh karena itu BNN dapat memanfaatkan peran LSM 

yang bergerak dalarn upaya penanggulangan bahaya Narkoba 

khususnya bidang pencegahan untuk secara bersama-sama 

mensosialisaslkan program P4GN khususnya bidang pencegahan 

kepada masyarakat Indonesia. 

Lembaga Swadaya Masyarakat atau lebih dikenal dengan 

istilah LSM didapatkan dari pemikiran praktisi pembangunan dan 

konsep para akademlsL Sedangkan istilah Non Government 

Organization (NGO) muncul dan dipelopori o!eh Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) pada pertengahan tahun 1970-an (Sinaga, 

1994). LSM atau NGOs menunlt United Nation Documenl dalam 

Sinaga (l994 : 22), "iVGOs are those private organizations which 

commonly gain financial sttpporl fhmt international agencies and 
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which devote themselves 10 the desr''gn. study, and execution of 

programs and projects in developing countries". 

Selanjutnya ArlefBudirnan (1997), dalam Korten (2001 : xvii) 

rnendefinisikan LSM secara umum, yaitu ; 11organisasi non 

pemerintah dapat didefinisikan dalam pengertian segala macam 

organisasi yang bukan milik pemerintah~ dan bertujusn bukan untuk 

mencari keuntungan~'. 

Peningkatan peran NOO munoul dari kondisi yang semakin 

memburuk sebagai aldbat efek nega:tifdari pendekatan pembangunan 

yang berpusa.t pada perturnbuha.n ekonomi dan juga interaksi antar 

negara yang melibatkan aktor dalam negara. Hal tersebut membuka 

akses NGO untuk memiiih donatur bagi kegiatan mereka, dan 

membanr:u pemerintah untuk menjalankan agenda publlk dalam 

melayani masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Ganie (2002 : 

90) : "since 1974, NGOs have been a channel for raising 

consciusness among students and intellectuals in Indonesia who feel 

that the government has limited tlu; freedom of intelektual community 

life". 

Men genal pembagian NGO ini, Clark (1995 : 37) berpendapat: 

"Secara global, NGO dibagi dalam dua kutub. NGO utara dan 
NGO yang berada di wilayah selatan. Kehadiran NGO Utara 
di mulai setelah berakhimya Perang Dunia l yang me{anda 
Eropa dan negara utara lainnya misalnya CARHAS yang 
mendapat dukungan dari Gereja Katolik dan Save The Children 
Fund, dan semakin menguat menje1ang akhir Perang Dunia JI. 
Seusai perang, bermunculan organisasi-organisasi yang 

.. bergerak dalam bidang penyantumm korban perang, seperti 
OXFAM pada tahun 1942". 

Selanjutnya secara tipikal, NGO Selatan tumbuh di masa 

perjuangan kemerdekaan. Misalnya, gerakan Gandhi di [ndia yang 

rnemiliki banyak pengikut dan sampai sekarang masih terus 

berkembang, dengan kegiatan meliputi pusat kerajinan tenun dan 
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inisiatif teknologi tepat guna lainnya, serta sekolah yang 

memfohskan pada pendidikan fungsional. 

Di Indonesia; pergerakan NGO dapat dilihat dari kemunculan 

Budi Utomo yang merupakan organisasi pertama, yang lahir dari 

tangan~tangan kaorn terpelajar khususnya kaum terpelajar muda dari 

nmtau, mernberikan sumbangan yang penting dalam merumuskan 

cita..cita kemajuan ban gsa (Zamroni, 2001 }. Kemudian di Indonesia, 

NGO dikenal dengan istilah LSM yang merupakan pengganti dari 

Ornop atau Organisasi Non Pemerintah atau terjemahan dari NGO, 

Penggantian istilah darl Ornop k:e LSM dilakukan pada suatu 

lokakarya yang diselenggarakan oleh Bina Desa pada bulan April 

1978 (Saidi, 1995). 

Mengenai pergantian istilah ornop ke dalam LSM dapat 

dicermati dalam pendapat Eldridge {1995: 36), sebagai berikut: 

"Pergantian istilah omop kepada LSM dapat dljelaskan dengan 
beberapa alasan. Di argumentasikan bahwa kata NGO dapat 
secara mudah ditafsirkan sebagai 'anti~pemerintah', 
Sebaliknya 'swadaya' mengandung dimensi penentuan diri 
sendiri (self determination) yang memang menjadi dasar 
mereka dan pada saat yang sama terasa lebih berakar dalam 
sejarah dan kebudayaan ban gsa"'. 

lstilah Ornop yang kemudian diganti menjadi LSM sebagai 

terjemahan NGO itu mulai mendapatkan kr!tikan dari beberapa 

aktivis LSM. Menurut mereka istilah LSM sudah merupakan 

bentuk penjinakkan terhadap NGO, dan oleh karenanya mereka lebih 

menghendaki menyebut kembali nama lembaganya sebagai 

organisasi non pemcrintah atau Omop. 

Sedangkan pemerintah tetap menyebut LSM sebagai 

terjemahan dari NGO karena di dalamnya terkandung nilai swadaya 

atau adanya prinsip "self determinotion" yang pada intinya 

mendorong LSM untok menentukan sendiri apa yang harus mereka 
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lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi persoalan yang 

dibadapi, sehingga LSM mempunyai kesadar.m dan kekuasaan penuh 

dalam membentuk masa depan mereka, dibandingkan dengan istilah 

Ornop yang diterjemahkan oreh pemerintah sebagai organisasi yang 

anti terhadap pemerintah. 

Seiting dengan era refotmasi, LSM menjadi salah satu unsur 

yang sangat penting untuk diberdayagunakan. Peran utama dan 

menjadi prioritas mereka, adalab mempeljuangkan ha.k-hak dasar 

manusia yang sebenamya dan semestinya dimiliki semenjak Iahlr. 

Dengan segala kekuatan maupun peluang yang dimilikinya, LSM 

diha.rapkan mampu mentransfunnasikan masalah~masalah sosiai, 

dalam hal ini upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada 

masyarakat. 

Menurut pendapat Oepen dalam Eldridge (1995 : 62), 

menggambarkan peningkatan LSM di Indonesia yang mulai muncul 

dan berkembang pada era 1970~an sebagai berikut: 

"11 is often stated that tire NGOs in Indonesia began to emerge 
in the 1970s and subsequently mushroomed during the decade 
of the eighties. This is quite fnte if we look at the nalure of 
NGOs growth particulary during this period During final half 
of the eighties (1984-1989) NGO in all regions of Indonesia 
have steadily grown. The total growth is nearly threefold 
(288,2%)". 

Dari keterangan di atas terlihat begitu signifikannya 

perkembangan LSM di Indonesia, yang dlmulai sejak tahun 1970, 

ibarat jamur yang tumbuh dengan pesat selama tahun 1980~an. 

Hlngga akhir tahun 1980-an total pcrtumbuhannya mencapai tiga kali 

lipat atau 288,2 %. Perkcmbangan LSM yang begitu pesat terlihat 

pada tahun 1985, yakni saat jumlab LSM masih sckitar 3.255 

organisasi. Tahun 1990 jumlah LSM meningkat menjadi 8.720 

organisasL Menjelang tahun 2000 atau akhir l999,jumiahnya telah 

mencapai 13.4{)0 organisasi yang tercatat sebagal LSM 
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Dari segi kuantitas, LSM yang berkumbang begitu pesat dan 

sangat mengesankan, oamun dari segi kualitas perlu dipertanyakan 

peranan mereka sebagai salah satu bentuk organisasi masyarakat 

sipil. Hal ini senada dengan pendapat Fakib (2006 : 6) sebagai 

berikut; 

"Bila dibandingkun pe!1lnlln LSM pada era 1970-an dengan 
1980-an, maka pada masa I 970-an kebanyakan kegiatan LSM 
tebih difokuskan bagatmana bekerja dengan rakyat di tingkat 
akar rumput dengan melakukan kerja pengembangan 
masyarakat (community development), sedangkan pada 1980~ 
an bentuk perjuangannya menjadi lebih beragam, dari 
perjuangan lokal hlngga jenis advokasi baik tingkat nasional 
maupun tingk:at intemasional. Sejumlah aktivis LSM bahkan 
mulai mengkhususkan dari rnelakukan kerja advokasi politik 
untuk perubahan kebijakan yang dalam banyak rna.nifestasinya 
dilakukan dengan pelbagai macam statement politik, petist, 
lobby. protes, dan demonstrasi''. 

Dengan sega1a kekuatan maupun peluang yang djmillkinyaj 

LSM diharapkan mampu mentransformasikan masalah sosial yang 

selama Ini mengalami kebuntuan dalam pemakaian berbagai macam 

teori maupun pendekatan yang tidak mencerminkan kebutuhan 

masyarakat. Sehingga tak jarang yang terjadi justru menjadikan 

masyarakat sebagai objek pembangunan tanpa rnelihat mereka 

sebagai subjek yang menentukan dalam pembangunWl itu sendiri. 

Tidak semua LSM dapat menjadi aktor yang berhasil daiam 

memberdayakan masyarakat, karena dari sekian banyak LSM yang 

;menjamur' tidak semuanya mela.ksanakan fungsinya sebagi agen 

pembartgunao masyarakat Untuk itu perlu suatu perumusan krlteria 

LSM yang tepat dafam melaksanakan fungsi tersebut. 

Adapun batasan NGOs menurut pendapat Prljono ( 1996 : 98) 

yakni bat'dSan NGOs dalam arti sempit yang metiputi Organisasi 

Nirlaba (ONL) atau Non-Profit Organizalion (NPO). Lembaga 

Pengembaogan Swadaya: Masyarakat (LPSM) atau Grassroots 
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Support Organization (GRSO)~ dan Lembaga Swadaya Masyarakat 

(LSM) atau Grassroots Organization (GRO) yang kegiatannya 

berkaitan dengan proses dan dampak pembangunanj pengembangan 

dan perubahan sosial serta pemberdayaan masyarakat. 

Dari berbagai pendapat para pemerhati LSM di atas maka 

penulis mempertegas bahwa mengenai pengertian antara LSM. 

Omop dan NGO yang teJah diuraikan tersebut rnemmki makna atau 

pengertian yang sama dalam konteks penelitian ini. 

1.2 Perumusan Masalah 

Terkait mengenai hubungan koordinasi antara BNN dengan para LSM 

dalam upaya pencegahan bahaya Narko~ saat ini belum ada suatu pedoman 

atau kebijakan yang jelas untuk mengatumya. Upaya pemberdayaan yang 

seharusnya dapat dilakukan oleh BNN terhadap LSM pada kenyataannya 

tidak berjalan secara maksimal. Hal terscbut dapat kita lihat pada 

mekanisme hubungan kerja,. koordinasi dan munitoring yang terjadi antara 

BNN denga.n LSM, Intensitas hubungan dan koordinasi antara BNN 

dengan LSM saat ini lebih banyak di dasarkan pada waktu~waktu tertentu 

saja atau berdasarkan faktor kebutuhan. Sebagai contoh. keterlibatan LSM 

lebih banyak pada saat BNN memiliki momentum besar seperti peringatan 

Hari Anti Narkoba lntemasional, yangjatuh setiap tanggal26 Juni atau pada 

saat kegiatan sercmonial lainnya sepcrti undangan pada perganlian pejabat 

pelaksana harlan BNN. Se~ain itu juga pola komunikasi an tara BNN 

dengan LSM lebih bersifat top down atau terkesan BNN sebagal plhak yang 

memiliki kedudukan lebih tinggi dibanding LSM. Hal ini dapat kita lihat 

dengan dikelua.rkannya Surat Perintah Kaiakhar BNN kepada sebelas LSM 

di DKI Jakarta untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan pada peringatan 

Hari Anti Narkoba lntemasional, tangga! 26 Juni 2008. Idea!nya, LSM 

haruslah di.anggap sebagai rnitra a tau partner kerja yang setara dengan BNN 

dalam mendukung program pencegahnn penya!ahgunaan. Narkoba, Dalam 
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hal pelaksanaan pemantauan (monitorin&') dan evaluasi terhadap kegiatan 

para LSM, BJ\'N juga belum memiliki ketentuan yang jelas untuk mengatur 

hal tersebut Saat ini monilorlng yang dilakukan BNN terhadap LSM lebih 

banyak hanya mengandalkan laporanwlaporan kegiatan yang diterima dari 

LSM. 

Organi.sasi Badan Keljasama Sosiai Usaha Pembinaan Warga Tama 

(BERSAMA) yang didirikan pada tanggal 26 Juni 1978, merupakan suatu 

organisasi yang bertugas menghimpun seluruf:t potensi sosiai dalam usaha 

pembinaan daya tahan masyarakat di bidang sosial budaya dan merupakan 

badan ke.ljasama antar organisasi...organisasi masyarakat yang bergerak atau 

mempunyai program dalam bidang penanggulangan penyalahgunaan 

Narkotika dan zat aditif lainnya. BERSAMA juga merupakan salah satu 

pendiri organisasi dunia IFNGO (International Federation of Non 

Government Organizations), suatu badan intemasional yang bemaung di 

bawah PBB. Dari basil diskusi dengan Dr. H. Hadiman, SH, MSc selaku 

Ketua Umum BERSAMA., diketahui bahwa saat ini terdaftar 260 LSM aktif 

dan 370 LSM tidak aktif, yang bergerak dalam upaya P4GN. Hal ini 

tentunya menjadi peluang yang sangat strategis bagi Bl'.'N bila dapat 

merangkul LSM- LSM tersebut guna mendukung program kegiatan BNN di 

masyarakat. 

BiJa kita mengacu pada draft Stranas BNN Tahun 2010-2014, BNN 

harus dapat menjalin hubungan yang bersifat kontinyu dengan para LSM 

sebagai salah satu wujud dari partisipasi masyarakat. untuk sceara bers.ama~ 

sama melaksanakan program di bidang pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba. Olch karena itu mela!ui karya ilmiah ini, penulis akan berupaya 

untuk melihat kenyataan sampai sejauhmana program pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba yang telah dilaksanakan oleh LSM serta 

bagaimana persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah 

dilaksanakan oleh BNN bagi LSM. Untuk selanjutnya penulis juga akan 

berusaha rnencari tahu mengenai upaya - upaya yang dapat dilakukan oleh 
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BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba. 

Berdasarkan penjelasan di atast maka pertanyaan penelitian yang akan 

diangkat adalah : 

J. Bagaimanakab kenyataan program pencegahan penyaiahgunaa.n 

Narkoba yang dHak:ukan oleh LSM saat ini ? 

2. Bagaimanakah LSM mempersepsikan upaya pemberdayaan yang telah 

dilakukan oleh BNN? 

3. Upaya - upaya apakah yang dapat dilakukan oleh BNN untuk 

mengoptimalkan pemberdayaan LSM dalam upaya pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba ? 

1.3 Tujuau Penelitian 

Berdasarkan 1atar beJakang dan perumusan masalab di atas, maka 

Lujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1, Untuk mengidentifikasi dan menganalisa program pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba yang dllakukan oleh LSM saat ini. 

2, Untuk meogidentifikasi dan menganaiisa mengenai perscpsi LSM 

terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilakukan oleh BNN. 

3. Untuk mengidentiflkasi dan menganalisa mengenai upaya -" upaya yang 

dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan pemberdayaan 

LSM daJarn upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Diharapkan basil pene!itian lni dapat bermanfaat bagi pengembangan 

teori mengenai pemberdayaan (empowerment). Adapun manfaat lain yang 

diharnpkan, sebagai berikut: 
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l. Untuk kepentingan praktis, hasH penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi salah satu bahan masukan bagl pembuat kebijakan di BNN 

mengenai gambatan pemberdayaan LSM bidang pencegahan yang ada 

saat ini serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengoptimalkannya. 

2. Untuk kepentingan teoretis, bahwa hendaknya hasil penelitian ini akan 

menambah. wacana pengeta.huan baru tentang upaya-upaya apa saja 

yang dapat dilakukan untuk memberdayakan para LSM yang bergarak 

di bidang pencegahan penya!ahgunaan Narkoba. 

1.5 Sistematika Penulisan Tesis 

Dalam sistematika penutisan tesis ini, peneliti membagi ke dalam 

empat bab yang materinya meiiputi sebagai berikut: 

Bah I Pendabuluan 

Pada bagian ini akan dibahas hai-hai yang mendasar berkaitan dengan 

penulisan tesis yang mencakup: 

Latar belakang perrnasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, serta sistema.tika penulisan tesis. 

Bab II Tinjauan Pu.staka 

Bab ini memhahas mengenai tinjauan teori dan penelitian yang pemah 

dilakukan mengenai LSM dari berbagai pustaka atau literatur yang ada. 

Adapun teori yang peneliti gunakan dalam pembahasan karya iimiah ini 

adalah tcori pemberdayaan masyamkat 

Ba b III Metode Peneltian 

Datam bah ini akan dipaparkan mengenai metode peneiitian yang akan 

digunakan oieh peneliti dalam upaya untuk mencari jawahan dari 

permasalahan yang diangkaL 

Universitas Indonesia 

Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009



18 

Bah IV Basil Pembabasan 

Bah ini merupakan pernbahasan atau hasil analisis peneHti terhadap 

permasalahan yang diangkat. Pernbahasan dilakukan dengan cara mengolah 

data yang didapatkan dari basil penelitian. 

Bab V Simpnlan dan Saran 

Pada bab ini terdapat kesimpulan sebagai rangkuman dari basil pembahasan 

terhadap permasalahan yang ada serta saran yang ditawarkan sebagai solusi 

dalam menerapkan model pemberdayaan LSM yang seharusnya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 I.embaga Swadaya Masyarakat (LSM) 

2.1.1 Sejarah dan Pengertian 

Sebelum dijelaslwt lebih lanjut tentang LSM. ada baiknya 

terlebih dahulu dijelaskan tentang beberapa pengertian yang menjadi 

cikat bakal munculnya istilah LSM, diantaranya ; Omop {Organisasi 

Non Pemerintah). NGO (Non-GtYVennent Organization), PVO 

(Private Voluntary Organization), SCO (Civil Society Organization), 

dan Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). 

Sebelum dikenai luas dengan nama LSM (Lcmbaga Swadaya 

Masyarakat), telah dikenal istilah Ornop (Organisasi Non 

Pemerintah). Istilah Ornop yang muncul sekitar awal l970~an, 

digunakan sebagai terjemahan dari NGO (Non Government 

Organization) dalam Jingkungan intemasionaL Alum tetapi ada 

krltik terhadap pengertian Ornop1 ia dianggap terlalu luas karena 

mencakup sektor swasta (bisnis} dan organisasi kemas)'arakatan lain 

yang tentunya juga bersifat non-pemerintah. Richard Holloway 

misalny~ menganggap istilah NOO - yang kemudian di Indonesia 

dikenai dengan Omop- terlaiu luas dan a.rtinya bisa juga berlaku bagi 

organisasi lain yang bukan baglan dari pemerintah. Meskipun 

demikian Holloway benar bahwa NGO adalah salah satu bagian dari 

civil society (Isagani R. Serrano, 1994). Namun dcmikian, istilah 

Ornop dan NGO sudah dengan sendirinya menunjukan identitas yang 

berbeda. Dia terbentuk oleh sejarah pada tahun 1950 - 1960 hingga 

sekarang, sehingga agak sulit menyamakannya dengan organisasi 

kemasyarakatan (ormas) fain, organisasi sosial {orSOS)~ organisasi 

bisnis J swasta, ataupun organisasi keagamaan. 
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Pengertian lain tentang Omop adalah sebagai PVO (Private 

Voluntary Organization}. Konsep ini berasal dari konteks Amerika 

dan digunakan oleh USAID serta Bank Dunia untuk melihat peran 

yang dimainkannya. Tetapi perbedaan antara NGO dengan PVO 

bukanlah sekadar istilah, meJainkan lebih substansial. Rajesh Tadon 

dalam Rusmin Tumanggor (2005) menyebut PVO sebagai teori "Tiga 

Sektor", yaitu pemerintah, bisnis atau korporasi, dan organisasi 

voluntary (kerelawanan) yang saling memperkuat dan kompJementer. 

PVO, yang masuk dalam sektor ketig~ jauh berbeda dengan rumusan 

NGO/Ornop yang merupakan bagian dari teori masyarakat slpil. 

Menurut Tandon, NGO/Omop perlu dilibat scbagai sebuah institusi 

publik yang terlibat dalam proses penguatan masyarakat sjpil dalam 

berhadapan dengan negara dan penguasa. 

NGO sendiri merupakan institusi barn di dunia barat yang 

muncul sekitar tahun 1950-1960 dan pada awalnya NGO hanya 

mengurus bantuan kedennawanan {Serrano, I994). Bantuao 

pembangunan kepada NGO pada talmn 1970-an ke atas lahir 

bersamaan dengan mengalirnya bantuan asing (dan utang) seiring 

dengan dek.ade "modernisasP' dan pertumbuhan ekonomi negara 

Dunia Ketiga. 

Secara umum, NGO di dunia Barat dapat dibedakan dalam dua 

jenis. Pertama. NGO yang berorientasi pada aksi atau program. 

Kedua, NGO yang berfungsi sebagai lembaga donor. Jenis yang 

pertama menjalankan programnya karena keprihatinan terhadap 

berbagai masalah yang muncul di masyarakat seperti isu hak asasi 

manusia, lingkungan hidup, perdamaian, keadilan, dan lain-lain. 

Beberapa di antaranya adalah iPPF (International Planned 

Parenthood Federation) yang berdiri di lnggris pada tahun 1952; ICJ 

(International Commission of Jurists, 1952) didirikan di Swiss; 

IOCU (International Organization of Consumers Union, 1960) 

didirlkan di Belanda, Amnesty l11ternafional (1961) NGO yang 
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membela hak-hak asasi tahanan politik di seluruh dunia didirikan di 

Inggrls; ICVA (International Council of Voluntary Agencies, 1962) 

didirikan di Swiss; Minority Rights Group {1968) NGO pembela 

masyarakat adat didirikan di Inggris, Green Peace (1971) organisasi 

terkemuka lingkungan hidup didirikan di I.nggris, dan WRM (World 

Rainforest Movement, 1986) aktif membela pelestarian butan tropis 

dan berdiri di Malaysia. 

Pada kategori kedua, NGO berfungsi sebagai Iembaga donor 

yang khusus menyalurkan bantuan dana kepada NGO di Dunia 

Ketiga. Mereka menghimpun dana dari usaha~usaha swadaya 

masyarakat, donatur perorangan, usaha komersia~ maupun dari 

alokasi dana bantuan kerja sama pembangunan internasional 

pemerintah yang kemudian disalurkan ke NGO bersangkutan. 

Beberapa di antara mereka yang terkemuka adalah OXFAM yang 

berdiri di Tnggris pada tahun 1942, NOVIB dan HlVOS yang berdiri 

di Be1anda pada tahun 1956 dan 1968, CIDA yang berdiri di Kanada 

pada tahun 1968, dan lain-lain. 

Pada perkemhangan sclanjutnya, NGO kemudian menjadi 

organisasi I lembaga yang diakui pengaruhnya di tingkat nasional, 

regional maupun intemasionaL Bcberapa diantaranya bahkan 

mendapat penghargaan Nobel untuk perdamaian, karena sumbangan 

mereka yang signifikan terjadap kemanusiaan, keadilan dan 

perdamaian dunia. Misalnya, Sean MacBride, Ketua Amnesty 

International tahun 1961-1974 yang mendapat Nobel pada tahun 

1974; Mairead Corrigan dan Betty Williams {1970) aktivis 

perdamaian lrlandia pendid Community of Peace People, Amnesty 

International ( 1977) sebagai Iembaga hak asasi manusia; AdolfO 

Perez Esquivel (1980) aktivis hak asasi manusia dari Argentina yang 

mendirikan Service for Peace an Justice, International Physician for 

the Prevention of Nuclear War (TPPNW, 1985) didirikan oleh 

Bernard Lown (USA) dan Yevgeny ChaZ<lV (USSR); dan Riogoherta 
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Manchu {1992) aktivis hak-hak masyarakat adat dari Guatemala. 

Deogan prestasi demikian, NGO tidak bisa lagi dikesampingkan 

dalam setiap isu politik, karena NGO merupakan representatif 

kelmatan masyarakat (fumanggor, 2005). 

Sedangkan LSM rnulai digunakan sebagai istilah dalam sebuah 

seminar Omop di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia pada 

tahun I 980, atas inisiatifBina Desa. Walhi dan YTKI. Alasan utarna 

untuk tidak memakai istifah Omop karcna dikhawatirkan akan 

menimbulkan pengertian yang salah, yakni organisasi yang 

')berlawanan dari pemerintahn atau oposan pemerintah (Witoelar, 

1981). Padahal sesungguhnya lembaga keswadayaan ini tidak selalu 

berada pada posisi yang berlawanan dengan pemerintah. Karena itu. 

di tengah-tengah ke¢enderungan eufemisrne politik dan sensor diri, 

kalangan Omop juga berusaha melunakan arti kebera.daan mereka, 

khususnya hila berhadapan la.ngsung dengan pen;erintah. Agar dapat 

bekerja sama seluas-Iuasnya dengan pemerintah, rnereka 

mernposisikan diri sebagai "bagian dari sistem". 

Dalam lokakarya 01Kerjasama Terpadu untuk Pengembangan 

Pedcsaan" yang diadakan Bina Desa, tanggai 13- 15 April 1978 di 

Ungaran, di pakai istilah LPSM (Lembaga Pembina Swadaya 

Masyarakat) yang sifatnya terbatas pada lembaga I organisasi yang 

secara langsung bergerak membina pengembangan masyarakat. 

Belakangan LPSM merupakan singkatan dari Lembaga 

Pengembangan Swa.daya Masyarakat Sementara menurut Ismi 

Hadad daJam "Mcnampilkan Potret Pembangunan Bef'INajah Swadaya 

Masyarakat", di Majalah Prisma No.4, April 1983, rnenjelaskan 

bahwa pengertian LPSM tidak tennasuk lembaga-lembaga yang 

secar.a tidak langsung membina masyarakat seperti misalnya lembaga 

studi, lembaga penelitian. biro konsultasi ataupun penerbitan. 

Pengertian LPSMILSM yang kemudian berkembaog. berasal 

dari istilah SHP (Self Help Promolors) dan SHO (Self Help 
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Organizations}. Ketika LSM kemudian dipak:ai scbagai istilah umum 

yang rnencal<up berbagai bentuk dan sifat lembaga, maka untuk SHO 

dipakai istilah KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). Esensinya 

sebenamya tidak berubah, yaitu dari LPSMILSM menjadi 

LSMIKSM. 

Fenomena LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Indonesia 

sebenamya telah berJangsung sejak awal abad ke-20. Mula~mula 

diawali dengan berdirinya Boedi Oetomo pada tahun 1908 sebagai 

organisas! non pernerintah, kemudian disusul organisasi-organisasi 

iainnya baik: yang bersifat lokal maupun nasional. Dawam Rahardjo 

dalam Budairi (2002) mengatakan bahwa Boedi Oetomo yang lahir 

tahun 1908 bisa disebut sebagai LSM pertama di Indonesia, 

sebagaimana diketahui pendiri Boedi Oetomo yang mula~mula adalah 

mahasiswa yang notebene bukan pemerintah. Kegiatan Boedi 

Oetomo yang pada enam bulan pertama adalah bidang-bidang yang di 

masa sekar.mg diidcntikkan dengan bidang garap LSM, yakni 

pengernbangan modaJ usaha kelas menengah, mengembangkan 

industri rumah tangga, dan penyatuan orang miskin. Meski demi.kian, 

kecenderungan Boedi Oetomo sebagai LSM tidak bertahan lama, 

hanya sekitar enam bulan sejak pendiriannya. Setelah itu Boedi 

Oetomo dik.uasai oleh pamong praja yang berkecenderungan elitis. 

Akan tetapi ada pula yang mengatakan bahwa sebenamya LSM 

pertarna itu adalah Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang dididkan 

oleh Dr. Soelomo (Budairi, 2002). Selain Boedi Oetomo dan PBI. 

maka lahir dan juga berkembang organisasi-organisasi non 

·pemerintah atas latar belakang keag:amaan, ekonomij sosial dan 

budaya. Namun kata~kata LSM sebagaimana dikenal sekarang ini 

sejarahnya masih relatlf baru. Kalangan aktivis LSM menyebut 

PKBI (Perkurnpulan Keluarga Berencana indonesia) adalah LSM 

pertama. didirlkan pada tanggal 23 Desember 1957 di Jakarta atau 12 

taltun setelah Indonesia mcrdeka, 
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Istilah LSM secara tegas didefinisikan dalam Instruksi Menteri 

Dalam Negeri (Inmendagri) No. 811990, yang ditujukan kepada 

Gubernur di seiuruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya 

Masyaraka!. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM 

adalah organisasiltembaga yang anggotanya adalah masyarakat warga 

negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak 

sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh organisasiflembaga sebagai wujud partisipasi 

masyarakat dalam upaya moningkatkan tarnf hid up dan kesejahteraan 

masyarakat. yang menhikberatkan kepada pengabdian secara 

swadaya. 

Budairi (2002) menyebutkan bahwa LSM, dalam pengertian 

yang lebih politis adafah organisasi keswadayaan masyarakat yang 

diorientasikan sebagai tandingan pemerintab, bahkan biasa diartikan 

berJawanan dan pesaing pemerintah. ltu sebabnya sebaglan kalangan 

LSM lebih menyukai menyebutnya sebagai organisasi non 

pamerintah (Omop) dari pada LSM. Sedangkan Abdul Hakim 

Garuda Nusantara dalam Budairi (2002) mengatakan bahwa definisi 

LSM memang sulit dirumuskan, akan tetapi secara sederhana 

barangkali bisa di artikan sebagai gerakan yang tumbuh berdasarkan 

nitai-nilai kerakyatan. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan 

kesadaran dan kemandirlan masyarakat. yang akhimya meningkatkan 

kesejahteraan rakyat 

Menurot Peter Hannan (1988), seorang pakar ilmu~ilmu soslal 

dari Australia yang pemah melakukan penelitian tentang LSM di 

Indonesia pada tahun 1986, menyebutkan bah'>"'a LSM adalah 

organisasi yang bertujuan untuk mengembangkan pembangunan di 

tingkat grassroots, biasanya melalul penciptaan dan dukungan 

terhl!dap kelompok-kelompok swadaya lokal. Kelompok-kelompok 

ini biasanya mempunyai 20 sampai 50 anggota. Sasaran LSM adalah 
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untuk menjadikan kelompok-kelompok ini berswadaya setelah 

proyeknya berakhir. 

Di Indonesia. pengertian LSM memiliki ciri-cirl sebagaimana 

dikatakan oleh M.M. Billah (1990) adalah pertama, orientasi mereka 

kepada penguatan kelompok-kelompok komunitas. Kedua, pada 

umumnya ada komitmen yang kuat terhadap cita-cita partlsipasi 

rakyat. Ketiga. adanya satu komunita.s LSM di Indonesia, dengan 

banyak hubungan siJang antar pribadl dan kelembagaan yang s1lling 

mendukung. terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya. 

George Junus Aditjondro dalam Budairi (2002) juga 

mengatakan bahwa istilah LSM diberikan kepada semua organisasl 

yang melakukan oposisi dan kritik terhadap kebijaksanaan 

pernerintah. Jadi pengertian LSM hampir identik dengan gerakan 

oposisi. 

2.1.2 Peranan dan Klasifikasi LSM 

Ralston (1983) mencatat bahwa LSM dapat memainkan 

beberapa peranan dalam mendukung kelompok swadaya yang 

dikembangkan, termasuk di antaranya adalah : 

1. Mengidentifikasi keburuhan kelornpok Iokal dan taktik-taktik 

untuk memenuhi kebutuhan; 

2. Melakukan mobilisasi dan agitasi untuk usaha aktff mengejar 

kebutuhan yang telah diidentif.tkasi tersebut; 

3. Merumuskao kegiatan jaogka panjang untuk mengejar sasaran­

sasaran pembangunan lebih umum; 

4. Menghasilkan dan rnemobilisasi sumber daya lokal atau ekstemal 

untuk kegiatan pembanguoan pedesaan; 

5. Peraturan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Tiap 

LSM biasanya tidak menjalankan semua fungsi ini, setidaknya 

pada waktu yang sama. 
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Sedangkan Gaffar (2000 : 203) mengidentifikasi tiga jenis 

peranan yang dapat dlberikan oleh LSM, yaitu : 

!. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat akar 

rumput (grassroots) yang sangat esensial dalam rnngka 

menciptakan pembangunan yang berkelanjutan; 

2. Meningkatkan pengaruh poHtik secara meluas, melalui jaringan 

kerjasama, baik dalam suatu negara ataupun dengan lembaga~ 

lembaga intemasionai Jainnya; 

3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arab dan agenda 

pembangunan. 

Kemudian Hagul dalam Tricanlo (2000 : 30) juga 

rnengcmukakan lima ciri penman yang dimiliki oleh LSM, yaitu : 

1. Dapat menjangkau masyarakat miskin; 

2. Dapat mendorong partisipasi yang lebih luas; 

3, Tidak bersifat birokratis; 

4. Mampu bereksperimen; dan 

5. Biaya operasional murah. 

Menurut Morris (2000), LSM di Indonesia dapat dikategorlkan 

sebagai organisasi sektor non-profit. Ia melakukan teoritisasi 

terhadap fenomena LSM dengan mencirikan organisasl sektor non 

profit tersebut sebagai berlkut : 

1. Terorganisit (organized); terinstitusionalisasl darl sudut bentuk 

organisasi dan sistem operasinya 

2. Bukan negara (private); secara institusional bukan bagian dari 

negara atau pemerintah 

3. Tidak berorientasi profit {non-profit distributing); tidak 

berorientasl menghasilkan keuntungan bagi pemilik atau para 

direkturnya, te!api mengemba1ikan pendapatannya untuk 

kepentingan misinya 
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4. Swadaya (.self-governing); mernpunyai sistem untuk mengatur 

dirinya sendiri 

5. Kesukarelaan (voluntary); melibatkan partisipasi sukare!a dalam 

operasi ataupun manajemen organisasi. 

Sedangkan Eldridge dalam Rus!am Ibrahim (1997 : 196) 

mencata.t bahwa LSM Indonesia memiiiki ciri-ciri umurn yang sama. 

antara lain : 

I. Orientasi mereka kepada penguatan kelompok·kelompok 

komunitas sebagai basis dari masyarakat dan sebagai pengimbang 

bagi pemerintah, Hal ini berkaitan dengan satu pencarian kreatif 

bagi pola baru pembentukan kelompok untuk memenuhi 

perubahan kebutuhan sosial dan pembangkitan struktur dari yang 

tidak d!untungkan dan tidak berdaya; 

2. Pada umumnya ada kornltmen yang kuat terhadap cita..cita 

partisipasj rakyat di dalam pengambilan keputusan; 

3. Adanya satu komunitas LSM di Indonesia, dengan banyak 

hubungan silang aniar pribadi dan kelembagaan yang saling 

mendukung, terdapat pertukaran gagasan dan sumber daya yang 

memberikan potensi pada satu from bersama pada berbagai 

tingkat 

Adi Sasono (2002) juga menjelaskan mengenai tiga peranan 

dari LSM, yailu : advokasi kebijakan terhadap negara, mengupayakan 

agar sektor swasta mengembangkan kemitraan sosial, dan 

mengembangkan kapasitas kelembagaan kelompok-kelompok civil 

society dan rnasyarakat pada umumnya. juga produktifitas dan 

kemandirlan mereka. Ide dasar dari pembagian tersebut adalah 

keterllbatan dalam pembangunan secara bersama, daripada 

menciptakan konftik sosial di antara kelompok-kelompok yang 

memiliki kepentingan maupun kelas-kelas ekonomi yang berbeda. 
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Dari gambaran djatas, menurut lbrahim (2002) beberapa kata 

kunci berikut ini dapat mernbantu kita terhadap pengidentifikasian 

LSM di Indonesia, yaitu : 

J. Bersifut non pemerintah; LSM yang didirikan secara hukurn tidak 

rnempunyai kaitan dengan organisasi negara atau pemerintahan 

2. Mempunyai asas kesukarelaan 

3. Tidak mencari keuntungan (non~profil) 

4. Tidak untuk melayani diri sendirl atau anggota-anggotanya. 

LSM didirikan untuk melayani kepentingan umum (public good), 

kaum miskin, kaum duafa, dan kaum yang terpinggirkan. 

Mengenai klasifikasi LSM, menurut Clark (1995 : 43), NGO, 

seperti tercermin darl perkembangan sejarah mereka secara umum 

dapat dibedakan ke dalam enam aliran pemikiran, yaitu : 

L Agen penyantun dan kesejahteraan~ rnisalnya seperti Catholic 

Relief Services ataupun berbagai masyarakat misionaris lainnya. 

2. Organisasi Pengembangan Teknologi. NGO yang melaksanakan 

program mereka untuk mempelopori pendekatan barn atau 

memperbaiki pendekatan-pendekatan yang sudah ada dan 

cenderung untuk tetap mengkhususka.n diri pada bidang yang 

mereka pilih. 

3. Kontraktor Pelayanan Umum. NGO yang sebagian besar didanai 

I>ernerintah Utara dan yang bekerja sarna dengan Pernerintah 

Selatan dan agen pernberi bantuan resmi. NGO ini dikontak 

untuk melaksanakan komponen dari program resmi karena 

dirasakan bahwa ukuran dan fleksibilitas mereka akan membantu 

pelaksanaan tugas rnereka secara lebih efektif daripada 

departemen pemerintah. 

4, Agen Pengernhangan Masyarakat. NGO Utara dan mitra 

penghubung mereka di Selatan yang menaruh perhatian pada 
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kemandirian. pembangunan sosjaf dan demokrasJ masyarakat 

lapisan bawah. 

5. Organisasi Pengembangan Masyarakat Bawah. NGO Selatan 

yang anggotanya adalah orang rniskin dan tertindas, dan yang 

berupaya membentuk satu proses pembangunan masyarakat. 

6. Kelompok Jaringan Advokasi. Organisasi yang tergabung dalam 

aliran ini biasanya tidak memiliki proyek tetapi keberadaan 

mereka terutama untuk melakukan pendidikan dan lobi. 

Sedangkan menurut Korten (2001 : 5), identitas LSM tersebut 

dapat dilihat melalui pengetompokan atau pengkiasifikasian LSM, 

yaitu sebagai berikut : 

I. Organisasi Sukarela (Voluntary Organization atau VO) yang 

meiakukan misi sosial, terdorong oieh suatu komitmen kepada 

nilai-niJai yang sarna. 

2. Organisasi Rakyat (People's Organization atau PO) yang 

rnewakill kepentingan anggotanya, mempunyai pimpinan yang 

bertanggungjawab kepada anggota dan cukup rnandiri. 

3. Kontnlktor Pelayanan Urn urn (Public Service Contractor a tau 

PSC) yang berfungsi sebagai usaha tanpa laba, berorientasi pasar 

unhlk rnelayani kepentingan umum, 

4. Lembaga Swadaya M"asyarakat Pemerintah (Government Non 

Government atau GONGO) dibentuk oleh pernerintah dan 

berfungsi sebagai alat kebijakan pemerintah. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Saidi (1995 : 21), bahwa di 

Indonesia ada tiga bentuk LSM, yaitu : 

1. Pertama, LSM plat merah yang dibentuk pemerintah untuk 

rnenycrap dana dari funding, kemudian dana tersebut 

"dikantongi'~ oleh mereka sendiri, atau untuk mendukung atau 

meligitimasi kegiatan dari pemerlntab itu sendtri, tanpa 

rnengembangkan suatu kritik terhadap pemerintah. LSM ini 
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idealismenya sangat rendah karena tidak rnengekspresikan 

kegiatan yang sesungguhnya namun memiliki manajemen yang 

rapi. 

2, Kedua, LSM plat kuning. LSM ini terlihat menjadi kontraktor 

dari social development, misalnya menjadi subkontraktomya 

Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), UNDP, dan 

sebagainya. Biasanya mereka pintar berfikjr dan dapat 

mengernbangkan suatu proposal yang bailr, tetapi tidak berakar di 

masyarak.at. Ketika diimplementasikan kegiatannya, mereka 

akan rnenjadi bingung terhadap maksud dan tujuan dari 

kegiatannya tersebut. or pihak lain mereka haros berkolaborasi 

dengan pemerintah untuk rnendapatkan dana atau mernenangkao 

tender. 

3. Ketiga, LSM plat hitam. [ni dapat kita katakan sebaga! mumi 

swasta seperti YLBHI, PBHI, LP3ES, dan CIDES, Mereka 

mempunyai idealismen dan pengalaman di LSM. Hanya saja 

jumiah orang seperti ini sangat kecil dan dalam prakteknya 

mereka sering dijauhi bahkan "dicaci-maki" oleh pemerintah 

karena memillki pandangan politik atau pemikimn yang 

berseberangan. 

2.2 Pemberdayaan Masyarakat 

2.2.1 I>engerthm dan Tujuan Pemberdayaan 

Upaya peningkatan hubungan dan kerjasama LSM dengan 

BNN sesungguhnya mengandung makna pemberdayaan 

(empowerment). ~arena melalul kegiatan pemberdayaan tersebut 

para LSM yang bcrgcmk dalam upaya pencegahan bahaya 

penyalahgunaan Narkoba dapat mengembangkan segala potensi yang 

dimilikinya untuk bersama~sama memerangi bahaya penyalahgunaan 

Narkoba di Indonesia. 
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Menurut Oxford English Dictionary dalam Prijono (1996 ; 3) 

istilah pemberdayaan (empowerment) mengandung dua artL 

Pengertian pertama adalah to give power or autlrority to, dan 

pengertian kedua adaJah 10 give ahi1ity to or anable. Dalam 

pengertian pertama diartikan sebagai memberikan kekuasaan, 

mengaUhkan kekuasaaan atau mendelegasikan otoritas kepada pibak 

Jain. Sedangkan dalam pengertian kedua diartikan sebagai upaya 

untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan. Dari kedua 

pengertian tersebut maka konsep pemberdayaan tidak hanya 

menyangkut indfvidu tetapijuga secara kolektif. Ini tidak lain adalah 

menempatkan konsep pemberdayaan atau empowerment sebagai 

bagian dari upaya membangun eksistensi pribadi, kcluarga, 

masyarakat. bangsa; pemerintahan. negara dan tata dunia di dalam 

kerangka proses aktualisasilremanusiaan yang adii dan beradab. 

Lebih lanjut Moeljarto {1996) mengatakan bahwa proses 

pemberdayaan mengandung dua kccenderungan. Pertama, proses 

pemberdayaan yang rnenekankan kcpada proses memberikan alau 

mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada 

masyarnkat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 

dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna 

mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasl, 

Kecenderungan ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer. 

Sedangkan kecenderungan kedua .atau keeenderungan sekunder 

menekanlmn pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi 

individu ag~r mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk 

menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses 

dialog. 

Dalam hal ini Moeljarto (1996) mengatakan bahwa 

pemberdayaan mcrupaknn proses pematahan (breakdown) dari 

hubungan atau relasi antara subyek dengan obyek:. Proses ini 

mementingkan adanya "pcngakuan'1 subyek akan "k:emampuan'' dan 
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upaya (power) yang dimiliki obyek, Secarn garis besar proses ini 

melihat pentingnya aliran daya (flow of power) dari subyek ke obyek 

yang merupakan upaya atau cita-cjta untuk mengintegrasikan 

masyarakat miskln ke dalam aspek kehidupan yang lebih luas. Hasil 

akhir dari proses pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu 

yang semula obyek menjadi subyek (yang baru) sehingga relasi sosial 

yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan reiasi antar subyek 

dengan subyek yang lain. Dengan kata lain proses pemberdayaan 

mengubah pola relasi lama subyek-obyek menjadi subyek-subyek. 

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai upaya untuk 

rnengubah keadaan seseorang atau kelompok agar yang bersangkutan 

menjadi lebih berdaya. Hulme & Turner, dalam Pranarka & 

Moeljarto (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan mendorong 

tetjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang­

orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh 

yang lebih besar di arena politik secara 1okal maupun nasionat 

Karena itu, pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. 

Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut 

hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan} yang berubah anta.ra 

indtvidu, kelompok dan lembaga-lembaga sosial. Pemberdayaan 

juga merupakan proses perubahan pribadi, karena ntasing~masing 

individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan 

kemudian rnempertcgas kembali pemahamannya terhadap dunia 

tempat ia tinggal. 

Menurul Sumodiningrat (1997), upaya untuk memberdayakan 

masyarakat harus diJakukan meJalui tiga cara, yaitu : 

I. Mcnciplakan suasana atau ikllm yang memungkinkan potensi 

masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan 

bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang 

dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalab upaya untuk 

membangun daya ltu dengan mendorong, memberikan motivasi, 
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dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya 

serta berupaya untuk mengembangkannya; 

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat 

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langk:ah~langkah 

lebih positif dan nyata. penyediaan berbagai masukan (input), 

serta pembukaan akaas kepada berbagai peluang yang akan 

membuat masyarakat menjadi malcin berdaya dalarn 

memanfaatkan peluang; 

3. Memberdayakan juga berarti melindungi. Dalarn proses 

pemberdayaan harus dicegah yang lemah menjadi bert.ambah 

lemah. Jadi pemberdayaan memerlukan cara-cara atau langkah­

langkah kongkrit untuk mewujudkannya. Tanpa langkah-langkah 

yang tepat, upaya pemberdayaan akan mcngalami banyak 

kendala. 

Konsep pemberdayaan masyarakat sendiri mencakup 

pengertian pengembangan masyarakat (community development) dan 

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community based~ 

development). Pemberdayaan masyarakat terkait erat dengan istilah 

keberdayaan masyarakat, yaitu kemampuan individu yang 

bersenyawa da1am masyarakat dan membangun kebetdayaan 

masyarakat yang betsangkutan. Suatu masyarakat yang sebagian 

besar anggotanya sehat fisik dan mental serta terdidik dan kuat serta 

inovadf. tentunya memHiki keberdayaan yang tinggi. Keberdayaan 

masyarakat adalah unsur~unsur yang memungkinkan suatu 

masyarakat yang bcrtaha.n (sunzive), dan dalam pengertian yang 

dinarnis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan. Sedangkan 

memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat masyarakat tidak mampu untuk me!epaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 

memherdayakan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan 

masyarakat (Kartasasmita. 1996). Jadi pemberdayaan pada intinya 
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adalah pembangunan manusia, dengan maksud agar manusia yang 

diberdayakan menjadi lebih berguna dalam lingk.ungannya. 

Munculnya konsep pemberdayaan sebagai sebuah pendekatan 

dalam pembangunan tidak dapet dilepaskan dari perkambangan 

beberapa peradigma yang telah mendahuluinya. Bahkan bisa 

dikatakan pemberdayaan merupakan pendekatan altematif dalam 

pelaksanaan pembangunan, Pernberdayaan sudab rnulai menjadi 

wacana ilmiah dalam rnasa pembangunan sejak dekade SO~an hingga 

berlanjut dan terns berkembang sampai sekarang. Aknn tetapi 

sebenarnya secara historis pemberdayaan telah mulai dilaksanakan 

pada awal gerakan modem di eropa (Prijnno, 1996). 

Adi (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai suatu kegiatan 

untuk mengembangkan kHen dari keadaan tidak atau kurang berdaya 

menjadi mempunyai daya guna mencapai hidup yang lebih baik. 

Sedangkan Payne dalam Adi (200 l) memberikan suatu pengertian 

yang !engkap mengenai pemberdayaan sebagai berikut : 

"Suatu proses yang ditujukan guna membantu klien 
mernperolell daya untuk mengambil keputusan dan menentukan 
tindakan yang akan ia lakukan yang terkait dengan diri mereka, 
termasuk rnengurangl efek hambatan pribadi dan sosial dalam 
melakukan tindakan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan 
kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya 
yang ia miliki, antara lain melafui transfer daya dari 
Iingkungannya". 

Pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya untuk 

meningkatk:an harkat dan martabat !apisan masyarakat yang dalam 

kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap 

kerniskinan dan keterbelakangan. Mabardika {200 l) melihat 

pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya tawar rakyat 

dengan cara memberlkan pendampingan guna mcningkatkan 

kesadaran krit1s masyarakat, schingga dapat memahami dengan 

seksama penderitaan yang dihadapi dan dapat mengaktua!isasikan 

aspirasi rnercka. 
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Adapun Cassidy & Jakes berpendapat bahwa pemberdayaan 

merupakan bagian dari suaru program pengembangan masyarakat 

Cassidy & Jakes merumuskannya dalam suatu model, sebagai 

berikut: 

Gambar 1 : Skema Model Pemberdayaan menurut Cassidy & Jakes 

Emnovrerment 
Self·efficacy 
MolivaliO'n 

Pm:efvedCl:mmunly 

Commu~;i!yAssets L-lSu8JP.E2!Jrt _ _J 
Physical 

Social 
Economic 

Sumber: Cassidj', L., & Jakes, S. {2008). 

Seperti digambarkan dalam skema model di atas. potensi 

masyarakat (human capital) memiHki dampak fangsung terhadap 

upaya pemberdayaan. Jika suatu masyarakat memiliki pengetahuan, 

keterampilan, keahiian, dan sebagainya. maka masyarakat tersebut 

harus merasa lebih mampu untuk membuat suatu perbedaan (Cassidy 

& Jakes, 2008)-

Sedangkan aset masyarakat atau sumber daya (community 

assets) yang terdiri dari sarana prasarana. struktur sosial, rnasyarakat, 

budaya. dan kemampuan ekonom~ juga memiiiki dampak langsung 

terhadap pemberdayaan. Adapun pemberdayaan (empowerment) 

yang terdiri dari faktor perasaan untuk mernentingkan orang lain, 

adanya motivasj, persepsi masyarakat., dan dukungan, memi!iki 

dampak langsung terhadap tingkat partisipasi, atau mobilisasi yang 

ditimbulkun. Jika seseorang rnerasa mampu, tennoUvasi untuk 

membuat perubahan, serta mcmiliki dukungan yang memadai dari 

masyarakat, maka orang tersebut harus memiliki peranan yang lebih 

besar dalam berpartlsipasL Potenst masyarakat dan sumbcr daya 
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yang dimitiki memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi, dimana 

tingkat pengaruh tersebut dipengaruhi melalui proses pemberdayaan. 

Pada akltimya tingkat partisipasi juga memiliki pengaruh Jangsung 

terhadap potensi yang dirniHki (seseorang yang berpartisipasi dalam 

program masyarakat akan mendapatkan lebih banyak pengetahuan 

dan keterampilan), dan itu memiliki efek pada peningkatan sumber 

daya yang difasilitasi oleh perubahan pada komunitas atau community 

change (partisipasi harus menyehabkan terjadinya peruhahan pada 

masyarakat, yang juga harus mengakibatkan perubahan pada 

infrastruktur masyarakat). Partisipasi juga memiJiki dampak 

langsung lerhadap pemberdayaan (seseorang yang berpartisipasi 

harus merasa lebih berkornpeten, termotivasi. dan memiliki dukungan 

yang lebih besar dari masyarakat). Bagaimanapun, tingkat 

keberhasiian partisipasi seseorang sangat tergantung kepada 

perubahan yang terjadi dalam suatu komunitas karena partisipasinya 

tersebut. 

Dari gambaran model di atas dapat kita iihat bahwa partisipasi 

rnasyarakat memiliki arti penting dalarn pemberdayaan. Tanpa 

adanya partlsipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran, maka 

pemberdayaan akan mengalami banyak bambatan atau bahkan 

kegagaian. 

Dari berbagai definlsi dan teori mengenai pem berdayaan, 

penuHs cenderung untuk menggunakan konsep yang diajukan oleh 

Cassidy & Jakes, karena pemberdayaan yang dimaksudk:an dalam 

konsep ini memiliki keterkaitan dengan tingkat partisipasi atau 

mobilisasi rnasyarakat sebagai upaya untuk rnenghasilkan suatu 

perubahan pada masyarakat atau komunitas. 
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2.2.2 Parflsipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan 

Strategi pembangunan yang diterapkan selama masa 

pemerintahan Orde Baru adalah strategi yang bertumpu pada 

produksi, pertumbuhan dan stabilitas. Pada masa tersebut. partisipasi 

rnasyarakat dalam pengambilan keputusan dan dalam pelaksanaan 

pembangunan terabaikan. Masyarakat diperlukan sebagai pihak yang 

tidak berdaya dan lrurang diberilrun ruang begi potensi rakyat untuk 

berkernbeng. 

Peranan pemerintah amst menonjol dalam berbagai hal 

terutarna dalam hal penguasaan sumber daya pembangunan, bersikap 

koptasi dan keputusan yang diambil bersifat top down. Pola 

pendekatan seperti itu menu rut Soetrisno (I 995) mengakibatkan 

hilangnya kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, untuk 

menciplakan kemandirian dan mengajak masyarakat berpartisipasi 

dalam pembangunan, maka hal yang diperlukan adalah menguraog! 

peran pembuat kebijaksanaan, dalam hal ini pemerintah yang selama 

ini bersikap domtnan~ regulator dan koptatifmenjadi fasilitator yang 

berfungsi sebagai pemberi petunjuk dan rnencntukan arah 

kebijaksanaan pembangunan saja. 

Dalam ern pemberdayaan sekarang ini, pcranan pemerintah 

perlu dikurangi seminimal mongkin, sementara itu partisipasi 

masyarakat perlu dikedepankan. Pentrngnya mengedepankan 

partisipasi rnasyarakat, di karenakan pembangunan yang dilaksanakan 

ibarat sebuah mcsin dan partisipasi merupakan mesinn:ya 

pembangunan itu sendiri (Soetrisno, J 995). Pendapat tersebut 

memberi indtkasi bahwa ka1au mesin partisipasi masyarakat mati 

maka aktivitas pembangunan dengan sendirinya terhenti atau macet. 

Oleh karena itu, rnesin partisipasi yang menghidupkan nafas 

pembangunan perlu diberikan ruang yang memadai agar tumbuh dan 

berkembang mengisi aktlvitas pembangunan. 
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Pengertian partisipasi menurut konsepsi aparat pemerintah pada 

dasamya berbeda dengan konsepst yang diajukan oleh para ilmuwan 

serta pihak praktis.i dan pernerhati pembangunan. Partisipasi 

menurut aparat pernerintah diartikan sebagai kemauan rakyat untuk 

mendukung suatu program yang direncanakan dari atas, bukan dari 

rakyat sendiri (Soetrisno, 1995). Definisi seperti ini lebih bemuansa 

"mobilisasi" dari pada "keterlibatan". P.adahal makna partisipasi 

yang sebenamya adalah terdapat adanya pengakuan yang sungguh 

terhadap kreativitas dan inisiatif rakyat. Masyarakat bukan dijadikan 

sebagai obyek yang mudah dimobilisasi, tetapi diakui dan 

ditempatkan sebaga pelaku utama pernbangunan yang aktif terlibat 

da!am proses pembangunan secara utuh mulai sejak perencanaan 

sampai dengan pelaksanaan serta piemeliharaan dan pengembangan 

suatu hasiJ pembangunan. 

Pengertian partisipasi dikemukakan oleh beberapa ahli berikut 

ini. Mubyarto (1994) mengartikan partisipasi sebagai kesediaan 

untuk mernbantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan 

setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan djri sendiri. 

Sedangkan Battacharyya memandang partisipasi sebagai pengambilan 

bagian dalam kegiatan bersama {Ndraha, 1990). 

Pengertian partisipasi menurut kedua ahll tersebut pada intinya 

menekankan bahwa keteriibatan seseorang, keluarga, kelompok 

ataupun komunitas daiam kegiatan pembangunan diiakukan atas 

dasar kesadaran dan kemauan sendiri serta diJakukan sesuai potensi 

atau kapasitas dan ketrampilan yang dimiliki. Partisipasi pada 

dasamya merupakan peristiwa psiko1ogis karena berkaitan dengan 

keterlibatan mental dan emosional. 

Ife ( 1995) mengatakan bahwa orang-orang akan berpartisipasi 

apabila nterasakan suatu isu atau aktivitas menjadi penting. 

Sedangkan Peter M. Blau dalam teorloya "Exchange Theory" atau 

"Teori Pertukatan" mengatakan bahwa semakin banyak manfaat 
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yang diduga ak.an diperoieh suatu pihak dari pihak lain mela1ui 

kegiatan tertentu~ semakin kuat pihak itu akan teriibat dalam kegiatan 

(Ndraha, 1990). 

Dari berbagai pandangan di alas, dapat digambarkan bahwa 

seseorang dapat tennotivasi untuk teriibat dalam berbagai aktMtas 

pemberdayaan atau pembangunan di masyarakat,. karena ada manfaat 

atau keuntungan yang akan diperoleh. Tanpa ada keuntungan yang 

diperoleh orang-orang akan bersikap pasif dalam aktivitas 

pamberdayaan atau pembangunan. Cbapin dalam Mubyarto (1994) 

mengatakan bahwa partisipsi masyarakat dapat dilakukan dalam 

beberapa bentuk, yaitu : 

l. Partisipasi langsung dafam kegiatan bersarna secara fistk atau 

tatap muka; 

2. Partisipasi dalam bentuk dana; 

3. Partisipasi dalam bentuk dukungan; 

4. Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. dan; 

5. Partisipasi representatif dengan cara memberikan keperoayaan 

atau mandat kepada wakilnya. 

Dapat terlihat bahwa bentuk dari part:isipasi itu bermacam~ 

macam, Jika ini dipadukan dan masyarakat sa ling melengkapi maka 

akan merupakan kekuatan yang sating bersinergis untuk menjamin 

keberhasilan proses pemberdayaan. Partisipasi juga dipandang 

sebagai alat sekaligus sebagai tujuan dalarn proses pembcrdayaan 

masyarakat Sebagai alat berarti melalui pemberdayaan masyarakat 

dapat rnencapai tujuan~tujuafi tertentu yang telah ditentukan bersama. 

Sedangkan sebagai tujuan, berarti mela1ui proses pemberdayaan 

masyarakat dapat merniliki ketrampilan-ketrampilan tertentu untuk 

lebih dapat berpartisipasi secara positif. 
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2.3 Gambaran Mengenai Pusat Pencegaban Pelaksana Harlan Badan 
Narkotika Nasional (Pus Cegah Lakhar BNN) 

Dalam Peraturan Ketua BI\'N Nomor : PERI0311X/200&1BNN, 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Pe1aksana Harian Badan Narkotika 

Nasionai, tanggal 8 September 2008, dijelaskan bahwa Pusat Pencegahan 

Pelaksana Harian Badao Narkotika Nasionai yang selanjutnya disebut Pus 

Cegah Lakhar BNN dipimpin oleh Kepala Pusat Pencegahan Lakhar BNN, 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar BNN. 

Pus Cegah Lakhar BNN mempunyai tugas untuk melaksanakan 

penyusuna.n~ perumusan dan pengoordinasian k:ebijakan strategi dan program 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Dalam melaksanakan tugasnya, Pus 

Cegah Lakhar BNN menye!enggarakan fungal : 

I. Penyiapan perumusan penyusunan kebijakan BNN di Bidang 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba; 

2. Penyusunan nonna, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaa.n, 

advokasi, pembinaan potensi masyarakat. penyuluhan dan penerangan; 

3. Pengoordinasian instansl pemerintah terkait datam pelaksanaan 

kebijakan operasional yang dituangkan daiam penyiapan baban rencana 

kerja dan program BNN di bidang peneegahan penyalahgunaan 

Narkoba; 

4. Pemberian dukungan teknis di bidang pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba kepada instansi pemerintah terkait,. BNP. BNK/Kota dan 

Satuan Tugas Lakhar BNN; 

5. Pengoordinasian kerjasama lintas sektorai di bidang pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba; 

6, Penyusunan rencana kerja dan program di Hngkungan Pus Cegah; 

7, Pengoordinasian advokasi; pemberdayaan potensi masyarakat dan 

penyu1uhan dan penerangan di bidang pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba; 

8. Pelaksanaan monitoring dan cvaluasi kegiatan di bidang pencegahan 

pcnya!ahgunaan Narkoba~ 
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9. Penyelenggaraan administrasi dan keuangan di lingkungan Pus Cegah 

LakharBNN. 

Adapun Pus Cegah Lakhar BhlN merniliki tiga bidang yang dikepalai 

oleh kepala bidang (kabid), yaitu : 

1. Bidang Advokasi 

2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat 

3. Bidang Penyuiuhan dan Penerangan 

Bidang Advokasi mempunyai tugas meJaksanakan penylapan 

perumusan kebijakan. penyusunan standar kriteria, prosedur dan dukungan 

teknis serta evaiuasi advokasi di bidang pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba. Selanjutnya Bidang Pemberdayaan Masyarak:at mempunyai 

tugas melaksanak:an penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan standar 

kriteria, prosedur dan dukungan teknis serta evaluasi pemberdayaan 

masyarakat di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Sedangkan 

Bldang Penyuluhan dan Penerangan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan kebijakan~ standar~ kriteria,. prosedur, dukungan teknis 

dan evaluasi di bidang penyuluhan dan penerangan. 

2.4 Basil penelilian yang peruah dilakukan berkaitan dengan 
pemberdayaan LSM 

Dalam tesis ini pcnulis juga berupaya untuk menggambarkan hasil 

penelitian yang pemah dilakukan, berkaitan dengan upaya pcrnberdayaan 

terhadop peranan LSM. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2003 ini 

berupaya untuk meneJaah studi pendampingan yang dilakukan oleh LSM 

Bina Swadaya rnengenai pola hubungan yang harmcnis antara juragan dan 

buruh perempuan pembatik tulis di Kecamatan Bayat, Klaten, Saat ini di 

Bayal terdapat enam Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), yakni Ngesti 

Makmur, Sidomukti, Parikesit, Sidoluhur, Pandan Aran, dan Sidomulyo 

yang merupaka.n kelompok dengan usaha produktifbatik tulis. Istilah KSM 

sering disebut juga Usaha Bersama (UB) atau Kclompok Masyarakat 
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(Pokmas) dan perbedaan tersebut biasanya tergantung pada program yang 

ditujukan kepada masyarakat. Dalam pe.nelitian ini digunakan istilah KSM 

untuk menyebut kelompok yang terdapat di masyarakat. 

Awalnya anggota KSM-KSM tersebut hanya para juragan~ namun 

kemudian berkembang oleh para anggota yang merupakan buruh pengrajin 

batik tulis" Masing~masing KSM biasanya terdiri atas 20-30 orang dan 

setiap anggota memiliki l<ewajiban untuk membayar simpanan pokok. 

simpanan wajib dan simpanan sukarela. 

Terbentuknya KSM di Kec. Bayat tidak dapat dilepaskan dari peran 

LSM Bina Swadaya yang mempunyai program di SarJa. Sebagai contoh, 

KSM Ngesti Makmur yang terbentuk tahun 1974 rneropakan basil dorongan 

dari LSM Bina Swadaya. karena minimnya tingkat pendapatan masyarakat 

yang semula menggantungkan hldupnya dari usaha batik. Namun karena 

perubahan jarnan, harga dan pemasarannya anjlok sehingga memukul 

kelangsungan hidup masyarakat. Selanjutnya LSM Bina Swadaya 

memberikan bantuan modal usaha untuk betemak babi me1alui kelompok 

terse but. Pada akhimyaj terbentuknya KSM Ngesti Makmur tersebut 

mendorong terbentuknya KSM-KSM lain di Kec. Bayat, diantaranya KSM 

sebagaimana telah disebut di atas. 

Terkait dengan perk:embangan KSM, LSM Bina Swadaya bekerja 

sama dengan U.O-DANIDA mengembangkan program perlindungan sosial 

bagi pekerja. rumahan pada tahun 1994 di Kec. Bayat. Beberapa KSM yang 

telah disebutkan menjadi pilot project selama program tersebut berlangsung. 

Perlindungan soslal pekerja rumahan diwujudkan dalarn bentuk dana sehat 

dan perjanjlan yang tidak merugikan buruh. Bina Swadaya sendiri 

merupakan sebuah LSM yang berdiri sejak tahun 1967 dengan nama 

Yayasan Sosial Tani Membangun dan memiliki program yang beroricntasi 

pada pengembangan masyarakat. 

Selama [ebih darl 30 tahun, Bina Swadaya telah mendampingl 

masyarakat petani, nelayan, masyarakat .sckitar hutan dan pada bidang· 
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bidang seperti kesehatan, pertanian, perkotaan, perhutanan, dan sebagainya. 

Pendampingan masyarakat dilakukan melalui kelornpok yang dtarahkan 

untuk membentuk KSM-KSM Melalui KSM inilah segala bentuk kegiatan 

dapat dilakukan dari, oleh dan untuk kelompok. Kegiatan kelompok seperti 

simpan pinjam, pengembangan usa.ha, pelatihan teknis dan non teknis, 

pengembangan wawasan dapat berlangsung sesuai dengan kebutuhan 

kelompok. 

Dalam mengembangkan kelompok, Bina Swadaya menempatkan 

seorang pendamping lapangan di lokasi dampingan. Berdasarkan 

pengalaman, seorang pendamping blasanya mendampingi 20 kelompok. 

Umumnya pendamping akan mendampingi kelompok hingga dua tahun, 

karena umur dua tahun kelompok dianggap sudah mampu untuk 

ditinggalkan dan marnpu untuk mengelola kelompoknya, pengurus sudah 

tcrbentuk dan berfungsi, keanggotaan menguat. adm inistrasi organisasi dan 

keuangan sudah berjalan, pemodalan berkembang, kegiatan juga sudah 

berjalan serta manfaat kelompok sudah dapat dirasakan oleh para 

anggotanya. 

Saat ini secara langsung Bina Swadaya telah mendampingi lebih dari 

3000 KSM. Sedangkan secara tiditk langsung melalui kegiatan konsultasi1 

Bina Swadaya telah mengembangkan dan mendampingi lebih dari 100.000 

KSM. Narnun data k:uantitatif tersebut tidak selalu signifikan dengan 

kuafitas yang ditunjukkan kelompok. Artinya bahwa pendampingan 

kelompok dtmaksudkan agar kelompok itu menjadi mandiri maslh terlihat 

samar. Lebib jauh jika dihubungkan dengan konsep pemberdayaan, 

ke[ompok ~kelompok tersebut hanya berak:tivitas pada simpan pinjam dan 

pengembangan usaha kecil. Pelatihan teknis dan non-tcknis seperti 

pembukuan, wirausaha kecil, koperasi, kepemimpinan, manajemen menjadi 

acuan dalam pelatihan yang diberikan ke kelompok. Bagaimanapun, 

sebagaimana pendapat Moeljarto (1996). pemberdayaan dapat dikatakan 

berhasfl jika kelompok dan anggotanya mampu mengakses dan mcngontrol 

atas sumber~sumber hidup yang penting. 
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Kelemahan pendampingan yang dilakukan Bina Swadaya hanya 

memfokuskan pada pemupukan modal kelompok dan pengembangan usaha 

kecil. Terkait dengan rnodnl, tampak bahwa Bina Swadaya lebih berpernn 

sebagai penyalur kredit kepada kelompok daripada peran LSM sebagai agen 

pembangunan. Namun dilihat dari sudut keuangan milcro, Bina Swadaya 

telah mampu mengembangkan skema kredit yang tidak terlalu birokratis dan 

mudah diakses oleh kelompok~kelompok yang didampingi. Dalam konteks 

ini Bina Swadaya dapat dipandang sebagai patron dari kelompok-kelompok 

yang ada. Kelompok sewaktu-waktu dapat mencari pinjaman pada Bina 

Swadaya dan Bina Swadaya tetap dapat menjalin hubungan dan kerjasama 

dengan kelompok-kelompoknya. 

Bina Swadaya yang berdiri sejak tahun 1967 melaksanakan program 

pengembangan masyarakat rneialui pendekatan kelompok. Melalui 

ketompok terjadi proses belajar-mengajar serta saling mernbantu di antara 

anggota. Melalui kelompok juga terjadi pengumpu1an daya dan dana untuk 

mengatasi masalah secant mandiri. MelaJui kelompok tidak hanya sumber 

daya berupa uang saja yang dikumpulkan namun sumber daya lain dapat 

digali potensinya seperti ide, pikiran dan tenaga. Selain itu melaJui 

keiompok juga bentuk-bentuk penguatan kemampuan rnasyarakat dapat 

diimpiernentasikan. Sejalan dengan ini, Widodo {2002) mengatakan bahwa 

saJah satu ukuran keberhasilan dari pendekatan pemberdayaan masyarakat 

adalah meningkatnya potensi kemandirian masyarakat Segaia bentuk 

pendampingan dan bantuan teknis sert.a insentif pennodalan yang diberikan, 

diarahkan pada transforrnasi menuju masyarakat yang berkeswadayaan dan 

partisjpatif. Pemberdayaaan baru dapat dikatak:an berhasjl jika tcrjadi 

kesadaran kolektif untuk memperjuangkan nilai-nilai keadi!an dalam 

masyarakat. Perjuangan tidak harus berupa tindakan tetapi menyampaikan 

pikiran yang kritis merupakan bagian dari pemberdayaan. 
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BAB ill 
METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Pcnelitian 

Sejalan dengan tujuan yang henda.k dicapai, maka penelltian ini 

berslfat deskripti( yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat 

dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, 

faktuai) akurat mengenai fakta~fakta, sifat-sifat serta hubungan antar 

fenomena yang diselidiki (Whitney dalam Nasir, 1999). 

Sedangkan tujuan penelitian deskriptif sebagaimana dikemukakan 

oleh Alston & Bowles (1988 : 35) " ..... to find out in more precise detail 

than exploratory research, the "what " of social phenomena''. Dari 

penegasan terscbut dapat teriihat bahwa penelitian deskriptif dibandingkan 

penelitian eksploratori 1eblh bertujuan untuk menggati pertanyaan "apa" 

dari fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sosiaL 

Pendekatan yang dlgunakan dalam peneJjtian ini adalah metode 

kua1itatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata~kata tertulis atau Hsan1 gam bar dari orang~orang dan perilak:u 

yang dapat diamati (Bogdan dan T ayior dalam Moleong, 1997). Menurut 

mereka, pendekatan 1ni diarahkan pada Jatar dan individu tersebut secara 

ho1istik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak diperbolehkan mengisolasi 

individu atau organisasl ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi periu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Sejalan dengan definisi tcrsebut, Kirk dan Miller dalam Moleong 

(1986), mendefinisikan bahwa peneiitian kualitatif adalah tradisi tertentu 

da!am ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia daiam kawasannya sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bal1asanya dan da[am peristilahannya. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang diambil adalah di DKI Jakarta. Hal tersebut 

berdasarkan pertimbangan bahwa permasalahan LSM yang rnenjadi tema 

penetitian ini berada pada lokasi tersebut dan sebagian telah dlkenal peneliti 

sebelumnya, sehingga diharapkan hal ini sebagai modal utama dalarn 

mengefektifkan penggunaan waktu dan mengefisienkan pengeluartm dana 

yang berJebihan. 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian kual itatif, sumber data utama adalah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Lofland and Lofland dala.m Moleon& 1997). Dengan demlkianjenis data 

dibagi daiam kata-kata dan tindakan. sedangkan sumber data tertulis seperti 

dokumen merupak.an tambahan. Sumber data sebagaimana tersebut di 

atas dapat dikelompokkan menjadi : 

a. Data Primer, yakni data yang bersumber pada in forman 

Responden dalam penelit[an kualitatif disebut informan. 

lnforman adalah orang-orang da!am latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk membcrikan inforrnasi tcntang situasi dan kondisi 

mclalui proses wawancara. Jadi pada intinya informan rnerupakan 

orang-orang yang mengetahui seluk-beluk permasalahan yang dlteliti 

atau orang yang dapat dimintakan pertimbangannya mengenai 

permasalahan yang dihadapi oleh penu!is. Meia!ui proses 

wawancara, penulis bertujuan untuk rnemperoleh data yang dapat 

diolah untuk mendapatkan generalisasi atau hal-hal bersifat umum 

yang mcnunjukkan kesamaan dengan situa.:;i-situasi lain, sekalipun 

keterangan yang diberikan oleh informan bersifat pribadi dan 

subyektif, merupakan tugas penuiis untuk menernukan keterangan 

yang lebih obyektif. 
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Dalam penelitian ini maka inforrnan yang akan dapat 

memberlkan informasi adalah: para anggoia LSM serta saJah seorang 

pejabat yang merupakan perwakilan darl Pusat Pencegahan Lakhar 

BNN. Adapun nama - nama para anggota LSM dan pejabat 

perwakilan tetsebut ada1ab sebagai berikut : 

1. Sdr. Nano Sukatno 

2. Sdr. M.S. Pellu, M.Pd 

3. Sdr. Anbar Nasution, SE 

4. Sdri. Linda Panjaitan 

S. Sdri. Melanie Hennanto 

6. Sdri. Yunis Farida 

b. Data Sekunder 

(Ketua m Jaya Sakti) 

(Ketua Umum FYORD) 

(Ketua Presidium Nasional 

Satuan Tugas Anti Narkoba I SAN) 

(Humas Yayasan Cinta Anak Bangsa 

/YCAB) 

(Pembina Yayasan Keluarga 

Pengasih Indonesia/ YKPI) 

(Kepala Bidang Advokasi Pusat 

Pencegahan Lakhar BNN) 

Yaitu data yang didapatkan dari sumber tertulis seperti surat­

surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai 

dokumen - dokumen resmi (Nasution, 2003). Dalam penelitian ini. 

selain melaiui proses wawancar~ penulis juga akan meneliti sejumlah 

data ~ data tertulis yang didapatkan dari pihak informan (LSM) scperti 

agenda program kegiatan da1am pencegahan Narkoba serta profile dari 

LSM - LSM tersebut Dengan adanya data sekundcr ini penulis 

bertujuan untuk dapat memperkaya gambaran mengenai kegiatan -

kegiat.an yang telah dilaksanakan oleh para LSM dalam upaya 

pencegahan buhaya. Narkoba. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang Iuns dan 

berlandaskan kokoh. serta rnemuat penjelasan tentang proses - proses yang 

teljadi dalam lingkup setempat (Miles & Huberman, 1992 : 1). Dengan 

data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara 

kronologis, meniiai sebab - akibat dalam lingkup pikiran orang - orang 

setempat. dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bennanfaat 

Seja1an dengan pendapat di atas maka peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut : 

a. Penelitian lapangan, yaitu turun Jangsung ke Japangan untuk 

mengadakan penelitian tentang apa yang diteliti, dengan teknik-telrnik 

sebagai berikut : 

1) Wawancara mendalam, pengumpulan data dengan tanya jawab 

kepada inforrmm yang terkait dengan tujuan untuk mendapatkan 

dan menggali inforrnasi yang berkaitan dengan masaiah 

penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan 

pedoman wawancara yang masih bersifat umum yang 

selanjutnya dikcmbangkan dengan pertanyaan-pcrtanyaan 

spesifik sesuai dengan situasi di lapangan. 

2) Peneiitian dokumen, yaitu pengumpulan data dengan meneliti 

catatao maupun arsip-ars1p pada LSM terkait. 

b. Penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan dengan cara 

mengumpulkan bahan·bahan yang relevan deri literatur, peraturan 

perundang-undangan, makalah seminar, jurnal. artkel, internet. dan 

Jain-lain yang reievan dengan penelitian ini. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Penelltian yang dilaksanakan ada!ah penelilian deskriptif. Setelah 

data dikumpulkan, kemudian menycderhanakan data yang diperoleh da!am 

bentuk yang sederhana schingga mudab dibaca, dipahami dan diinterpretasi 
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untuk mencari jawaban atas permasalahan yang diteliti. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan 

menggunakan model interaktif. Dalarn proses analisis ini terdapat analisis 

yang hersifat reduksi data. sajian data, dan penarlkan kesimpulan (Mines & 

Huberman dalam Soetrisno, 2001: 87-88), sebagai berikut: 

a, Reduksi data, proses pemilihan pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakkan dan trnnsformasi data kasar yang 
muncul dari catatan-catatan tertu!is rli Japangan. Reduksf data 
merupakan suatu bentuk anaUsis yang menajamkan, menggolongkan, 
mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan rnengorganisasikan 
data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 
akbimya dapat ditarik clan diverifikasi. 

b. Penyajian data i membatasi suatu "penyajian" sebagai sekumpulan 
infonnasi tersususn yang memberi kemungkinan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tlndakan. 

c. Menarik kesimpulan I verifikasi ; penarikan kesimpulan hanyalah 
sebagian dari satu kegiata.n dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan 
juga diverifikasi seJama penelitian berJangsung. Verifikasi ini 
mungkin ses.ingkat pemikiran kembali yang meHntas dalam fikiran, 
suatu tinjauan u!ang pada catatan lapangan atau mungkin menjadi 
begitu seksama dan mal<an tenaga dcngan peninjauan kembali atau 
upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan 
dalam seperangkat data yang fain. 

Dengan demikian model analisis interaktif dapat dijelaskan sebagai 

berikut : Dalam pengumpulan data dengan model ini peneliti selalu 

membuat reduksi data dan sajfan data sampai penyusunan kesimpulan. 

Artinya berdasarkan data yang ada pada field note (catatan yang didapat 

dari fapangan) peneliti akan menyusun pemabaman arti dari segala 

peristiwa melalui reduksi data yang kemudian diikuti dengan penyusunan 

data, untuk mendapatkan unit data yang diperlukan dalam penelitian. 

Setelah pengumpulan data berakhir peneliti berusaba menarik kesimpulan 

dengan verifikasinya berdasarkanfleld nate, 

Sifat penelltian fleksibel, walaupun menggunakan strategi risct 

dcskriptif dengan kegiatan penclitian yang dirumuskan/di:,.-usun, Daiam 

penelitian ini hasH akhir ditentukan oleh pc.ngumpulan data yang 

mencerminkan keadaan yang sebenamya di lapangan. 
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3.6 Instrumen Penelitian 

Yang menjadi instrumen utama datam penelitian ini adalah penu!is 

sendiri sebagai pengumpul data dan juga menjadi alat dalam keseluruhan 

proses penelitian. yak:ni dali perencana, pelaksana pengumpul data, 

menafsirkan data, menganalisas, hingga: pada ak:hirnya sebagai peJapor 

hasiJ penelitian. Hal ini sebagaimana dinyatakan Kirk dan Miller da!am 

Moleong (2001) bahwa penetitian kualitatlfyang mernpunyai tradisi dalam 

ilmu pengetahuan sosial, se<.:ara rnendasar sebenam}'a tergnntung pada 

pengamatan manusia, dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang melalui bahasa dan peristilahannya. 

Namun, wafaupun penulis ditempatkan sebagal instrumen kuncl, 

bukan berarti penulis bertindak sesukanya untuk menghimpun dan 

menganaiisis data. Karena hal yang demikian diatur daJam suatu tata etika 

penel!tian. Di dalamnya terdapat suatu proses bimbingan penulisan tesis 

serta suatu keharusan memasukkan beberapa teori yang terkait dad 

pendapat para ah!i. lnstrumen Tainnya dalam peneiitian ini adaiah 

pedoman wawancata yang masih bersifut umum, yang bertujuan untuk 

menggali data lcbih dalam dari informan. 

3.7 Keterbatasan Penelitian 

a. Keterbatasan pada pene!itian ini ada:lah penclitian hanya dilakukan 

pada lima LSM di DKl Jakarta, mengingat dari lima LSM tersebut 

peneliti beranggapan mcreka merniliki program kegiatan yang 

beljalan. 

b. Kurangnya keterbukaan LSM dalarn menginfonnasikan sumber 

anggaran operasional mereka. terutama berkaitan dengan anggaran 

atau bantuan lain yang pernah diterima dari BNN. 

c. Fenomena atau program yang diteliti rnasih atau sedang berlangsung 

saat in!. 
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BAB IV 
HASIL PEN.ll:LITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam Bab IV ini peneliti akan mencoba untuk membahas pertanyaan~ 

pertanyaan penelitian sebagaimana telah disebutkan daiam Bab II, penulis akan 

berupaya untuk melihat kenyataan sampai sejauhmana program pencegahan 

penyalahgunaan Narkoha yang telah dilaksanakan oleh LSM serta bagaimana 

persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan oleh BNN 

bagi LSM. Untuk selanjutnya penulis juga akan berusaha mencari tahu mengenai 

upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan 

pemberdayaan LSM dalam pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

Berikut ini beberapa hal yang berkaitan dengan pembahasan mater~ 

sebagai berikut : 

1. Intensitas hubungan : 

Merujuk padajumlah teljadinya hubungan LSM dengan Bl\'N untuk sating 

bekerjasama atau berkoordinasi. 

2. lntensitas bantuan : 

Merujuk pada jumlah dan jenis bantuan yang pemah ditcrima LSM dari 

BNN. Bantuan dapat diartikan dalam bentuk dana, bahan I materi untuk 

penyu!uhan, dukungan, dan sebagainya. 

3. Pandangan tentang BNN: 

Merujuk pada pendapat LSM tentang status atau peranan BNN sebagai 

sebuah instansi pemerintah yang mengkoordinasikan penanganan masalah 

penyalahgunaan Narkoba di indonesia. 

4. Peran yang diharapkan dart BNN: 

Merujuk pada peran atau kontribusi yang diharapkan oleh para LSM 

kepada BNN. 
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5. Saran bag! BNN: 

Merujuk pada samn - saran yang diberikan oleh LSM terhadap BNN. 

Saran di sini bersffat terbuka, dapat menyangkut pada program dan kinerja 

BNN, struktur organisasi, sumber daya manusia, dan sebagainya. 

6. Metode dan sasaran dalam kegiatan : 

Merujuk pada janis met ode yang digunakan oleh LSM dalam melaksanakan 

berbagai keg1atan pencegahan serta sasaran yang dituju. 

7. Rencana program LSM ke de pan : 

Merujuk pada renoana program kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan 

oleh para LSM dalam upaya pancegahan penyalahgunaan Naikoba. 

8. Faktor penghambat : 

Merujuk pada faklor-faktor yang ditemui dan dirasakan menghambat bagi 

LSM dalam melaksanakan kegiatan pencegaban penyalahgunaan Narkoba. 

9. Faktor penduknng : 

Merujuk pada faktor- faktor yang ditemui dan dirasakan mendukung bagi 

LSM dalam meJaksanakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

10. U paya sinkronisasi LSM - BNN : 

Merujuk pada upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh LSM dan BNN 

untuk Jeblh mensikronkan berbagai kegiatannya dalam program 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

Dalam penyusunan tesis ini, penelitian dilakukan terhadap lima LSM yang 

bergerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba dan semuanya 

berkedudukan di wilayah DK.l Jakarta Menurut data yang diterima peneliti dari 

Bidang Advoknsi Pus Cegah Lakhar BNN per Agustus 2008, mcnyebulkan 

bahwa h.ingga saat ini lelah terdaftar sebanyak 20 LSM yang bergerak di bidang 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba pada lingkup wilayah DKI Jakarta dan 

sekitamya. Setelah mcngga(i infonnasi lebih dalam dengan menghubungi bidang 

Advokasi Pus Cegah Lakhar BNN untuk mencari tahu mengcnai tingkat keaktifan 
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para LSM serta koordinasi awal dengan LSM yang dituju, akhimya penetiti 

menentukan lima LSM sebagai tempat rujukan untuk melakukan penelitian. 

Alasan lain penentuan lima LSM tersebut sebagai sumber penetidan di karenakan 

rnasalah perizinan dart LSM terkait. faktor waktu serta jurnlah tenaga yang ada. 

4.1 Kenyataan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba y!lng telah 

dilaksanakan oleh I-SM saat ini 

Dalam hal upaya pencegahan p<nyalahgunaan Nari<oha yang 

dilaksanakan oleh kelima LSM, semua LSM menyatakan melakSIUU!kan 

metode yang bersifat penyuluhan dengan sasaran kepada berbagai 

komunitas masyarakat. Komunitas masyarakat yang menjadi sasaran 

kegiatan para LSM, yaitu : kelompok olahraga, kelompok agama (majeiis 

tak1irnfpengajianlkhotbah gereja). kelompok arisan ibu rumah tangga, 

ma.syarakat di lingknngan RT I RW. para orang tua dan siswa - siswi 

sekolah. Umumnya hampir semua dari LSM tersebut melakukan upaya 

penyuluhan kepada !ebih dari satu komunitas masyarakat Komunitas 

masyarakat yang paling banyak menjadi sasaran dari kegiatan penyuluhan 

adalah ke!ompok agama (majells taklimlpengajianlkhotbah gereja)~ diikuti 

para orang tua dan siswa-siswi sekolab, sebagaimtma kutipan wawancara 

berikut: 

Tabel 4.1 Sasaran kegiatan penyuluhan LSM 

Np. ,, , Niuna LSM , > C' • , Pernyata~p._ :{;;·:-r: .. ~-~'g>~:,L" :. ·--· . ' ,. ____ 

I. Jaya Sakti .. seta in itu kami juga melaksanakan ..... , 
perryuluhan pada kelompok-kelompok 
pengajian, majelis taklim, dan arisan ibu 
rumah tangga ". 

2, YCAB "Melakukan kampanye mass a/ untuk 
, menyebarlron tentang dnfg awareness 

kepada sfswa-siswi selrolah, namun juga 
menyenruh segmen lintas agama (pengajian, 

, khotbah gereja) dan orang tua (p(JPCnting 
1 skmr 
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Hanya satu LSM yang fokus melakukan upaya penynluhan kepada 

satu komunitas saja. yaitu LSM Yayasan Keluarga Pengasih Indonesia 

(YKPI). Hal ini didasari pada waktu pendirian YKPI diprakarsai oleh para 

pendirinya sebagai pen.vujudan dari rasa senasib dan sepenanggungan para 

orang tua I keiuarga dari anak ~ anak mantan penyalahguna Narkoba yang 

ingin bersatu untuk saling mendukung dan membantu dalam upaya 

penyembuhan anak~anaknya dari ketergantungan dan kecanduan terhadap 

Narkoba. 

Selain melalui metode penyuluhan, beberapa LSM juga 

metaksanakan metode lain dalam melaksanakan upaya pencegahan bahaya 

Narkoba. Sebagal contoh, LSM Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) 

memiliki program unggulan Youth Against Drug Abuse (Y ADA) 

lnterschoof Campaign. Y ADA rnerupakan suatu program dengan maksud 

memberikan pengenaian rlasar tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba 

kepada siswa - siswi sekolah dan hingga saal inl program tersebut telah 

merangkul lebih dari 200 seko!ah menengah pertama (SMP) dan sekolah 

menengah atas (SMA). baik dalam maupun di luar wilayah DKl Jakarta. 

Kegiatan lain yang juga dilaksanakan YCAB adalall mengadakan pelatihan 

tentang Narkoba bagi para penyuluh dan motivator (irafning of trainers), 

pelatihan bagi para konsc!or Narkoba yang umumnya berasal dari panti -

panti rehabilitas~ penayangan iklan layanan masyarakat (PSA) di media 

cetak maupun elektronik, talk shaw tentang Narkoba di mal ~ mal serta 

beberapa stasiun radio, dan Jayanan hotline konse[ing 24 jam tentang sega1a 

haf yang berkaitan dengan Narkoba.. 

Adapun bagi LSM YKPI, mcngingat sefama ini program kegiatannya 

lebih banyak menyentuh para orang tua dan anggota keluarga mereka yang 

menjadi penyalahguna Narkoba, maka upaya lain yang dilaksanakan adalah 

dengan membantu kesembuhan para anggota keluarga yang menjadi 

penyalabguna Narkoba melalui program rehabilitasi Narkoba serta 

menyelenggarakan pertcmuan rutin mingguan I bulanan atau Family 

Support Group (FSG). Dalam FSG tersebut para orang tua dari para 
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penyalahguna Narkoba mendapatkan informasi tentang program 

penyernbuhan melalui metode Therapeutic Community (TC). Sedangkan 

LSM Satgas Anti Narkoba (SAN) melaksanakan kegiatan lainnya berupa 

pelatlhan training of trainers {TOT) bagi para pengurus SAN, dengan 

harapan nantinya setelah mendapatkan TOT para pengurus merniliki 

kornpetensi untuk menyarnpaikan infonnasi tentang bahaya Narkoba 

kepada masyarakat Kemudian juga melakukan kampanye anti Narkoba 

kepada masyarakat di tingkat menengah atas melalui Charity Go!/ 
Tournament, melaksanakan kompetisi futsai, dance dan festival band 

pelajar sc~Jabotabek di kampus Universitas Borobudur - Jakarta Timur 

serta Jambore Anti Narkoba yang dilaksanakan pada tanggal 30 - 31 

Desember 2008, bertempat di Bumi Perkemahan Cibubur dengan peserta 

yang berasal dari kalangan pelajar SMA. Namun selain melaksanakan 

upaya yang bersifat pencegahan, SAN juga memiliki program terapj dan 

rehabilitasi bagi korban penyalahguna Narkoba. Dalam hal melaksanakan 

program terapi rehabilitasi tersebut SAN bekerjasama dengan LSM 

KELIMA melakukan detoksifikasi (menghilangkan racun-racun Narkoba 

dalam tubuh) bagi para pecandu yang tldak mampu di wilayah Curug 

Nangka - Bogor, yang dilanjutkan dengan upaya pendampingan dan 

pembinaan bagi para pecandu tersebut. 

Bagi LSM Jaya Sakrl, pencegahan penyalahgunaan Narkoba lebih 

banyak difokuskan melalui penyuluhan yang disisipkan daJarn kegiatan 

yang bertemakan oiahraga, Even oiahraga yang umumnya dilaksanakan 

antara lain sepakbola, futsal, bulutangkis, boJa voli, pencak silat, ten is meja. 

tenis lapangan, bola basket, at1etik, dan senam. Adapun LSM FYORD 

umumnya melakukan penyuluhan tentang bahaya Narkoba dengan cara 

mengumpulkan siswa - siswi SMP dan SMA ataupun memfasilitasi 

kegiatan festival musik atau band bagi para pelajar yang diselingi dengan 

pesan- pesan untuk menjauhi Narkoba. 

Selanjutnya dalam melaksanakan kegiatannya, para LSM juga 

memiliki berbagai faktor pendukung dan pengftambat yang dihadapi. 
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Faktor penghambat yang ada, yaitu menyangkut dana operasional, sarana 

dan prnsarana, kurangnya dukungan dari BNN dan Badon Narkotika 

Propinsi (BNP) serta masalah perizinan dati pihak sekolah. Dana 

operasional menyangkut anggaran yang dibutuhkan oleh LSM untuk 

meiaksanakan kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan. Sedangkan sarana 

dan prasarana menyangkut berbagai fasiiitas pendukung. seperti lempat 

berkantor dan lapangan untuk pelaksanaan kegiatan olahraga. Mengenai 

dukungan dari BNN dan BNP, umumnya yang diharapkan oieh LSM 

terhadap BNN adalah adanya. bentuk perhatian serta arahan- araban terkait 

dengan k:egiatan yang LSM l.akukan. Mengenai masalah perizinan untuk 

pelaksanaan kegiatan penyuluhan, selama ini kondisi yang terjadi adalah 

adanya beberapa pihak sekolah yang enggan memberikan alokasi jam 

pelajaran kepada LSM (YCAB) untuk menyaropaikan penyuluhan kepada 

siswa - siswi mereka Pihak sekoiah beranggapan hal itu akan 

mengganggu waktu para siswa. - siswi untuk memperoleh pela.ja.ran. 

Sckalipun pihak sekolah memberikan waktu, umumnya pada saat sete!ah 

pelajaran berakhir atau jam pulang, Hal ini tentunya menjadi salah satu 

bambatan bagi LSM dalam melaksanakan program kegiatan mereka, 

mengingat setelah jam puiang sek:olah, para siswa - siswi memilik:i 

kebebasan untuk memilih apakah akan mengikuti penyuh.than atau pulang. 

Menyikapi hal tersebut, diharapkan BNN dapat membantu untuk 

mengkoordinasikan dengan pihak sekolah terkait ataupun dalam hal ini 

Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selaku instansi terkait, guna 

memberikan kelonggaran waktu dan tempat bagi LSM dalam melaksanakan 

kegiatan penyuluhan bahaya Narkoba di sekolah. 

Dari wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti) sebanyak empat 

LSM menyatakan dana operasional sebagai permasalahan terbesar mereka 

dan hanya satu LSM yang menyatakan tidak memiliki masalah dengan 

pendanaan, karena didukung oleh pendiri LSM tersebut dan para donatur 

lainnya. Terkait dengan pennasalahan dana yang dihadapi oleh sebagian 

besar LSM, umumnya sumber dana operasional mereka pada saat ini 
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berasal dari sumbangan rutin para anggota atau pun donatur yang tidak 

bersifat mengikat, sehagairna.na hasH wawancara pada tabel berikut : 

Tabel 4.2 Faktor penghambat bagi kogiatan LSM 

2. FYORD 

"Sumber dana /rami hanya berdasarkan 
sumbangan secara swadaya dari para 
anggoca sehingga ruang gerak menjadi 
sangat terbatas, padahal hampir setiap saat 
masyarakat memlnta kami unruk melakukan 
penyuluhan. Kemudian juga tidak adanya 
perhatian atau duktmgan dari pemerintah. 
dalam hal ini BNN dcm BNP untuk membina 

"Sumber pendanaan FYORD saat inf 
berasal dari sebagian gaji saya dan istn: 
Juran dari para anggota atau relawan serta 

sumber usaha dcrri FYORD 

Sedangkan faktor pendukung yang: dimiliki oleh para LSM dalam 

meiaksanakan kegiatannya berupa adanya dukungan masyarakat, dana 

operasional dan sumber daya manusia. Adanya dukungan yang besar dari 

masyarakat disebabkan karena rasa kekhawatiran masyarakat terhadap 

bahaya penyalabgunaan Narkoba yang dapat saja tetjadi di lingkungan 

tempal tinggal atau menimpa keluarga mereka. Selain itu, mengingat 

sebagian masyarakat memiliki akses yang terbatas dalam upaya 

mernperoleh inforrnasi tentang bahaya penyalahgunaan Narkoba, maka 

keberadaan LSM dalam mensosiaiisasikan infonnasi kepada rnasyarakat 

dirasakan sangat membantu dan berguna. Masalah somber daya manusia 

juga dianggap sebagai suatu hal )rang sangat penting, mengingat mereka-lah 

yang akan mengawaki jalannya operasionalisasi dari kegiatan LSM. 

Selama ini upaya yang LSM lakukan untuk meningkatkan kemampuan para 

personelnya melalui berbagai pelatihan tentang Narkoba, baik yang 

diadakan oleh L.SM terkait ataupun dari BNN, 
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Sebagian besar LSM berpendapat bahwa adanya dukungan dari 

masyarakat terhadap program kegiatan mereka dalam melaksanakan upaya 

pencegahan bahaya Narkoba merupakan faktor pendukung utama, seperti 

terlihat pada tabei terlampir di bawah ini : 

Tabel4.3 Faklor pendukung bagi kegiatan LSM 

'"'• -·:-

"Adanya dukungan yang besar dart 
masyarakat terutama para keluarga 
pecandu Narkobo yang memb~tuhkan 
kehadiran YKPI untuk memberikan lrekuatan 
moril atau motivasi bagi mereka, &lain itu 

l :~:~;';'i,;';};~:~;;,",~:;:J,;'~in:~ggi dari para kami untuk 

2. SAN "Adanya perhatian dan dulrungan dari 
mosyarakat yang merasa khawotir akan 
bahtrya Narkoba terhadap keluarganya. 

mereka secara sukorela 

Berdasarkan basil penelitian pada kelima LSM dapat digambarkan 

bahwa dari segi intensitas hubungan dengan BNN selaku koordinator dalam 

upaya P4GN, hampir sernua LSM menyatakan jarang berkoordlnasi. Rata­

rata mereka hanya datang ke BNN bila mendapatkan undangan untuk 

mengikuti suatu kegiatan tertentu atau bila BNN memanggiJ mereka, 

seba.gaimana ditegaskan melalui basil wawancara sebagai berikut: 

Tabe14.4 Jntensitas hubungan LSM denga:n BNN 

. '-> :. ·Nama LSM; ,-_ . <'O- :" _:eemw~n- ,< 'i.';.\ _, __ , ·;,_, __ -
' ' 

I. YKP! "YKPJ mcrupakan non government, 
sedangkan BNN government. Umumnya 
YKPI dalang at au berkoordinasi dengan 
Bl\'N hila mendapatkan undangan dari Bli[A~ 
begitu pun YKP I a Iran mengundang BNN 

[~2. 
bila ada ke~ialan". 

Jaya Saktl "Selama ini bila BNN membutuhkan L'>M, 
maka BNN baru akan memanggif a tau 
melihatkan LSM". 
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Kegiatan BNN yang sering melibatkan para LSM umumnya pada 

peringatan Hari Anti Narkoba Intemasionat (HANI) yang jatuh pada 

tanggal 26 Junl setiap tabun. LSM dilibalkan oleh BNN untuk 

mensukseskan peringatan HANI tersebut dalam bentuk peJaksanaan 

kegiatan - kegjatan yang rneiibatkan partislpasi masyamkat. Adapun 

mengenai jenis bantuan yang pemah diterima, para LSM menyatakan 

pemah mendapalkan bantuan dari BNN dalam bentuk bahan atau materi 

penyuluhan. dana, dan undangan sebagai peserta pada pelatihan fasilitator 

penyuluh Narkoba yang diselengganakan oleh BNN. Jenis bahan- bahan 

penyuluhan antaro. lain berupa buku, modul, tabloid SADAR, VCD Film 

Bahaya Narkoba. VCD Mars BNN, brosur I leaflet, poster, stiker, data 

kasus, hasil-hasU penelitian. dan sebagainya. Sedangkan fasiHtator 

penyuluh Narkoba merupakan pelatihan yang dilaksanakan oleh Pus Cegah 

Lakhar BNN dengan maksud mernberikan pelatihan kepada para peserta 

untuk menjadi calon penyu[uh Narkoba. Daiam pelatihan tersebul, peserta 

mendapatkan berbagai materi mengenai Narkoba dari aspek pengenalan 

bahayanya} penegakkan hukum, terapi dan rehabilitasi serta teknik dalam 

melakukan penyuluhan. Hal sehagaimana gambaran di atas dapat dillhat 

dari pemyataan di bawah ini : 

Tabel4.5 Jenis bantuan yang pemah diterima LSM 

I. FYORD 

2. YCAB 

"BNN mendu/amg se/uruhnya apa yang 
kami imginkan, kecuali masalah pcndanaan. 
Sebagai cantoh hila kami membuat acara 
selalu dihadiri oleh utusan dari BNN. 
Kemudkm kami juga pernah dit.mdcmg untuk 
mengikuti pelatihan fasilitator Narkoba 

"YCAB pcrnah mendapatkan dana darf 
BNN sebesar 10 }uta untuk pelaksanaan 
keglatan pada paringalan HAN! 2008. 
Banluan lain yang didapatkan berupa data-
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Terkait dengan masalah bantuan dana, sebanyak dua LSM 

menyatakan pemah mendapatkan bantuan dana dari BNN sebesar Rp. 

10.000.000,- dan Rp. 25.000.000,- dalam rangka pelaksanaan kegiatan 

pada peringatan HAN! tahun 2006 dan 2008. Sedangkan LSM lainnya 

menyatakan tidak pemah mendapatkan bantuan dari BNN dalam bentuk 

dana. 

Setelah mewawancarai kelima LSM tersebut, peneliti juga 

melakukan proses wawancara terhadap perwakilan da.ri Pus Cegah Lakhar 

BNN guna mendapat data atau pemberitaan yang berirnbang, Dalam hal 

ini peneliti mewawancarai Ibu Yunis Farirla selaku Kepala Bidang 

Advokasi (Kabid Advokasi) Pusat Pencegahan Lakhar BNN. 

Berkaitan dengan intensitas hubungan BNN dengan LSM, diakui 

memang bahwa intensitas bubungan tersebut saat ini lebih banyak di 

dasarkan pada faktor kebutuhan, dalam arti BNN akan memanggil atau 

berkoordinir dengan para LSM jika memang membutuhkan bantuan atau 

peranan LSM terkait. Mengenai bantuao dalam bentuk dana kepada para 

LSM. saat ini BNN belum rnemiliki mata anggaran khusus untuk diberikan 

kepada LSM. Umumnya bantuan yang sering diberikan oleh BNN kepada 

LSM adalah dalam bentuk pemberian kesemparan untuk ikut ter!ibat daiam 

kegiatan BNN. Ada kalanya juga BNN menunjuk suatu LSM untuk 

bertindak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan di lapangan dan 

jika teljadi hal demikian maka BNN akan memberikan dukungan dana. 

Selain hal-hal diatas, BNN juga memiliki faktor penghamba.t dan 

pendukung yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan. Wilayah demografi 

Indonesia yang sangat luas merupakan pennasalahan utama yang dihadapi~ 

sehingga akan sangat su!it bagi BNN bila harus rnenjangkau semuanya. 

SeJanjutnya adafah rnasalah pendanaan di BNN yang juga terbatas bila 

harus menyentuh semua masyarakat Indonesia dalam melaksanakan 

sosiaiisasi bahaya Narkoba. Faktor terakhir adalah masalah kelembagaan 

BNP dan BNK/Kota yang belum bersiFat struktural dengan BN"N. Saat ini 

hubungan kelembagaan BN"N baru bersifat koordlnasi atau horisontal 
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dengan BNP dan BNK/Kota. Sedangkan faktor pendukung yang dimiliki 

BNN, meJiputi : sarana dan prasarana yang mendukung, sumber daya 

manusia yang cukup berkualitas serta adanya anggaran yang diberikan oleh 

pemerintah untuk pelaksanaan kegiatan. 

Terkait dengan metode dan rencana pmgram penoogahan BNN untuk 

ke depan, Pus Cegah Lakhar BNN hingga saat ini berorientasi pada 

kegiatan yang berslfat penyuluhan penerangan (Iuhpen), advokasi serta 

upaya pemberdayaan masyarakat dalam hal pencegahan bahaya Narkoba. 

Untuk tahun 2008 ini program kerja unggulan yang diusung oleh Pus 

Cegah Lakhar BNN adalah Drngs Campaigne Goes to Sclwol and 

Campuss. Program ini merupakan suatu upaya sosialisasi babaya Narkoba 

dengan memfokuskan pada lingkungan sekolah dan kampus, mengingat 

mereka sebagai generasi muda memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap 

penyalahguna.an Narkoba. Sedangkan untuk rencana ke depan, Pus Cegah 

Lakhar BNN akan berkonsentrasi pada upaya pencegahan di lingkungan 

kerja, komunltas agama dan media mas.sa. di samping sektor sekolah dan 

kampus yang juga akan terns ditingkarkan. 

Bila kita kaitkan dengan teori pernberdayaan menurut Cassidy & 

Jakt:s. terlihat bahwa dalam hal faktor potensi yang dimiliki, para LSM 

umumnya memiliki pengetahuan dan keterampiian yang cukup dalam 

menyampaikan informasi tentang pencegahan bahaya Narkoha yang dapat 

d'!sampaikan kepada masyarakat Pengetahuan dan keterampilan tersebut 

antara lain didapatkan melalui peiatihan fasilitator penyuluh Narkoba yang 

diselenggarakan oleh BNN, di mana para anggota LSM tersebut menjadi 

salah satu pesertanya serta bantuan bahan~bahan penyuluhan yang 

diberikan oleh BNN kepada LSM, sebagai tambahan akan infOnnasL 

Selain itu tidak menutup kemungkinan juga pengetahuan dan keterampi!an 

yang mereka miliki. mereka dapatkan dari LSM atau instansi pemerintab 

lain yang metaksanakan kegiatan scjenis. Berkaitan dengan sumber daya 

yang dimiliki oleh LSM, dimana memiliki pengaruh daiam menentukan 

kapasitas potensi sebuah LSM; dapat kita Jihat bahwa hampir sebagian 
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besar LSM merniliki kendala dalam hal kemampuan ekonomi. Se!ama ini 

dapat dikatakan mereka lebih banyak bergantung pada sumber dana yang 

berasal dari iuran para anggota atau donasi dari pihak 1ain, Dalam hal ini 

BNN pun tidak memiliki alokasi anggaran secara khusus untuk 

memberikan bantuan dana kepada LSM, Umumnya bila BNN meminta 

kepada LSM untuk melaksanakan suatu kegiatan~ maka BNN baru akan 

memberikan bantuan dana. Berdasarkan hasH peneUtian yang dHakukan, 

hanya satu LSM saja yang memiiiki kemapanan dalam haJ pendanaan 

karena didukung oleh pendiri LSM tersebut serta para donatur tetap 

lainnya. Dalam hal sarana prasarana, sebagian LSM juga memiliki 

keterbata~ seperti tempat berkantor sarana Japangan I tempat untuk 

berolahraga. 

Dari hasil kunjungan, hanya LSM YCAB yang dapat dianggap 

memi!!ki sarana dan prasarana memadai untuk melaksanakan kegiatannya 

tersebut {SDM. kantor, alat transportasi dan komputer). Namun di balik 

kekurangan itu, umumnya masyarnkat memandang positif dengan adanya 

LSM ·• LSM tersebut, hal ini dapat dilihat dengan pendapat sebagian besar 

LSM yang menyatakan bahwa mereka mendapatkan dukungan serta 

partisipasi yang cukup besar dari masyarakat terhadap kegiata.n pencegahan 

bahaya Narkoba yang dilaksanakan. Selain itu umumnya para LSM yang 

bergcrak di bidang pencegahan Narkoba juga sering menerima permintaan 

atau undangan untuk meiakukan penyuluhan tentang bahaya 

penyalahgunaan Narkoba di lingkungan masyarakat, sekolah, Instansi 

pemerintah, forum pertemuan warga (pengajian, majelis taklirn, khotbah 

gereja, karang taruna), dan sebagainya. 

Berkaitan dengan unsur-unsur pemberdayaan menurut Cassidy & 

Jakes, yang terdiri dari adanya suatu perasaan untuk mementingkan orang 

lain, motivasi) dukungan dan persepsi masy-arakat yang bersifat positif, 

terlihat bahwa upaya pemberdayaan di empat LSM sebagai sampel 

penelitian belum dapat dikatakan berjahm secara optima!. Sedangkan satu 

LSM, yattu YCAB dapat dikatakan cukup mampu untuk memberdayakan 
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dlri mereka sendirl karena memenuhi empat unsur pemberrlayaan tersebul 

serta unsur pendukung Iainnya seperti potensi dan sumber daya. 

Mengenai ke--empat LSM lain~ yaitu Jaya Sak:ti, SAN, FYORD dan YKPI, 

dapat kita asumsikan bahwa rnereka juga tclah memenuhi unsur - unsur 

pemberdayaan di atas1 namun di sisi lain sebagaimana hasil wawancara 

dengan mereka, kita juga dapat melihat kondisi bahwa mereka memiliki 

keterbatasan dan ketergantungan yang tinggi terhadap alokasi dana yang 

dimiliki untuk melangsungkan kegiatannya tersebut. Sebagaimana 

dikatakan keempat LSM, bahwa parmalahan dana menjadi panghambat 

utama bagi mereka datam melaksanakan kegiatan - kegiatan. Selama ini 

mereka bergantung pada iuran relawan serta donasi dari perorangan 

maupun perusahaan yang bersifat tidak mengika:t. Patut dihargai juga 

babwa dua LSM yaitu SAN dan FYORD telah memulai suatu upaya 

kemandirian dengan membangun tempat usaha kecii - kecilan sebagai 

salah satu sumber pemasukan bagi mereka, berupa koperasi yang menjual 

hasH- hasil kerajinan para relawan dan toko ponseL 

Selain itu rnasalah sarana dan prasarana ya.ng dimiliki serta 

kurangnya dukungan yang didapat dari BNN, BNP atau instansi terkait 

laJnnya juga dirasakan menghambat bagi pergerakan mereka, Wa!aupun 

demikian, mayoritas LSM menyatakan akan tctap berupaya untuk 

menyampaikan sosialisasi bahaya penyalahgunaan Narkoba kepada 

masyarakat, walaupun dengan segala faktor kekurangan yang ada, 

T erkait dengan fuktor motivasi~ motivasi umurnnya berperan sebagai 

motor penggerak di belakang partisipasi. 

ditimbulkan karena keterlibaum pribadi 

Secara umum rnotivasi sering 

dalam suatu masalah1 seperti 

karena memiliki anak-anak atau anggota kcluarga lain yang menjadi 

penyalahguna Narkoba. Dengan kata lain motivasi umumnya berasal dati 

sebuah. kesadaran akan masalah dan ingin ikut terlibat. Sebagai contoh 

nyata adanya faktor motivasi dapat kita lih.at pada LSM YKPf, dimana 

keterlibat.an mereka dalam upaya pencegahan Narkoba dikarenakan adanya 

rasa keprihatinan rnendalam di antara sesama orang tua yang anggota 
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ke!uarganya menjadi penyalahguna Narkoba. O!eh karena itu mereka 

memhuat suatu wadah untuk dapat berkurnpu), berbagi infonnasi (sharing) 

serta me!akukan aksi nyala dalam bentuk kepedulian lerhadap para orang 

tua dan anggota keluarga tersebut Sedangkan mengenai adanya dukungan 

dan persepsi yang positif dari masyarakat terhadap kegiatan LSM, hal 

tersebut dapat klta lihat dengan a:ntusiame masyarakat saat ini dalarn 

mendukung berbagai kegiatan atau menjadi relawan dari LSM terkait. 

Mencennati dinamika LSM khususnya bidang pencegahan Narkoba 

di Indonesia saat ini, berkaitan dengan permasalahan Narkoba yang 

merebak dan terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, terlihat 

bahwa pecan LSM sebagai mitra pernerintah masi!l sangat jauh dari 

barapan. Harapan masyarakat dan pemerintah terhadap partisipasi LSM 

adalah mampu memberikan masukan yang kritis dan konstruktifbagi upaya 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba yang dikembangkan dan 

dilaksanakan pemerintah. Hal ini disebabkan masih banyaknya LSM 

bidang Narkoba yang belum memiliki kemandirian dalam hai masalah 

pendanaan. 

Walaupun para LSM tersebut memiliki motivasi, adanya dukungan 

serta persepsi yang positif dari masyarakat terhadap kegiatan - kegiatan 

yang mereka lakukan di bidang pencegahan penyalahgunaan Narkoba, hal 

irti tidaklah cukup. Dibutuhkan kemandirian bagi LSM dalam hal 

pendanaan, sehingga kegiatan-kegiatan di bidang pencegahan yang mereka 

lakukan dapat berjalan secara kontinyu, tanpa terlalu bergantung terhadap 

bantuan dana dari pihak lain. Berikut keshnpulan pemyataan para LSM 

terkait dengan pennasalahan dana yang dihadapi : 

Tabel4.6 Pemyataan tentang pennasalahan dana bagi LSM 

-
"N:<l. - NamaLSM Pemyataan 
L Jaya SaJ..:ti "Masalah anggaran serta minimnyajflsilitas 

olahraga yang kami miliki sudah pasri 
menjadi penJr:hambat''. 
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"Masalah pendanaan ... Sumber dana kami 
hanya berdasarkan sumbangan secara 
swadaya dari para anggota sehlngga ruang 
gerak menjadi sangat terbatas, padahal 
hampir setiap saat masyarakat memlnta 

"Mungkin sepe:rti LSM kebanyakan, 
masalah pendanaan dan pr~arana yttng 
kurcmg memadai menghambat komi untuk 
melaksanakan kegiatan. Sumber pendanaan 
FYORD saat ini beras.al dari sebagian gaji 
saya dan istri, iuran dar/ para anggota atau 
relawan FYORD serta sumber 

"Dana merupakan penghambat utama. 
Sulit sekali bagi kami menggtLgah para 
pemilik pen.tSahaan~penUJahaan untuk dapat 
memberikan bantuan ". Dana yang kami 
peroleh biasanya berasal dati sumbangan 
para anggota atau kami juga mencari 
sponsorship kepada perusahaan~perusahaan 

"Mengenai pendanaan operasional, kami 
tidak terlalu mengalami kendala karena 
dana operasional telah disiapkan o/eh 
pendiri YCAB sendin: selain sumbangan 

Tingginya dukungan masyarakat terhadap LSM di bidang 

pencegahan Narkoba dipicu oleh rasa kekhawatiran yang tinggi dari para 

orang tua dan keluarga terhadap bahaya penyalahgunaan Narkoba yang 

semakin membahayakan, sehingga keberada.an dan kinerja dari LSM 

tersebut sangat diperlukan sebagai sala:h satu wadah bagi masyarakat untuk 

mendapatkan segaia infonnasi ataupun konsultasi yang berkaitan dengan 

Narkoba. 

Kurangnya upaya pemberdayaan dari LSM tersebut pada akhimya 

memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi LSM di masyarakat. LSM 

dianggap memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung 

BNN daiam melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 
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Data yang diperoleh dari Bid Advokasi Pus Cegah Lakhar BNN 

menyebutkan bahwa hingga saat ini terdaftar sekitar 20 buah LSM yang 

bergerak dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba, walaupun 

harus diakui hahwa dari ke-20 LSM tersebut tidak semuanya alctif dalam 

pelaksanaan program kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba. Keterbatasan-keterbatasan sebagaimana disebutkan di atas pada 

akhimya berdampak terhadap rendahnya tingkat partisipasi LSM dan 

perubahan rnasyarakat yang diharapkan. 

4.2 Persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah dilaksanakan 

oleh BNN bagi LSM 

Menurut Chung & Megginson (1981). persepsi digambarkan sebagai 

suatu proses dimana orang-orang mernUih, mengorganisir, dan 

menginterpretasikan informasi yang berhubungan dengan perasaan yang 

mereka terima ke dalam suatu gambaran mental yang berarti. 

Ses.uai dengan definisl di atas1 maka penulis akan mencoba untuk 

mengetahui persepsi LSM terhadap upaya pemberdayaan yang telah 

dilaksanakan oleh BNN bagi LSM saat Ini. Kelima LSM yang diteliti 

berpendapat bahwa merek:a setuju dengan adanya sebuah [embaga seperti 

BNN yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasik:an daJam 

melaksanakan upaya di bidang pemberantasan penyalahgunaan Narkoba, 

sebagaimana dapat dilihat pada kutipan basil wawancara di bawah ini : 

Tabel4.7 Persepsi LSM terhadap institusi BNN 
-

- Nc);:~ - NamaLSM' - -., ,_., . ' -Perhyii\Olt!l, · 
l. SAN "Sangat dfeerlukan.", diharapkan nantinya 

akan ada embaga setingkat menleri untuk 
malalmkan penanggulangan bahaya Narkoha 
yang memiliki lrewenangan untuk 
menye!idiki, menyidik dan menunJut seperti 
Komisi Pcmberanmsan Korupsi {KPK) ". 
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Dalam hal peran yang diharapkan oleh LSM dengan adanya BNN, 

meliputi pemberdayaan LSM. peningkatan fungsi BNP dan Badan 

Narkotika Kabupeten/Kota (BNK) serta adanya perumusan kebijakan. 

Sebanyak tiga LSM berpendapet bahwa BNN sebaiknya dapat 

membardayakan para LSM : 

Tabel 4.8 Pecan yang diharapkan LSM terhadap BNN 

2. YCAB 

3. Jaya Sakti 

"Baiknya Bl\W do pat menggandeng para 
sehingga dapat memilild tangan-tangan 

masyarakat, BNN dapat memfnta LSM 
melakukan pencerahan tentang 

"Diharopkan BNN juga dapat 
, memberi molivasi serta 

keterbukaan dengan LSM dalam hal 
program, sehinggo tidok ada 

agar BNN dapat memantau, 
I meJl!~an,hA:an dan menfembaumi kegiatan 

Pemberdayaan dimaksudka.n sebagai suatu usaha BNN untuk dapat 

melibatkan dan merangkul LSM beserta masyarakat untuk secara bersama 

- sama turut melaksanakan upaya P4GN. Selain itu BNN diharapkan juga 

tidak hanya fokus menjalin kerja sama dengan sesama instansi pemerintah 

saja, namun dapat lebih sering dalam menggandeng atau menjalin 

hubungan kerjasama dengan para LStvf. 
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Kemudian sebanyak dua LSM memiliki harapan agar BNN dapat 

berperan untuk meningkatkan fungsi dan kinerja dari BNP dan BNK serta 

membuat suatu rumusan kebijakan khusus bagi para keluarga dari pecandu 

Narkoba. Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi pada pecandu bukan 

hanya mengakibatkan permasalahan bagi diri si pecandu tersebut, namun 

juga bagi pihak keluarga. Oleh karena itu LSM YKPI beranggapan perlu 

adanya suatu kebijakan khusus bagi keluarga, mengingat keluarga juga 

dapat dikatakan menjadi korban karena salah satu anggota dalam 

keluarganya menggunakan Narkoba. Menyikapi hal tersebut, baberapa 

waktu yang lalu BNN melalui Pusat Laborotorium Terapi & Rahabilitasi 

Lakhar BNN telah memprakarsasi terbentuknya suatu forum komunikasi 

para orangtua atau keluarga dari pencandu Narkoba. Diharapkan melalui 

forum ini dapat tercipta suatu jejaring di antara keluarga untuk saling 

bertukar fikiran atau mendapatkan inforrnasi tentang Narkoba. Selama ini 

banyak terjadi para orangtua justru belum mengetahui tentang bahaya 

penyalahgunaan Narkoba, hjngga akhJmya salah satu anggota keluarganya 

menjadi pecandu. Bila para orangtua telah memiliki pengetahuan tentang 

Narkoba, diharapkan dapat mensasiaJisasikan kepada para anggota 

keluarganya yang lain untuk tidak menggunakan Narkoba. 

Seiain itu para LSM juga memberikan saran masukan berupa 

peningkatan status, fasHitas dan kebijakan bagi LSM serta pemberdayaan 

komunitas atau masyarakat. Terkait dengan peningkatan status, satu LSM 

berpendapat agar BNN dapat memberikan kejelasan status bagi mereka, 

apakah tetap sebagai mitra kerja atau dapat ditingkatkan menjadi anggota 

BNN. Kondisi yang ada di BNN saat Ini adalah LSM dianggap sebagai 

mitra kerja BNN dalam melaksanakan upaya P4GN. Mengenai bantuan 

berbagai fasilitas juga sangat diharapkan oleh LSM, sebagai penunjang bagi 

mereka dalam melaksanakan kegiatan pencegahan kepada masyarakat 

Fasilitas disini dapat diartikan dalam bentuk akses untuk memperoleh dana, 

bahan-bahan penyuluhan, kemudahan dalam jalur birokrasi dengan 

pimpinan BNN) dan sebagainya. 
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Sebagian LSM juga merasakan bahwa setiap kali pergantian 

pimpinan di Bh'N, khususnya untuk posisi Kepala Pelaksana Harian 

(Kalakhar BNN) dan Kepala Pusat Pencegahan (Kapus Cegab) Lakhar 

BNN, selalu membawa kebijakan yang barbada bagi LSM. Suatu 

kebijakan dirasakan lebih dipengaruhi oleh faktor individu si pemimpin, 

tidak merujuk kepada pedoman yang ada atau program dari pimpinan 

terdahulu, sebagaimana kutipan berikut : 

Tabal4.9 Kebijakan pimpinan lakhar BNN terbadap LSM 

2. FYORD 

hubungan BNN dengan LSM 
kepada kebfiakarr Kepa!a 

atau Kalakhar yang 

" ... '"tiap pergantian Kalakhar BNN selalu 
kebijakan yang berbeda 

LSM". 

Oleh karena itu diharapkan walaupun kepemimpinan di Bl\'N selalu 

berganti, kebijakan BNN terhadap LSM tetap berkesinambungan sehingga 

kerjasama dalam meiaksanakan program pencegahan tetap berjaian secara 

kontinyu, Adapun mengenai upaya pemberdayaan komunitas atau 

masyarakat, sebanyak dua LSM berpendapat bahwa BNN juga harus fokus 

dalam memberdayakan berbagai kelompok masyarakat atau komunitas 

untuk dapat mendukung dan mensosialisasikan program-program BNN 

kepada masyarakat. Leakcrwsky dalam Prijono dan Pranarka (1996) 

menjelaskan bahwa perbedaan antara LSM dengan pemerintah adalah 

bahwa hal-hal yang tidak mau dilakukan oleh lembaga pemedntah atau ta.k 

dapat dijangkau oleh kebijaksanaan pemerintah maka akan dikerjakan oleh 

LSM sebagai panggilan masalah kebutuhan (necessity) atau kemanusiaan, 

karena berasal, berakar, dan tumbuh dart dan oleh masyarakaL 

Banyak studi kasus juga menunjukkan bahwa LSM dapat lebih 

efek1.if daripada birokrasi pemerintah, terutama dalam keadaan yang 
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membutuhkan gerak cepat dan bantuan darurat Sebagai contoh, peneliti 

akan memberikan garnbaran mengenai Yayasan Lembaga Bantuan Hukum 

Indonesia (YLBHI) sebagai sebuah LSM yang sukses dalam melakukan 

pengembangan alau pembardayaan masyarakat. YLBHI didirikan peda 

tahun 1971 dan merupakan LSM tertua dalam memberikan pembelaan dan 

bantuan hukum kepada rnasyarakat miskin secara cwna~cuma atau grntls. 

Di samping melakukan kegialan pelayanan teknis bukum, YLBm juga 

melakukan proses penyadaran akan hak konstitusionai dan penghormatan 

terhadap bak asasi manusia. Sejak tahun 1980 mereka mulal secara 

langsung untuk memerangi penyebab dan akar-akar kemiskinan serta serta 

menghilangkan penyebab pengabaian hak-hak asasi manusia melalui 

pendidikan dan penyuluhan hukum. Dengan menggunakan pendekatan 

struktural. YLBHI telab menentukan empat masalah yang menjadi prioritas, 

yakni masatab .ketenagakerjaan. tanah, lingkungan, dan kasus-kasus politik, 

Di samping itu mereka juga rnembangun hubungan yang bajk dengan pers 

nasional maupun internasional dan menjaJin kerjasama yang baik dengan 

LSM lain (Hcndytio dalam Prijono & Pranarka, 1996). 

Berkaitan dengan upaya pemberda:yaan yang dapat dilakukan oleh 

BNN tetb.adap LSM, kelima LSM yang diwawancarai memberikan 

pendapat bahwa upaya-upaya tersebut dapat dilakukan melalui : 

kontinuitas hubungan, kesetaraan posisi, pengurangan jalur birokrasi1 

penugasan pejabat I tim koordinator dan pertemuan rutin. Kontinuitas 

hubungan dapat diartikan bahwa hubungan kerjasama antara BNN dan 

LSM harus terjalin secara kontinyu dalam metaksanakan berbagai kegiatan, 

tidak hanya terpaku pada saat BNN membutuhkan bantuan LSM saja atau 

pada acara-acara tertentu, Adapun ke..;;etaraan posisi di sini dimaksudkan 

mengena1 derajat hubungan antara LSM dengan BNN. Se[ama ini LSM 

dianggap merupakan mitra BNN dalam melaksanakan upaya P4GN. 

Untuk ke depannya, pihak LSM berharap agar sekiranya derajat hubungllll 

tersebut dapat lebih ditingkatkan lagi menjadl anggota BNN atau setara 

dengan departemen I Lembaga Pemedntah Non Departemen (LPND) 

terkait yang memang merupakan anggota Bl\'N. 
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Masalah birokrasi di BNN juga menjadi perhatian khusus dari para 

LSM. Mereka berpendapat bahwa selama ini masalah blrokrasi yang ada 

di BNN sedng menjadi penghalang bagi LSM untuk dapat berkoordinasi 

atau sekedar memperoleh informasi. Oleh karenanya diharapkan BNN 

dapat bersikap Iebih fleksibel atau tidak terlalu kaku dalam berhubungan 

dengan LSM, seperti terlihat dari pemyataan berikut: 

2. 

Tabel4.10 BirokrasiBNN menurutLSM 

merupakan pihak pemerintah 
I ~~;~;;,:~n LSM bukan. Terkadang masalah 
/1 serm· 'It metrfadi penghalang 

BNN". 

" .... hirokrasi di BNN sering menjadi 
kami". 

Menurut pendapat salah satu LSM, upaya yang dapat dilakukan 

untuk lebih menghangatkan hobungan koordinasi antara BNN dengan LSM 

adalah dengan cara Bl\TN menugaskan satu orang pejabat khusus di Pus 

Cegah Lakhar BNN untuk memfasilltasi atau mengkoardinasikan BNN 

dengan kepentingan para LSM, Dibarapkan dengan demtkian dapat 

mengurangi alur birokrasi yang umumnya sering berbelit~belit. sehingga 

program upaya pencegahan yang dilaksanakan oleh BNN dan LSM pada 

akhimya berkesinambungan. 

Masukan terakhir adalah agar seklranya BNN dapat mengadakan 

suatu pertemuan rutin dengan para LSM yang bergerak di bidang 

pencegaban penyaiahgunaan Narkoba. minimal satu atau tiga bulan seka!L 

Meialui pertemuan rutin diharapkan dapat teljadi pembaharuan infonnasi 

tentang Narkoba serta upaya untuk menyamakan program kegiatan. BNN 

juga dapat mclibatkan peran serta LSM untuk mendukung kegiatan­

kegiatannya di Japa:ngan. 

Mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk lebih 

mengefektifkan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba, seiama ini 
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yang serlng menjadi suatu pertanyaan adalah mengapa walaupun upaya 

pencegahan terhadap Narkoba gencar dilakukan baik oleh pihak 

pernerintah, LSM rnaupun masyarakat, namun kasus penyalahgunaan 

Narkoba dari tahun Ice tahun tetap saja meningkat. Oleh karena itu 

masukan yang diberikan oleh LSM meliputi : kontinuitas program, 

monitoring dan evaluasi kegiatan, penguatan kewenangan BNN. keljasama 

lintas sektoral, intensitas penyebaran informasi dan model penyampaian 

iklan. Kontinuitas program menyangkut intensitas program pencegahan 

yang dilaksanakan oleh BNN kepada masyarakat agar dapat berlangsung 

secara kontinyu. Selain itu BNN juga dibarapkan dapat melakukan 

monltodng dan evaluasi terhadap efektifitas program dan metode 

pencegahan yang dilaksanakan kepa:da masyarakat, guna mendapatkan basil 

yang lebih maksimal untuk ke depannya nanti. 

Masukan lai.nnya berupa penguatan kewenangan BNN. Berdasarkan 

Perpres Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan 

Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota, BNN 

merupakan lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab langsung kepada Presiden Rl serta bertugas untuk 

mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan 

dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang P4GN. Saat ini upaya 

peneegahan terhada.p penyalahgunaan Narkoba bukan hanya dilakukan oleh 

BNN, BNP dan BNK/Kota saja, tetapi juga dilakukan oleh departemen I 

instansi terkait lainnya. Yang mcnjadi permasalahan adalah belum adanya 

panduan atau pedoman yang berlaku secara baku untuk menjadi pegangan 

para instansi tersebut dalam melaksanakan upaya pencegahan, sehingga 

saat int masing-masing instansi terkesan melaksanakan upaya pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba secara sendiri-sendiri dan kurang menjalin 

koordinasi di antara mereka. Sebagai contoh, bila suatu instansi I 

departemen fokus melakukan upaya pencegahan kepada segmen tertentu, 

misalkan siswa~siswi sekolah, maka idealnya lnstansl I departemen Jain 

dapat meiakukan upaya pencegahan kcpada segmen lain yang juga 

membutuhkan infonnasi atau penyuiuhan. Oleh karena itu diharapkan 
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agar BNN dapat mengkoordinir serta merumuskan acuan mengenai 

program pencegahan tersebut untuk selanjutnya disosia1isasikan kepada 

para anggota BNN atau instansi I departemen Iain. 

Masukan berikutnya adalah perlunya bagi BNN untuk dapat lebih 

rneningkatkan kerjasama lintas sektoral dengan instansi pemerintah ataupun 

LSM. Masalah Narkoba bukanlah perrnasalahan BNN atau pemerintah 

semata, oleh karena itu diperlukan peran serta dan kepedulian dari segenap 

elemen masyarakat untuk secara bersama-sama turut menanggulanginya. 

Untuk lebih mengefektifkan sasaran dalam upaya pencegahan1 diharapkan 

BNN juga dapat secara intens melaksanakan penyebaran informasi tentang 

bahaya Narkoba dan penanggulangannya, khususnya kepada para orang 

tua. Karenajustru banyak orang tua yang baru memahami tentang bahaya 

Narkoba setelah putra-putri mereka menjadi pecandu. Adapun masukan 

terakhir berupa model atau cara penyampaian iklao tentang bahaya Narkoba 

kepada rnasyarakat. Diharapkan agar pengetahuan tentang Narkoba dapat 

diberlkan sesering mungkin kepada masyarakat, khususnya bagi mereka 

yang masih berusia dini. Selain itu diharapkan BNN juga dapat lebih 

selektif dalam membuat pesanwpesan iklan kepada masyarakat. Ada 

baiknya pesan yang d{sampaikan dapat bersifat edukasi bukan hanya 

sekedar menakut-nakuti. 

Pihak BhlN, dalam hal ini diwakili oleh Kabid Advokasi Pus Cegah 

Lakhar BNN menjelaskan bahwa keberadaan LSM, sebagai perpanjangan 

tangan BNN di masyarakat dalam mensosialisasikan bahaya 

penyalahgunaan Narkoba kepad.a masyarakat sangat diperlukan. mengingat 

BNN memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya manusia dan 

kewenangan struktur organisasi di wHayah propinsi maupun kabupaten I 

kota, sebagaimana pernyataan berikut: 
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Tabel 4.11 Arti penting LSM bagi BNN 

Kabid Advokasi 
Pus Cegah Lakhor 
BNN 

"Keberadaan LSM sangat dlperlukan. 
perpanjangan tangan BNN di 

mengingat BNN memiUki 

Walaupun dalam drtif/ Stranas P4GN 2010 - 2014 te1ah diatur 

mengenai pentingnya bagi BNN untuk dapat melibatkan atau 

memberdayakan peran serta LSM. namun dalam implementasinya BNN 

beium memiliki pedoman yang jeias dan baku untuk mengatur atau 

membina hubungan dengan para LSM tersebut. Saat lni upaya yang baru 

dilakukan BNN hanya berupa pelaksanaan rapat koordinasi dengan para 

LSM beberapa waktu yang laiu, sebagaimana pemyataan di bawah ini : 

I. 

Tabel4.12 Pembinaan BNN terhadap LSM 

Kabid Advokasi "Saat ini dirasakan belum ada, pemblnaan 
Pus Cegah Lakhar l'!'~?sil sebatas Rapat Koordinosi (Rakor) 
BNN dan pelaporan kegiatan LSM kepada 

namun hal ini pun beium berjalan 
l.r<,ca,m kontinyu dan tidak jelas foUow up-nya 

BNN. Selain itu pembinaan hagi LSM 
I se•cw'a telah diatur Deparlemen 

Menyikapi kondisi demikian, BNN berharap agar para LSM juga 

dapat bersikap pro-aktif dalam melaksaoakan upaya pencegahan kepada 

masyarakat, dengan tidak semata-mata mengandalkan bantuan atau 

koordinasi dari BNN saja, mengingat BNN juga memiliki keterbatasan 

dalam hai sumber daya manusia dan kewemmgan. Melihat gambaran di 

atas mengenai hubungan yang teJjalin anl.ara BNl\1 dengan LSM saat ini, 

terlihat bahwa pada dasamya BNN menyadari akan arti penting dari 

peranan LSM dalam mendukung program BNN di bidang P4GN, 

khususnyn dalam hal pencegahan penyalahgunaan Narkoba. LSM pun 

memandang penting akan keberadaan B'f\.'N sebagai sebuah institusi yang 
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diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk mengkoordinir upaya 

penanggulangan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, seperti terlihat 

pada pemyataan kelima LSM di bawah ini : 

Taber 4.13 Pernyataan tentang persepsi LSM terhadap institusi BNN 

l. Jaya Sakti 

2. SAN 

3. FYORD 

4. YKPI 

5. YCAB 

"Sangal diperlukan, sebagai suatu institusi 
yang memillld kewenangan untuk menangani 
permasalahan Narkoba di indonesia, haik 
dari sisi hukum 

"Sangat diperlukan.... diharapkan nanlinya 
akan ada lembaga setingkat menteri zmtuk 
melakukan penanggulangan bahaya Narfroba 

memiliki kewenangan untuk 
· · menyidik dan menunlut seperti 

"Sangal perlu ... , bahkan berharap BNN 
dapat memfasilitasi adanya LSM-LSM saat 
ini yang bergerak di bidang pencegahan 
bahaya Narkoba, sehingga bila LSM 
melaksanakan kegiatan operasionaf akan 
lebih mudalt koordinasinya karena berada 
di 

"Sangat perlu, pemerintah melalui BNN 
perlu memberikan arahan dan policy bagi 
LSM untuk bergerak secara lebih baik dan 
terkocrdinasi di bidang pencegahan 

"Sangat perlu untuk mengkoordinir 
berbagai eiemen dalam memerongi bahaya 
Narkoba. Karena hila permasa/ahan 
Narkoba hanya ditangani oleh BNN tidak 
akan selesal. BNN diper/ukan untuk dapat 

masyarakat termasuk LS;.\1 di 

Kondisi yang ada saat ini menggambarkan bahwa belum ada suatu 

pedoman atau kebijakan yang bersifat baku dan implementatif dalam 

mengatur hubungan koordinasi tcrscbut. Selain itu BNN juga belum 

merniliki suatu merode pemberdayaan yang jelas dan implementatif untuk 

diterapkan bagi LSM. Hat lni menyebabkan antara BNN dan LSM 
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terkesan saling berjaian sendiri~sendiri dalam melaksanakan upaya 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba kepada masyarakat, tanpa adanya 

koordinasi dan kerjasama yangjelas. ldealnya tentu saja Bl\TN harus dapat 

menggandeng atau memberdayakan peran serta dari LSM tersebut, karena 

keberadaan LSM sangat1ah membantu BNN dalam menjangkau komunltas 

masyarakat yang terkecil seperti RT I RW atau keluarga. 

4.3 Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh BNN untuk mengoptimalkan 
pemberdayaan LSM dalam upaya penceg!lhan penyalahgunaan 
Narkoba 

Mengenai upaya yang teiah BNN lakukan daiam hal optirnalisasi 

pemberdayaan LSM, selama ini baru sebatas pada rapat koordinasi. 

Mengenai rapat koordinasi (rakor) tersebut, pada tanggal 7 April 2008 yang 

lalu BNN mengadakan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan 

Pernberdayaan Lembaga Swadaya Masyarakat Terhadap Pencegahan 

Penyalahgunaan Narkoba, yang diikuti oleh 60 peserta dari 12 LSM di DKI 

Jakarta yang bergerak dalam upaya pencegahan dan pemberantasan 

penyalahgunaan Narkoba. Tujuan dari pelaksanaan rakor tersebut adalah 

sebagai upaya unruk memberdayakan serta meningkatkan peran aktif LSM 

dalam program kegiatan pencegahan, sebagai ujung tombak dari P4GN. 

Dari hasH rakor tersebut juga disimpulkan bahwa agar upaya pencegahan 

bahaya Narkoba dapat menjadllebih efektif, BNN berpendapat bahwa LSM 

harus lebih sering dalarn melaksanakan program kegiatan di bidang 

pencegahan serta meiaporkan hasil kegiatannya kepada BNN, 

Adapun dari ha.-;i1 penelitian yang telah dUakukan, berikot 

pernyataan pam LSM terkait dengan upaya pemberdayaan yang dapat 

dilakukan, dalam hal hubungan dan kerjasama antara LSM dan BNN : 
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Tabel4.14 Pemyataan tentang upaya pemberdayaan LSM 

L Jaya Sakti 

2. SAN 

3. FYORD 

4. YKPI 

5. YCAB 

"Jika ingin tercipta sinkronlsasi antara BNN 
dengan LSM lentunya hubungan tersebut 
haros d;perhaiki menjadi huhungan yang 
lebih bersifat kontinyu guna membahas serta 
melaksanakon upaya pencegahan Narlwba 
secara bersama-sama". 
"Dapal dibuat tim-tim ketja di BNN, BNP 
dan BNK untuk memantau aktivitas I kinerja 
dari LSM tersebut di tengah masyarakat, 
karena ada juga LSM yang menyatakan 

dalam hal 

"Baihrya BNN dapat menugaskan satu 
orang kepala bidang (Kabid) di Pus Cegah 
Lakhar BNN yang hertugas untuk selalu 
berkaordinasi dengan LSM, sehingga antara 
program LSM dengan apa yang diinginkan 
BNN berkesinambungan, 
contoh koordinasi 

" ...... agar BNN lfdak lerialu kaku dalam 
berhubungan LSM. karena pennasalahan 
Narkoba mernpakan sebuah isu nasional 
yang memerlukan perhatfan dari berbagai 
elemen bangsa, bukan hanya oleh BNN 

"BNN dapat membuat pertemuan nttin 
dengan para LSlvf minimal satu atau tiga 
bulan sekali untuk soling meng-update 
informasi atau ihf3nyamakan program. 
Dalam per!emuan lersebut, BNN bisa 
memaparkon suatu program kegfa!an yang 
akan diiaksanakan dengan mengajak para 
LSM untuk turut serta, tentunya juga dengan 

Dari pernyataan di atas kita dapat melibat bahwa pada intinya para 

LSM menyambut positif mengenai upaya pemberdayaan atau sinkronisasi 

kegiatan penc.egahan Narkoba dengan B~N. Namun masalah koordinasi 
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dan kontinuitas program menjadi kendala utama yang menyebabkan 

hubungan LSM dengan BNN saat ini menjadi kurang harmonis. 

Terkait dengan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk 

meningkatkan intensitas hubungan dan keljasama LSM dengan BNN dalam 

upaya sinkronisa.sl kegiatan di bidang pencegahan penyalahgunaan 

Narkoba. maka peneliti akan menggunakan suatu teori partisipasi yang 

dikemukakan oleh Putnam. 

Gambar 2. Skema Model Partisipasi menurut Putnam 

Sumber gambur : lsmawan, 2003 : 10 

Putnam berpendapat bahwa sumber daya manusia terdiri dari tiga hal 

yang saling berhubungan, yaitu modal, teknologi dan organisasi. Dengan 

merniliki ketiga hal tersebut maka akan tercapai suatu produktifitas yang 

mengarah pada pencapalan tingkat partisipasi. Menurut Lawang (2002), 

keswadayaan suatu LSM urnumnya berkorelasi positif dengan tingkat 

partisipasi dalam kegiatan yang diprogramkan. Dengan keswadayaan 

suatu LSM bisa lebih leluasa menentukan tingkat partisipasinya, 

mewujudkan misi dan visinya serta mampu meningkatkan kualitas dan 

kuantitas SDM-nya. Keterkaitan antara keswadayaan dan partisipasi 

berpengaruh terhadap klasifikasi LSM menjadi dua, yaitu : berswadaya 

secara individual (berskala kecil) dan secara bersama (berskala besar), 

Universitas Indonesia 

Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009



79 

Keswadayaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah suatu kondisi 

yang memiliki sejumlah kemampuan untuk mengenali kekuatan dan 

kelemahan diri sendiri, serta kemampuan untuk rnemperhitungkan 

kesempatanKkesempatan dan ancaman yang ada di lingkungan sekit.ar. 

maupun kemampuan untuk memilih berbagai altematlf yang tersedia agar 

dapat dipakai untuk me!angsungkan kehidupan yang serasi dan berlanjut. 

Berswadaya secara individual bagi kelompok LSM kecil yang 

memHikl sumber daya minim tentunya akan sulit untuk melaksanakan 

partisipasi, tetapi hila keswadayaan itu dilakukan secara bersama dalam 

kelompok, rnaka partisipasi yang diwujudk:an akan lebih mudah untuk 

dlwujudkan, Oleh karena itu prinsip~prinsip swadaya dalam rangka 

pembinaan LSM kecH perlu dilaksanakan dalam wadah kelompok­

kelompok swadaya. 

Modal swadaya yang dimaksud adafah modal (anggaran), teknologi 

(daya kreatif dan inovatit) dan organisasi (manajemen dan menejerial) serta 

dukWlgan tokoh masyarakat atau terkemuka. Sedang modal sosial 

menurut Putnam dalam Lawang (2002) adalah menunjuk pada bagian­

bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, nonna dan jaringan yang 

dapat meningkatk:an efisiensi rnasyarakat dengan memfasilitasi tindakan­

tindakan yang terkoordinasi. Dengan kata lalf\ kapltal sosial itu bersifat 

produkti£: memungkinkan pencapaian tujuan tertentu, yang tanpa 

kontribusinya tujuan itu tldak akan tercapai. 

Dalam dinamika pengembangan organisas:l. LSM yang bergerak 

dalam upaya pencegahan Narkoba pada umumnya berada dalam situasi 

serba kekurangan yang dibalut oleh berbagai kondisi yang menekan 

kehidupan, yang satu sama lain saling berpengaruh. Kondisi-kondisi 

tersebut antara lain adalah : lemalmya nilai tukar basil kegiatan/karya. 

lemahnya organisasi, rendahnya perkembangan SDM. rendahnya 

produktivitas, lemahnya akses dari hasil pembangunan, minimnya modal 

(swadaya dan sosial) yang dimiliki, minimnya Anggaran Dasar/Anggaran 

Rumah Tangga (AD/ART), sedcrhananya teknologi yang dlmiliki, lebarnya 
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kesenjangan komunikasi, minimnya partisi~si dafam sistem pembangunan 

nasional sef'Ut lemahnya posisi tawar menawar. Bila hal itu ditelusuri 

sebab-sebabnya, maka yang menjadi sebab paling pokok adal.ah lemabnya 

pengembangan sumber daya manusia. 

Beberapa prasyarat sebuah LSM akan berhasil dalam berswadaya, 

antara lain perlunya penerapan secara konsisten tiga komponen yang 

merupakan acuan penyeienggaraan kelompok swadaya yaitu : 

1. Kelompok swadaya perlu berorientasl pada upaya peningkatan 

pendapatan. Da1am rangka ini pertu diupayakan terus-menerus 

pemahaman dan peningkatan penyelenggaraan ekonomi rumah tangga 

yang efektif. pemupukan modal swadaya serta pengembangan usaha­

usaha produksi. Contoh: Satgas Anti Narkoba (SAN), yang melakukan 

swadaya pendapatan melalui pengembangan berbagai usaha mandiri 

dari para anggotanya, seperti Koperasi Anti Narkoba. 

2. Kelompok swadaya perlu bersikap terbuka, yaitu terbuica terhadap 

gagasan-gagasan haru serta terbuka terhadap kerjasama baru untuk 

mencapai tingkat skala usaha yang lebih besar. Contoh : Yayasan 

Cinta Anak Bangsa (YCAB) yang mengembangkan konsep Youth 

Against Drug Abuse (Y ADA) pada kampanye di lingkungan pelajar 

dan mahasiswa serta inovasi- inovasi lainnya. 

3. Kelompok swadaya perJu diselenggarakan dengan prinsip-prinsip 

demokrasi dan partisipasi yang tinggi di antara anggota. DaJam mngka 

ini perlu didorong agar pertemuan anggota dapat diselenggarakan 

secara rutin dan teratur satu bulan atau satu minggu sekali, pengurus 

dipilih di antara anggota, diselenggarakan secara teratur program 

pendidikan kader, administrasi yang tertib dan terbuka. Contoh Satgas 

Anti Narkoba (SAN) dan Jaya Sakti. LSM-LSM lni mengembangkan 

prinsip-prinsip demokras[ dan melakukan pertemuan, pengkadenm dan 

kepemimpinan secara rutin dalam rangka mendinamisasi 

organisasinya. 

Universitas Indonesia 

Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009



81 

Fenomena gejala stagnatis.asi dalam organisasi LSM bidang 

pencegahan Narlroha di Indonesia arlalah tanggung jawab masyarakat dan 

pemerintah. Stagnatisasi sebagai label yang meoggambarkan bahwa LSM 

b1dang pencegahan Narkoba ibarat hidup segan mati tak mau secara 

perlahan namun pasti akan membunuh karakter LSM itu sendiri di masa 

yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan perbaikan internal dan 

ekstemal dalam upaya mengembalikan kestabilan fungsi LSM yang 

menjadi mitra masyarakat dan pemerintah dalam upaya pencegahan bahaya 

penyalahgunaan Narkoba. 

Sebagai sebuah organisasi yang tidak lepas dari dinamika masalah 

sosial dan politik di masyarakat, LSM sebagaimana juga organisasi lain, 

kerap terseret dalam arus ~>politisasi kepentingan .. dari berbagai pihak. 

Gejala ini adalah sebuah masaiab, karena menyebabkan LSM itu keluar 

dari jati dirinya sebagai organisasi yang independent dan memihak pada 

kepentingan rnasyarakat yang sehat dan bebas Narkoba, Hal ini disebabkan 

masih melekatnya nilai·nilai primordialisme daiam kultur masyarakal kita. 

Misalnya seorang tokoh LSM aktif dalarn partai poHtik yang mengusung 

hidden agenda dari partai tertentu, karena adanya kedekatan secara 

emosional dan historis atau alasan balas budi karena partai tertentu telah 

membantu secara finansial dan keorganisasian. 

Perbaikan internal meliputi peningkatan kualitas SDM melalui 

perbaikan modal keswadayaan dan modal sosial. peningkatan apresiasi 

terhadap etos kerja yang krcatif dan inovatif (teknologi) dan pengelolaan 

manajemen organisasi secara profesional dan proporsional. Sedang 

perbaikan ekstemal yang diperlukan antara lain dukungan dari instansi 

pemerintah baik pusat maupun daerah, advokasi dari tokoh masyarakat, 

pemuda dan tokoh agama dan kerjasama yang sinergis dengan instansi 

terkait. seperti penegak hukum, kesehatan, pendidikan. 

Berkaitan dengan upaya ~ upaya untuk meningkatkan status 

hubungan dan kerjasama antara LSM dengan BNN, tentunya diperlukan 

suatu mekanisme untuk mengatumya, Berikut ini beberapa upaya 
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perbaikan internal yang dapat dilakukan dalam hal sinkrnnisasi LSM 

dengan BNN. rnerujuk pada toori partisipasi yang dikemukakan oleh 

Putnam, sebagai berikut : 

I , Modal, yaitu peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan modal 

keswadayaan dan modal sosial. Untuk langkah peningkatan kualitas 

SDM. LSM dapat melakukan kerjasama dengan BNN ataupun dengan 

LSM - LSM lain dalarn bentuk pelatihan fasilitator Narkoba, 

penyelenggaraan kegiatan pencegahan Narkoba secara bersama-sama, 

seperti pembentukan event organizer penyuluhan. pembuatan sarana 

penyuluhan (poster, feflet, brosur), penyusunan program di bidang 

peneegahan Narkoba, dan sebagainya. Selain itu BNN juga dapat 

memberikan dukunga.n berupa program kegiatan pencegahan yang 

pelaksanaannya diserahkan kepada LSM, yang disertai dengan 

pemberian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. Selain itu 

LSM juga harus mengupayakan agar mereka dapat merniliki sumber 

pendanaan yang mandiri, sehingga tidak terlalu bergantung kepada 

donasi atau pemberian dari piflak lain. 

2. Teknologi, yaitu peningkatan apresiasi terhadap etos kerja yang kreatif 

dan inovatif (teknologi). Untuk Iangkah ini LSM secara rnandiri 

harus dapat mengembangkan krealivitasnya individu anggatanya, 

misalkan melalui berbagai penggunaan fasilitas teknologi daJam hal 

pe1aksanaan kegiatan pencegahan Nark:oba kepada aud;ence ataupun 

daJarn hal pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu ada baiknya juga 

bila para LSM diberikan kesempatan untuk melakukan praktek kerja 

lapangan dl BNN, baik sebaga.i peserta pelatihan, relawan. pengamat 

(observer), ataupun narasumber pada berbagai kegiatan BNN yang 

melibatkan penggunaan sarana teknologi. 

3. 01-ganisasi, yaitu pengelolaan manajemen organisasi secara profesionai 

dan proporsional. Dalam kaitan pengclolaan manajemen organisasi 

hubungan LSM dengan BNN, perlu diperhatikan terhadap tiga aspek 

utama, yaitu masalah mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan 

monitoring. Antara B:t-..'N dan LSM perlu merurnuskan suatu pedoman 

Universitas lndonesra 

Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009



83 

yang akan berlaku bagi kedua belah pihak mengenai pelaksanaan darj 

ketiga aspek tersebut. Mekanisme hubungan kerja mengacu kepada 

bentuk dan cara ketjasama yang akan terjalin antara LSM dengan BNN. 

Sedangkan koordinasl merupakan intensitas serta bentuk media 

komunikasi antara LSM dengan BNN. Terakhir, monitoring 

merupakan suatu bentuk upaya dari BNN untuk memant.au berbagai 

kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh LSM serta melakukan 

evaluasi efekrifitas dari pelaksanaan kegiatan tersebut. 

Perwujudan keswada}'llllll dan partisipasi LSM tentunya tidak 

terlepas dari pengaruh Iingkungan yang membesarkannya. Masalah 

ekstemal LSM justru tidak mendapat dukungan dari agen perubahan yang 

ada di lingkungan. Masa1ah itu tcrjadi karena 1.--urangnya kornunikasi dan 

sosialisasi niiai~nilai, visi dan rnisi LSM kepada lingk\Jngan. Lingkungan 

akan menghargal apapun yang telah dilakukan LSM dan bukan yang 

direncaoakan. Artioya karya nyata menjadi kunci dari perbaikan ekstemal 

karena akan mendatangkan kepercayaan dan penghargaan dari masyarakat 

01eh karena ltu perbaikan eksternal yang diperlukan dalam upaya 

meningkatan partisipasi LSM dalam bidang pencegahan Narkoba, antara 

Jain: 

l. Dukungan darl instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Langkah ini dilakukan dengan membantu kinerja pemerintah pusat 

maupun di daerab, dengan memberikan masukan dan tanggapan berupa 

pemikitan~pemikiran taktis dan strategis atas perrnasalahan tentang 

Narkoba. baik diminta ataupun tidak diminta. Umumnya LSM yang 

ada selama ini cepat putus asa atas usaba yang dilakukannya, sehingga 

berbagai pemikiran atas umpan balik dari kebijakan yang diambil 

pemerintah pusat dan daerah tidak pemah ada. 

2. Advokasi dari tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama. Langkah 

ini dilakukan dengan melakukan berbagai acara diskusi yang 

menghadirkan para tokch masyaraknt, publik figur, tokoh pemuda dan 
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tokoh agama. Hal ini perlu dilalrukan untuk menjajagi berbagai 

pemikiran dan kepentingan dari tokoh-rokoh itu tentang presepsf dan 

sikap mereka terhadap upaya pencegahan penyalabgunaa.n Narkoba. 

3. Kerjasama yang sinergis dengan instansi terkait, seperti : instansi 

penegak hukum} instansi kesehatan dan instansi pendidikan. Langkah 

ini dapat dilak.ukan dengan mem~elajari apa yang dihadapi aparat 

penegak hukum me!a!ui kunjungan ketia LSM ke lembaga-!embaga 

tersebut, seperti : tapas, kepolislan, bea dan cukai. rumab sakit, panti 

rehabilitasi, pusat petatihan pegawai. pusat peraga pendidikan. industri 

peiklanan dan rek!ame, dan sebagainya. Kunjungan ini selain 

mendiskusikan tentang permasalahan yang diha.dapi oleh bidang 

tersebut juga merupakan penjajagan terhadap kemungkinan 

pelaksanaan kerjasama dalam hal P4GN, khususnya di bidang 

pencegahan. LSM bisa sebagai fasilitator yang menjembatani 

kepentingan pemerintah dan swasta atau rnenjadi dinamisator yang 

memberikan masukan dan kritik tentang berbagai gejala sosial yang 

berpotensi menggerakan kesadarnn masyarakat untuk menjauhi bahaya 

Narkoba. 

4.3.1 Beberapa Kebijakan BNN yang Mendnkung Peningkatao Partis:ipasi 
LSM Bidang Pencegahan 

BNN sebagal kcordinator daiam upaya P4GN di Indonesia. merupakan 

Jembaga yang diamanati oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang 

Psikotropika, Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan 

Perpres Nomor 83 tahun 2007. bertanggung jawab untuk melaksanakan 

upaya P40N kepada masyarakat. Berikut beberepa ketentuan yang 

berkaitan dengan upaya penlngkatan partlsfpasi LSM dalam P4GN, antara 

Jain : 

I. Dalam Stranas BNN Tahun 2005 - 2009, dijelaskan bahwa salah satu 

misi yang telah ditetapkan yaitu, "Menentukan kebijakan nasional 
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dalam memerangi 

Membangun komitmen 

bersama dalarn pemyataan misi tersebut terkandung makna pemerintah 

dengan masyarakat termasuk LSM. 

2. Dalarn butir kebijakan pada Stranas BNN Tahun 2005 - 2009, 

dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan BNN adalah, "Peningkatan 

sumber daya manusia dan peningkatan peran serta masyarakat ... 

Artinya BNN membuka seluas-luasnya dengan memfasilitasi 

pengembangan SDM bidang P4GN, termasuk yang dilakukan oleh 

LSM, Kemudian dalam meningkatkan peran serta masyarakat, BNN 

menjadi fasilitator dan dinamisator bagi partisipasi masyarakar 

termasuk LSM di dalamnya. 

Dari dua landasan di atas, BNN sejak berdiri tahun 1999 (semula 

bemama BKNN) hingga saat ini, telah berupaya mengeluarkan suatu 

kebijakan untuk merangkul peranan LSM dalam membantu BNN di bidang 

pencegahan penyaJahgunaan Narkoba. Namun kondisi yang terjadi 

sekarang ini adalah BNN belum membuat suatu aturan atau pedoman yang 

jelas mengenai kebijakan bagi LSM tersebut. 
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5.1 Simpulan 

BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

Teiah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui kondisi kenyataan program pencegahan 

penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan oleh LSM dan bagaimana 

LSM rnempersepsikan upaya pemberdayaan yang telah dilakukan BNN 

bagi LSM saat inL Selain itu juga untuk rnencari tahu mengenai upaya­

upaya yang dapat dilakukan oleh Bl\'N untuk mengoptimalkan 

pemberdayaan LSM dalam upaya penoegahan penyalahgunaan Narkoba. 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1ima LS~f yang 

berkedudukan di wilayah DKl Jakarta dan kesemuanya itu bergerak dalam 

upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Metode penelitian yang 

digunakan bersifat deskriptifkualitatif Diharapkan melalui penelitian ini 

dapat diperoleh data - data deskriptif berupa kata-kata tertulis ataupun 

secara lisan. Berkaitan dengan hal di atas, beberapa kesimpulan dan saran 

yang dapat dirumuskan dari hasil penelitian tersebut adalah : 

1. Program pencegaban penyalahgunaan Narkoba yang dilaksanakan 

oleh LSM sa.at ini dirasakan belum optimaL HaJ ini disebabkan 

masih banyaknya LSM bidang Narkoba yang belum rnemiliki 

kemandirian dalam ha[ masalah pendanaan serta kurangnya upaya 

pemberdayaan dari LSM terscbut. Kurangnya pernberdayaan dad 

pihak LSM pada akhirnya memiliki pengaruh terhadap tingkat 

partisipasi LSM di masyarakat, padahal LSM dlanggap memillki 

potensi yang dapat dikem.bangkan untuk menrlukung BNN dalam 

me)aksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Selain 

ltu masalah hubungan kerjasama dan koordinasi BNN dengan LSM 

pun belum dapat berjalan secara sinergis, hal tersebut dapat dilihat 

pada mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan monitoring kegiatan 
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antara BNN dan LSM yang belum be~ alan secara efektif dan lebih 

banyak berdasarkan fuktor kebutuhan. 

2. Dari basil penelitian terlihat bahwa LSM memandang penting 

keberadaan BNN sebagai sebuah institusi pemerintah yang bertugas 

untuk mengkoordinir upaya penanggulangan Narkoba di fndonesia. 

Dalam hal upaya pemberdayaan Bl'<'N yang dilaksanakan kepada 

LSM, kalangan LSM beranggapan bahwa BNN belum memiliki suatu 

p1etode pemberdayaan yang jelas dan implementatif untuk diterapkan 

bagi kalangan LSM. Hal ini menyebabkan antMa Bl\'N dan LSM 

terkesan saling berjalan masing-masing dalam melaksanakan upaya 

pencegahan bahaya Narkoba kepada masyarakat, tanpa adanya 

koordinasi dan kerjasama yang jelas, 

3. Masalah intensitas hubungan dan kerjasama LSM dengan BNN 

tentunya berkaitan juga dengan tingkat partisipasi dari LSM. Oleh 

karena itu BNN harus mengupayakan langkah-langkah unluk 

meningkatkan partisipasi LSM dalam melaksanakan upaya 

pencegahan penyalahgunaan Narkoba sebagai bagian dari proses 

pemberdayaan. T erkait dengan peningkatan upaya partisipasi dad 

LSM, dapat diupayakan melalui perbaikan dari sisi internal maupun 

ekstemaL Faktor internal meliputi modal, teknologi, dan organisasi. 

sedangkan faktor eksternal meliputi dukungan dari pemerintah pusat 

dan daerah, advokasi dan kerjasama dengan instansi terkait. 

5.2 Saran 

Sedangkan beberapa saran yang dapat dibcrikan o\eh penulis adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam hal upaya BNN untuk meningkatkan pemberdayaan LSM, ada 

baiknya BNN dapat memboat suatu rumusan kebijakan atm.1 pedoman 

mcngenai suatu metode pemberdayaan yang bersifat implementatif. 
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Dalam kebijakan atau pedoman tersebut nantinya juga dapat diatur 

mengenai mekanisme hubungan kerja, koordinasi dan monitoring 

antara LSM dan Bl\'N. Diharapkan bila telah ada b"Uatu kebijakan 

atau pedoman yang bersifat baku, maka koordinasi dan kerjasama 

LSM dengan BNN dapat berjalan secara kontinyu dan sinergis. 

Selain itu bag! pihak LSM diharapkan juga dapat memiliki inovasi­

inovasi baru untuk mengembangkan suatu model usaha atau sumber 

pendanaan yang bersifat independen, guna menunjang operasional 

kegiatan mereka dalam upaya pencegahan babaya Narkoba. 

2. Berkaitan dengan upaya optimalisasi pemberdayaan hagi LSM, BNN 

harus memiliki komitmen yang kuat guna merumuskan upaya·upaya 

tersebut. Selain itu adanya pandangan bahwa BNN sebagai instansi 

pemerintah berada pada posisi yang lebih tinggi dari LSM, haruslah 

dihilangkau. Dengan adanya pemahaman akan kesetaraa.n, diharapkan 

impiementasi dari hubungan ker:iasama dan koordinasi tersebut dapat 

scgera terwujud. Bagi LSM juga disarankan dapat menjalin 

kerjasama yang efektif dan kontinyu dengan sesama LSM lain, 

sehingga pada akhirnya dapat menimbulkan kebersamaan di kalangan 

LSM. 

3. Ada baiknya bagi Bl•iN untuk dapat melibatkan partisipasi LSM 

dalam proses perencanaan program-program kegiatan BNN. 

Diharapkan melalui proses tersebut akan tercipta keterpaduan, 

keterbukaan, suasana akrab dan kebersamaan antara BN!'f dan L&Vf 

dalam melaksanakan program pencegahan penyalahgunaan Narkoba. 

4. Selain itu BNN juga dapat bekerjasama dan mengoplimalkan peran 

organisasi BERSAMA. yang merupakan koordinator dari LSM -

LSM di bidang penanggulangan bahaya Narkoba di Indonesia, guna 

mencapai hasil yang rnaksimal da!am upaya untuk rnemberdayakan 

para LS.l\1, 
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5. Untuk penelitian lanjutan, agar para pengambil keputusan (stake 

holder) di BNN dan organisasi BERSAMA sebagai kaordinator LSM 

bidang Narkoba juga dapat diteliti guna mendapatkan masukan -

masukan data dari sisi lain. 
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Lampiran 1 : Hasll wawancara dengan Jaya Sak.ti 

BASIL WAWANCARA 
DENGAN NARASUMBER LSM JAYA SAKTI 

(Sdr. NANO SUKATNO) 
Senin, i.7 Oktober 2008 

1. Intensitas hubungau I koordinasi dengan BNN : 

"Se/ama ini dirasakan hila BNN membutuhkan LSM, maka BNN baru akan memanggil 
atau melibatkan LSM Selain itu tidak ada kontrol dari BNN terhadap kegiatan atau 
laporan kegiatan LSM tiap bu!annya. Seandainya LSM mengirimkan laporan kegiatan 
pun dari BNN dirasakan tidak ada timbal baliknya, sebagai contoh dalam bentuk bantuan 
dana untuk operasional kegiatan LSA1". 

2. Tingkat kepuasan atas bantuan 1 koordinasi BNN : 

"Belum merasa puas. Umumnya para anggota l.SA;f tidak laln1 mengenai status mereka di 
BNN, apakah sebagai anggota. mitra atau rekanan Selama ini hubungan BNN deugan 
LSM lebih tergantung kepada kebijakan Kepala Pusat Pencegahan atau Kalakhar yang 
sedang menjabat saja ", 

3. Perlukah adanya R"'N : 

"Sangat diperlukan, sehagai suatu institusi yang memiliki kewencmgan untuk mcncmgani 
pennasalahan Narkoba di Indonesia, baik dari sisi pencegahan, pe11egakan hukum 
maupun terapi rehabiUtasi ", 

4. Pandangan mcngenai keberadaan BNN: 

"BNN dirasakan lmrang memberikcm fimgsi konlrol dan kerjasama terhadap LSM, dan 
hingga kiui pun kondisi tersebut rnasih dianggap senna". 

5. Peran yang diharapkan dari Bl\"N : 

"Berharap agar BNN dapat memantau, mengarahkan dan menjembatani kegiatan para 
T-SM. Kamijuga herharap agar BNN dapal mengm1ggap LSM sehagai anggoia BNN atau 
mitra untuk kemudian memberlkan m·ahan dalam melaksanakan kegiatanuya di bidaug 
pencegahan, penegakan hukum atau terapi rehabilitasi. Bila BNN dapal menyentuh para 
LSM-LSM yang bergerali di hidang penanggulauf.:.TUU Narkoba, kami yakin hal ter .... ebut 
akan meringaukan tugas BNN. BNN juga dapat mcugajak perm; serla LSM dalam 
bethagai bemuk kegiafan sosia/isasi yang berslfat kominyu (1 3 bulan sekali) ". 

6. Saran terhadap BNN: 

"Unluk bisa meraugku! f)J~H. maka BNN hams dapat memberikan dana sehingga kegiafan 
LSM dapat terus be1jalan K(tmi berharap pada APBN BNN talum 2009 dapal diupayakan 
anggartm uutuk pemherdayaan !.SM. sehingga nm1tinya hubuugcm BJ>lN dan LSA-f dapat 
berjalan konlinyu lidak lu:mya terbalas pada sualu kegiafan lertentu saja. Se/ain ifu 
diperlukan juga dukuugan moral dan pertanggung jawaban dari BNN, karena da/am 
me!aksanakan kegiatannya LSM seting hams berbemwrm dengan para bandar ataupuu 
pemakai Narkoba. Rila LSM Ielah dtberika!J dana. maka LSA4 juga herkewajihan Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009
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memberikan laporan kegiatannya dalam waktu per minggu. bulan atau triwulan. Sebagai 
txmtoh, pada talnm 2008 ini Pusat Pencegahan BNN memi/iki program utama Anti Drugs 
Campaigne Goes to School and Campuss. Bi/a BNN menginginkan program tersebut 
sukses dan dapat herjalan maka BNN harus melibatkan LSM, karena LSM memiliki 
jejaring untuk bergerak ke berbagai perljuru wilayah untuk menjangkau masyarakat. 
Kegialan BNN dirasakan lebih hanyak bersifat boombastis pada awalnya namun kemudian 
tidak terdengar lagi. Bila BNN dapat melihatkan atau menggerakkan LSM maka hal itu 
al«m mempermudah kinerja dari BNN sendiri. BNN juga dapat menjalankan fimgsi 
control dengan menjadikan LS'M sebagai pilot project suatu kegiatan. sehingga dengan 
demikian kegiatan pencegahan bahaya Narlwba dapat fer-cover kare!Ul banyak LSM yang 
membantu di dalamnya". 

7. Bantuan yang didapat dari BNN: 

"Kami pernah mendapalkan dukungan dana dari BNN untuk pelaksanaa11 kegiatan dalam 
rangka peringatan !far! Anti Narkaba Intemasional (HAN!) pada ta/run 2006 sebesar Rp. 
25. 000.000,-. Namunjumlah dana tersebut dirasakan kurang setimpal karena kami harus 
mengerahkan massa sebanyak 20 ribu orang, sehingga pada akhirnya harus menombok. 
Bantuan lain yang didapmkan mungkin keikutsertaan dalam pr:laiihan yang diadakan 
BNN". 

8. Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN: 

"Umumnya BNN baru melibatkcm L"JM dalam kegialcm yang bersifat tah11nan dan be:'fa.r, 
sebagai contoh periugalan HAN! pada tiap tahun Jadi hubungan lebih bers~fat sesaat, 
kalau. BNN membutuhkan L..'Jvf maka haru akan memanggil. Sebagai contoh, Bag Humas 
BNN tidak pemah memfasilitasi upaya koordinasi dengan para LSM da/am sebuah 
pertemuan mingguan atau bulatUtnumuk menanyakan ktporan kegiatan para LSM, jadi 
hubungan BNN dengcm LSM seperti bersifat maser bodoh. .Jika iuginlercipta sinkronisasi 
antara BNN dengan LSNI lentunya hubmzgan tersebut harus diperbaiki menjadi hubungan 
yang lebih bersifat kominyu guna membahas serta melaksanakan upaya pencegahan 
Narla:Jba secara bersama-sama. Selain ittt nnmgkin ada bailmya bila posisi LSM di BNN 
dapal disamakan kedudukannya dengan para anggota BNN yang berasal dari hJstansi -
instansi pemerimah, kan.ma l.SA1 dapat menjangkau masyarakat hingga ke bawah, 
sedangkan instansi pemerintah Lidak memiliki kemampuau tmtuk itu ''. 

9. Metode yang dilaksanakan dalam kegiatan pencegahan: 

"Jumlah anggota a/au relcrwan Jaya Sakti kurang {ebih 15.000 ~ 20.000 orang di !JKf 
Jakarta, khususnya wi/ayah Jakarta ,)'elatan. Jcrya .Sakti memjokuskcm pada kegialan 
o/ahraga sambil memberikan peuyuluhan atau pe::;an-pesan temang bahaya 
penyalahgrmaan Narkoba. Kami berusaha meugajt1k para anggota untuk menjadi 
manusia yang baik dan memiliki kemampuan meno/ak Narkoba dengan cara memiliki jisik 
dan mental yang sehat gwta membentuN ah/aqul qarimah Saat ini kami telah memi/iki 10 
cahang olahraga dan mengarahkan para anggota untuk mengikllli cahang nlahraga sesuai 
minalnya. Untuk fisik dibentuk me/alui ofa!Jraga, s~dangkan mental karm latih me/alui 
program pengqpanmfin yang diselipi penyuluhao tentang Narkoha. Selain itu kami juga 
melaksanakan penyulu/um pada kelompok- ke/umpok pengqpan, majelis taklim, dan arisan 
;bu rumah tangga. Bagi auggota Jaya .)'akli yang telah menerima pelatihan .fr.F.;,ilitator 
dari BNN juga kami wajibkan unwk dapat memberikau penyuluhan kepada cmggota 
masyarakat lai!mya mmpun pada saat pelaksanacm kegiatan o/ahraga ". 
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10. Rencana/program ke depan: 

"Selain olahraga dan majelis taklim, rencananya kami juga akan menyentuh kepada 
kelompok Promuka dan pecinla alam rmtuk dilibatktm dalam kegialan pencegahan bahaya 
Narkoba". 

11. Faktor penghambat : 

"Masalah anggaran serta minimnya fasilitas olahraga yang kami miliki sudah past/ 
muijadi penghambat. Saat ini kami baru memilild satu buah lapangan sepakbo/a dan iiu 
pun belum bersifal permanen di wilayah Cinere. 

12. Faktor pendukung : 

"Untuk menyiasali masalah anggaran, kedepannya kami akan mengopfimalkan para 
anggota yang memiliki usaha rmtuk dapat memberikan 2,5 5 % dari keulltungan 
usahanya pertahun kepada YtzyaSGJt Jaya Sakti, disamping luran dart para anggota lain 
sebesar lip. 1000,-per bulan". 

13. Saran agar kegiatan pencegahan menjadi rokus & efekiif: 

"Pada tahun 2007, BNN pernah menyelenggarakan Rakor LSM, namun agenda rakor 
tersebut dirasakm1 tidak mengena kepada progress dari program. Sebagai contoh, da/am 
rakor tersebut dibahas mengenai rencana kegiatan Anti Drugs Campaigne Goes to School 
and Campus. Namun setelah launching kegiatan tersebut pada tahun 2008, hingga kini 
gaungnya tidak terdengar lagi, padahal program tersebut hanJs dibina secara kontinyu 
karena kegiatan sekolah dan kampus terus betjalan setiap harinya. Oleh karena ittt 
diharapkan BNN dapat lebih serius da/am pelaksanaan setiap program pencegahan yang 
dilalml.:an kepada masyarakat ~"Crta tidak lupa untuk melakukau upaya monitoring dan 
evaluasi". 
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Lampiran 2 : HasH wawancara dengan SAN 

HASIL WAWANCARA 
DENGAN KETUA PRESIDIUM SATGAS ANTI NARKOBA (SAN) 

(Bpk. ANBARNASUTION, SE) 
Senin, 27 Oktober 2008, Pukul. 13.00 - 14.00 W"IB 

1. Instensitas hubungan I koordinasi dengan BNN: 

"Sangatjarang .... , hanya bila ada kegiatan tertentu saja ". 

2. Tingkat kepuasan terhadap bantuan I koordinasl BNN : 

"Kami sama sekali belum merasa puas dengan adanya BNN terhadap keberadaan kami 
se/aku LSM til bidang Narkoba, birokrasi di BNN sering menjadi penghalang hagi kami ". 

3. Perlukah adanya BNN: 

"Scmgal diperlukan ... diharapkan nantinya akan ada lembaga sertngkat menteri t.mtuk 
melakukan penanggulangan bahaya Narkoba ycmg memi/jki kewenangan untuk 
menyelidiki, menyidik dan merumluf sepeiti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Selain ilu juga punya tangguug jawab khusus. tidak hanya sekedar mengkordinasikan 
Lemhaga itu juga hams lehih hanyak bekerja aktif di tengah masyarakat, membua/ 
pmgram dan me/aksanakan program tersehut se11a mengawasi instansi I departemen 
terkait yang juga menangani permasalahan Narkoba, misalnya Departemen Keuangan cq. 
Ditjen Bea dan Cukai, karena bea <.:ukai bertugas mengawasi lapangan ttdara .serta 
pe/abuhan /aut. BNN juga hams masuk ke dalam Depdiknas atau Dlkti karena disana 
menyangkut para anak sekolah dcm mahasiswa. Oleh karena kedudukan BNN han1s 
sangat lr:uat dan tidak culmp herpayung hukum pel]Jres saja. Saya selaktt Ketua 
Presidhrm SAN dan anggota Komisi lfl DPR-RI, yang juga merupakan anggota pcmsus 
revisi UU Narkolika berpendapat bahwa harus dibentuk sebuah lembaga yang sangat kuat 
unllik menangani permasalahan Narkoba, seperli halnya KPK, karenajika Udak bangsa 
ini akan mengalami loss generatiom;". 

4. Pandangan rnengenai keberadaan BNN saat ini: 

"Saat ini kami me/; hat baJrwa BNN belum maksimal dalam upaya me/akukan pencerahan 
bagi masyamkat di bidang pencegahan hahaya Narkoba. Upaya pencegahan yang 
dilakukan BNN lebih hauyak bers{fat pemasangan balon-balo11 udara bertuliskan say no to 
dntgs atau pemasangan spanduk-spanduk. Bailmya BNN hila membuat spmuluk dapat 
menggmrakan gamhar-gambar yang scram, yang dapat mengakibatkan rasa takut bila 
seseorcmg atau anggola keluarganya sampai menggunakan Narkoba. Selain ifu kami 
juga beranggapan bahwa promosi melalui media te/evisi dengan pesan-pesan ycmg 
berhahasa Inggris dirasakan kurang efekrif, karena masynrakat yang di desa4esa belum 
fentlt mengerti. BNN juga belwu dapat melakukanupaya terhadap hak pemaka; Narkoba 
untuk mcndapatkan rehcrhilitmi, nanmn juslru makrh dimas11kkan ke penjara. Juga ada 
kec~tndenmgan bahwa di BNN hanya merupakan tempat transit para pejabat dart Mabes 
Polri wrtuk memmggu dau kewudiau dipromosikan kepada jabatan lain yang /ehih tinggi. 
Padahal BNN merupakan /embaga yang diharapkan mampu untuk dapat menanggulangi 
permasa/alum Nurkoba, bukan sekedar lemhaga ecek-ecek. Upaya penr.egahau yang 
dilaksanakan Blv'N saat ini dianggap lebih hersifat jalamorgana atau lip smvice saja, /ebih 
bm~vak bers{fat Mmbauan til media, pcmasangan ~,panduk atau rapal~rapat saja, kurang 
te1jun langsung kepada mmyarakai. BNN harusnya dapat /ebih melihatkcm LSM, karena 
!.5!\t[ memiliki kemmnpuanwtwk f(!ljmt fangsunR kepada komnuitas mas:varakat ··. Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009
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5. Peran yang diharapkan dari BNN: 

... Baiknya BNN dapat menggcmdeng para LSM sehingga dapat memiliki tangan-tangan di 
masyarakat. BNN dapal memima LSM untuk melakukall prmcerahan tentang Narkoha 
kepada komunitas masyarakat. Kondisi yang ada sekarang ini lehih banyak BNN meminta 
masyarakat untuk datang dan diberikan ceramah. Saat ini banyak komunitas masyarakat 
yang telah mengelompokkan diri tmtuk membentuk LSM di bidang penanggulangan 
Narkoba. BNN sehagai institusi pemerimah harusnya dapat memanfaatkan LSM untuk 
menjadi mala-mala BNN dalam hal penegakan hukum kasus Narkoba, karena polisi 
memili/d keterbatasan. Kemudian dalam hal terapi, pemerinlah memiliki keterbatasan 
dana untuk menanggukmgi para pecandu, oleh karenanya pemerintah harus mampu 
menstimttlan para masyarakat yang memiliki panti-pcmti rehab". 

6. Saran terhadap BNN : 

"Akan lebih tepa! hila BNN dapat menggandeng kormmitas ulama, pendeta, biksu, dan 
sebagainya yang Ielah dilatih menjadi penyuluh Narkoba, untuk menyampaikan pesan 
tentang Narkoba kepada para umatnya, Bila perlu, BNN dapat mengalokasikan anggaran 
khusus tmtuk memberikan honor kepada mereka. Sefama ini upaya yang dilakukan BlVN 
lebih banyak kegiatan seminar hotel···· hotel berbintang SCl}a''. 

7. Bantuan yang didapat dati BNN: 

'~Hingga .mat ini kami se/aku LSM Satgas Anti Narkoba belum pernah mendapatkan dana 
dari BNN". Bantuanlain mungkin sebatas buku-huku arau sebagai peserta pelatihan". 

8. Upaya untuk mensikronkan BNN dengan LSM: 

"Pada intinya J,SM harus mengacu pada apa yang diprogramkau oleh BNN dan BNP. 
SAN lahiF unluk menyahuti panggilan dari Blv'N sebagai /embaga pemerintah. untuk 
menymnpaikan program BNN ke tengah-tengah masyarakat. Terlalu pendek tangan BNN 
hila diharapkan untuk teJjll11 kmgsung ke masyarakat. Biwkrat yang ada saat ilti terlalu 
malas untuk terjun langsung kepada masyarakat. SAN lahir dengan harapan agar di 
lingku.ngan RTJ RW dapat memhangun salgas-..mtgus anti Narkoba dengan komunitasuya 
sendiri~sendiri. Dapat dibual tim-tim kerja di BNN, BNP dan BNK untuk memantau 
aktivitas I kiner:Ja dari LSM terse but di tmrgah masyarakal, karena ada J)tga LSM yang 
menyatakan bergerak dalam hal penanggulangan Narkoba tetapi ma!ah menjual 
Narkoba". 

9. Metode dan kegiatan SAN dalam pence.gahan; 

''SAN mrmgutamakan pencegahan. Dalam programnya, SAN memherikan bimbingan, 
stimuian dan sebagainya mengenai apakah yang di111aksud dengan Narkoha, bahayanya 
serla upaya penanggulangannya, Kami berharap bi!a SAN Ielah terbenfuk di linglmngan 
RT I RW, maka sempitfah nmng gerak peugedar sehingga peredaran Narkoba menjadi 
kecil karena masyarakat Ielah tahu hahayanya. Selain 1tu kanu juga melaksanakau 
upaya penegakun lmkum, dalam arti setiup warga negara lodooesia jika melihat 
seseorang membcnva atau metnakai Narkoha maka wajiblah ia umuk meluporkan kepada 
pihak yang berwajtb. Jika ia tidak melaporkan, maka memmtt Undang-tmdang Narkolika 
ora11g tersebut sama dengan si pemakai Narkoba. lvfasyamkal btsa menangkap jika 
melihat xe.reorang yang sedang menggrmakcm Narkoba utau meugedarkan kemudian 
menyerahkan kepada polisi, yang lidak holeh adalah jika masyarakat menye/idiki alau 
menyidik. Kami tidak hanya memherikan pem:erahan kepada masyarakatte!1lattg bahaya 
Narknba /elapi juga me1~jelaskan telllan}f masalaiHnasalah hukum. sangsi /wkum. dan 
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upaya penegakan hukum yang dapat dilakukan. Selain hidang pencegahan dan 
penegakan hukum, SAN juga membant11 masyarakat dalam hal kanseling bagi karban 
penyalahguna Narkoba. Jika si korban dalam kundisi yang parah maka kami a/can 
merujuk a/au membawa ke RSKO a/au 1m it rehabilitasi Narkaba di BNN. naah. ... disinilah 
kami baru merasa pentingnya keheradaan BNN, lainnya tidak". 

10. Rencana/ program SAN ke depan: 

"Untuk kedepcmnya, SAN akan terus berusaha untuk mcmhentuk satgas-satgas anti 
Narkoba hingga komrmita.-.. terkecil yaitu RT dan RW. Selama ini SAN telah 
melaksanakan pencerahan di kelurahan, komunitas ibu nfmah tangga, kelompok peugajian 
dan para orang tua murid sekolah Bila masyarakat yang diberikan penyu/uhm1 telah 
paham tentang bahaya Narkaba, maka selatyutnya akan diberikan pemahaman mengenai 
langkah-langkah apayang hams dilakukan bila mereka melihat para pengedar Narkoba di 
lingfamgannya, diharapkan upaya inf dapal berjalan secara simultan ". 

11. Faktor penghambat : 

"Masalah pendanaan ... Sumber dana kami hanya berdasarkan sumbangan secan1 
swadaya dari para anggola sehingga ruang gerak metyadi sangat terbatas, padahal 
hampir setiap saat masyarakat meminla komi untuk melakul«m penyuluhan. Kemudian 
jUbT(l tidak adanya perhatian atau dulamgan dari pemerintah, dalam hal ini BNN dan BNP 
untuk membina kami secwu rutin rkm terarah. Saat ini kami juga mulai mengembangkan 
kope1·asi yang menjua/ barang~barang kerajinan karya para relawan SAN sehagai 
petunnbah modal bagi kami uutuk melaksanakan kegiattm ". 

12. Faktor pendukung : 

"Adanya perhaticm dan dulamgan dati masyarakat yang merasa khawatir akan bahaya 
Narkoha terhadap keluarganya, sehingga mereka secara sukare/a mendulamg langkah­
langkah SAN". 

13_ Saran agar kegiatan pencegahan fokus & efektif: 

"Di Indonesia harus ada salu lembaga kuat yang menangani permasalahan Narkaba, 
meliputi bidang pencegahan, penegakan hukum, dan terapi. Terkait dengan depariemen­
departemen yang memililri anggaran P4GN, merupakan tugas BNN untuk 
mengkoordinasikan deparlemen tersehut. Kon..,·ep kebijakan di bidang pencegahan, 
peuegakan hukum, terapi re!Jabilitasi haruslah dibuat oleh BNN, kemudiau 
dikoordtJ1t1,">'ikan dengan departemen terkait, jadi tidak diserahkan begitu saja kepada 
departemen u!Uuk membuatnya. Saat ini lxmyak departemen yang memiliki anggaran di 
bidang Narkoha (Depso_.,~ Dilmas, Depag, dsb-nya). Umumnya para departemen tersehut 
memilHd istilah-istilah yang berbttda dalam menyebut Narkaba, ada yang menyebui Napza 
atau madat. Perbedaan persepsi tentang istilah Narkoba terse hut dapaf mengakibmkan 
kebingungan pada masyarakal 0/eh sehah itu diperlukan salu lembaga untuk belld­
betul dapat mengkoordinasikanuya. Bila ncmfi memerlukan banfuan ustadz ata11 ttlama, 
BNN dapaf herkoordinasi dengau Depag. Sebagai contoh, BNNjuga dapal fllemberikcm 
m·ahan, materi, bimbingan kepada guru - guru yang direkomendasikan o/eh Depdiknas 
atau JJikfi, jadi bukan berarli BNN menyerahkan begiht saja kepada Depdiknas untuk 
melaksanakannya sendiri. Kami saugat setuju jika keseluruhan anggaran di bidaug 
peJ1(mggulangan Narkoba yang ada di berbagai deparfemen ilu dipu.wtkan dJ BNN, 
dengan cataf(m ke/embagaan RNN horus diperbaiki terlebih dalmlu meujadi sebuah 
lembaga Negara, dengan payung hukum undaug-undang, sehiugga kerfanya dapaJ jelas, 
bnkan hanyrr mengkoordinasikan sqja ''. Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009
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BASIL WAWANCARA 
DENGAN KETUA UMUM I~SM FYORD 

(Bpk. M.S. PELU, M,Pd) 
Selasa, 28 Oktober 2668 

L Intensitas hubungan I koordinasi dengan BNN : 

"Koordinasi dengan BNN Ielah dimulai sejak talnm 2000 pada saat masih bernama Badan 
Koordinasi Narkotika Nasional (HKNN) dengan intensitas kunjcmgan satu minggu sekali 
ke BKNN, yang kemudian menjadi satu bulan sekali. Saat ini hisa dikatakun kutijungtm ke 
BNN sangat janmg, namu.n hal iiu disebabkan bukan karena kurangnya intensiias 
huhungan tetapi lehih karena F'yord te/ah semakfn percaya diri untuk melakukan upaya 
kampmrye sendiri herdasarkan kepada materi atau pembekalan yang diberikan oleh 
BKNN Kunjungan terakhir ke BNN ada/ah pada wakht pelepasan Ka/akhar BNN Made 
Mangku Pastika, setelah Uu belum pemah berkoordinasi lagi dengan BNN". 

2" Tingkat kepuasan atas bantuan I koordinasi BNN : 

"Saat ini cukup merasa puas alas segala bantuan materi- mater/ tentang Narkoba yang 
telah diherika!l oleh BNN". 

3. Perlukah adanya BNN: 

"SanJ?Clf perlu ... , bahkan berharap BNN dapat memjasilitasi adanya LSAf~LSM saat ini 
yang bergerak di hidang peucegahan bahaya Narkoba, sehiugga hila LSM melaksanakan 
kegiatan operasiona! akan lebih mudah koordinasinya karena berada di bmwlh BNN". 

4. Pandangan mengenai keberadaan BNN: 

"BNN :::.uat ini dirasakan sudah semakin maju dari segi jumlah sumher daya manusia dan 
fasilitas. Selain itu BNN memiliki pendanaan yang semakin besar untuk menanggulangi 
permasalahan Narkoba ". 

5. Peran yg diharaplmn dari BNN: 

"BNN merupakan motor penggerak di pusat, kemudian di daerah ada BNP dan BNK/Kula. 
Bailmya BNN dapat memperkuat posisi dari BNP da11 BNK tersebut, karena Ketua BNP 
dan BNK dipegang uleh Wagub dan Wakil Bupati, ada kecendemngan jabafan fersebut 
digunakan sebagai sarana politis untuk penggalangan massa. Selain ilu ada baiknya dari 
pihak BNN dapat terjun langsung kepada BNP dan BNK untuk memonitor pelaksanaan 
kegiatcm ". 

6. Saran terhadap BNN : 

"Berharap dapal JJiefaksanakan sesegeu1 numgkiu et..: .. -ekusi mali lerhadap terpidana kasus 
Narkoba yang Ielah memprmyai kekuatan !mkum yang tetap. Selain itu berharap agar 
kineJ:fa dan ke1jasama an tara BNN dan LSNJ dapal memiliki tiudak lanjul. Pada wakttt 
peringatan HAN! 2008 di !slana Negara .Jakarta, kami bersama 9 L.%1 lailmya 
menyatakan sikap umuk melawan Narkoba di hadapcm Presiden JU, namun selepas acara 
terscbut kami merasa men:lw seolah-olah diahaikan oleh B1vN 0/eh karena itu kami 
berharap agar BNl"l dapat IJit>JJtberilmn fasilitav fempat afau status yang )elm: bagi LSA4, Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009
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karena tiap pergantlan Kalakhar BNN selalu memptmyai kebijakan yang berbedn 
terhadap LSM". 

7. Bantuan yang di dapat dari BNN: 

"BNN mendukung selunthnya apa yang kami imginkan, kecuali masalah pendanaan. 
Sebagai contoh bila kami membttat acara selalu dihadiri oleh utuscm dari BNN. 
Kemudian komi juga pernah diundang untuk mengikuti pelatihan fasUitator Narkoha yang 
diadakan o/eh BNN". 

8. Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN: 

"Baiknya BNN dapat menugaskan saht orang kepala bidang (Kabid) di Pus Cegah Lakhar 
BNN yang berftlgas untuk selalu herkoordinasi dengan LSM, sehingga antara program 
LSM dengan apa yang diinginkan BNN dapat berkesinambungan, sebagai contoh kegiatan 
rapat koordinasi LSM dengan BNN yang diadakan sebulan sekali. Mengenai masalah 
pendanaan, kami beranggapan bahwa BNN telah memberikan penjelasan kepada para 
LSM mengenai upaya untuk mendapatkan pendanaan dengan memanfaatkan dukungan 
dari pihak ketiga a/au sponshorship ". 

9. Metode yang dilaksanakan dalam keg:iatan pencegallan : 

"Selama ini kami lebih menekankan kepada pengenalan tentang bahaya Narkoba di 
ling!amgan sekolah. Selain itu kami juga mengadakan bimhingan terhadap sepuluh orang 
peng&runa Narkoba yang mengidap HIVIAIDS, namun saat ini sembilan dari sepuluh 
oumg tersebuf Ielah meninggal. 5.'elain ilu juga kami melaksanala:m kegiatan penytduhan 
di kelompok-kelompok pengajian dan SMP Terbuka "_ 

10. Rencana program kc depan_: 

"Berusaha untuk mewujudkan salah satu misi kami, yaitu peduli pembangunan bangsa, 
dengan konsep bermain tidak dengan Narkobct, hergaul tidak dengan Narkoba dan 
mengurangi jumlah pengguna Narkoba ". 

11. Faktor penghambat: 

"Mrmgkin seper!i LSM kebauyakan, masalah pendanaan dan prasarana yang kurang 
memadai menghambat komi untuk melaksm1akan kegiatan Sumber pendanaan FYORD 
saat ini berast~l dtrri ,'~;ebagian gaji saya dan ish·i, iuran dari para anggota atau relawan 
FYORD serta pemasukan sumher usaha dari FYOi?D Selular. Untuk kaufvr xekretariat 
FYORD scndiri selwrang ini masih di rumah saya, behon ada tempaf sendiri •·. 

I2. Faktor pendukung ~ 

''Kami bttnyak mendapatkan dulamp,an dari mu::,yarakat, khususnya para pelajar dan 
pemuda. Selain itu Juga koordinasi yang masih terus be1jalan dengan RNN kami anggap 
sehagai faktor pendukuug , .. 
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13. Saran agar kegiatan pencegahan mcnjadi rokus & erektir: 

"Sebenamya BNN pernah meminta masukan dari para LSM mengenai upaya pencegahan 
yang efektif kepada masyarakat, dan LSM JRI!l telah memberikan masukan lersebut kepada 
BNN Namun kami menilai BNN belum menindaldanjuti masukan-masukan dari LSM 
tersebut. Dahulu upaya pencegahan Narkobu lebih banyak bersifat pemasangun spanduk­
spanduk di linglamgcm RTIRW, namun sekarang Narkoba telah mwjadi permasalahan 
lintas sektoral, sehingga tmtuk penanganannya diperlukan perhatian dan komitmen yang 
lrebih serius lagi dari berbagai elemen pemerintah, LS!vf dan keluarga ". 
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Lampiran 4 : Hasil wawancara dengan YKPI 

HASll, WA W ANCARA 
DENGAN NARASUMBER LSM YAYASAN KELUARGA PENGASill INDONESIA 

(YKPI) 
flllU MEILANI) 

Minggu, 2 November 2008 

1. Intensitas hubungan LSM deiOgan BJI<N : 

"YKPI merupakan non government, sedangkan BNN government. Umumnya YKPI 
datang a/au berkoardinasi dengan BNN bila mendapalkan wukmgan dari BNN, begitu pun 
YKP I akan mengundang BNN bila ada kegialan ". 

2. Tingkat kepuasan a.tas bantuanlkoordinasi BNN ! 

"Belum merasa begitu puas dengan hantuan yang diberikan o/eh BNN, tetapi sudah jauh 
lebih baik sejak BNN dipimpin o/eh Pak Made Mangku Pastika. Selama ini BNN 
dianggap terlalu birokrasi, narmm semerljak dipimpin oleh Made Manglm Pastika telah 
~terjadi peningkatan dalam hal komunikasi dan kerjasama antara YKPJ dengan Blll'l". 

3. Per!okab adanya BNN: 

"Sangat petlu, pemerintah melalui BNN perlu memberikan arahcm dau policy hagi LSM 
untuk bergerak secara Jebih balk dan terkoordinasi di bidang pencegahan 
penyalahgunaan Narkoba ". 

4. Pandangan mengenai keberadaan BNN saat ini: 

"Keberadaan BNN dirasakan Ielah memiliki manfaat dan semakiu meningkat". 
Terhentuknya BNN merupakan bu.kti !ws€riusan pemerintah dalam menangani Narkoba di 
Indonesia ini". Dengan adanya BNN sekarm1g ini, banyak kasus-kasus peredaran 
Narkoba yang hisa tenmgkap. BNN juga cukup haik dalam mekrksanakau upaya 
pencegahan kepada ma(}yarakaJ ". 

5. Peran yang diharapkan dari BNN: 

"YKPJ merupakan suaht forum keluarga para mantau peccmdu Narkoba. BNN 
diharapkan dapat membuat suatu kebijakan khusus baJ;.,ri para keluarga korhan pecandu 
Narkoba, mengingat keluarga juga turut menjadi korban, bukan hanya si pccandu. Pusat 
Terapi Rehabililasi J.akhar BNN, melalui peran dr. Henny beberapa waktu yang /afu telah 
memprakarsasi terbentuknya suatu fnrum komumkasi a/au memberikan pendidikan hagi 
para orang tua yang analmya menjadi pecandtt Narkoba, dan kami bersyukur akan hal 
itu ". 

6. Saran bagi Bl\'"N : 

"Ranwan yang telah diberikan oleh Blv'N sudah cukup d1rasaka11 ofeh LS..M, nannm 
akmgkah haiknya hila terus di-follow-up. Kami juga berharap bahll'a setiap kali 
kepemimpinan dt BMV bergcmll, tefap ler_iadi kesinambungan dalam kebijaksanaan Blv?V 
mengenai !Slvf, sehingga ke1:;asama dalam program ke1ja dapal be!jalaulerus". 
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7. Bantuan yang di dapat dari BNN : 

"Belum pemah mendapatkan dmm dari BNN. Bantuan yang didapatkan ba171 bempa 
dukungan saja, selail; Jentunya materi-materi penyuluhan seperli buku, poster, leaflet". 

8. Upaya sinkronisasi kegiatnn LSM dengan BNN: 

"BNN merupakan pihak pemerintah sedangkan LSM bukan. Terkadang masalah birokrasi 
sering menjadi penghalang koordinasi antara LSM dengan BNN. Oleh karena ilu agar 
BNN tidak lerla/u kaku dalam berhubungan LSM, karena permasalahm1 Narkoha 
merupakan sebuah isu nasional yang memerlukan perhalian dari berbagai elemen bangsa, 
bukan hanya o/eh BNN saja". 

9. Metode yang dilaksanakan dalam giat pencegahan : 

"Saat ini kami melakukan rehabilitasi dengan metode Theurapetic Community (TC) 
kepada anggota keluarga yang terkena Narkoba. Dengan metode TC ini semua lini 
keluarga disentuh, yang kami sebut bio-psyco social. Kepada para orang tua dan 
anggota keluarga dari si pecandu, kami memberila:m pengetahuan mengenai Narkoba, 
karena bcmyak para orang tua yang justru belum mengetahui tentang bahaya 
penyalahgunaan Narkoba. Bila para orang tua tersebut Ielah memilikt informasi tentang 
Narkoba maka diharapkan dapat menginformasikan kembali kepada anggota keluarganya 
yang lain agar tidak menggunakan Narkoha ". 

10. Rencana program ke depan : 

"Kami akan berusaha memaksimalkan visi dan misi kami zmtuk membantu pemerintah 
dalam upaya penanggulangan bahaya Narkoba, dengan cora membentengi para keluarga 
lndomm·a atau membuat sebuah kelmalan melalui rumah langga unluk melawan 
penyalahgunaan Narkoba ". 

1 L Faktor peugbambat : 

"Dana mempakan penghambaf utama. Sulii sekali bagi kami menggugah para pc:mibk 
peru.mhaan-perusahaan untuk dapa! memberikan bamuan ". Dana yang kami peroleh 
biasanya berasa/ dari :mmbangan para anggota afau kami juga mencari sponsorship 
kepada perusahaan-perusahaan S~!lasta". 

12. Faktor pendukung: 

"Adanya dukungan yang besar dari masyarakat terulama para keluarga pecaudu Narkoba 
yang membutuhkan kehadirau YKPI unluk memberikan kelmatan moril atau mothvl·i bagi 
mereka. Se/ain itu juga adanya komitmen yang tinggi dari para cmggota YKP! scmgal 
memhantu kami unluk tetap eksis" .. 
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13. Saran agar kegiatan pencegahan menjadi fokus dan efektif; 

"Beredamya Narkoba saat ini di Indonesia dikarenakan adanya faktor ketersediaan 
Narkoba itu scndiri. sehingga mengakihatkan adanya kebutuhan. Tersedianya Narkoba 
tersebut salah satunya diakibatkan karena piranti hu/,.um yang belum berjalan dengan 
benar di Indonesia ini. Sebagai contoh. di lembaga masyarakai hanyak diisi o/eh para 
'korban penyalahguna Narkoba, dimana para korban terselml harusnya mendapal upaya 
rehahilitasi dart pemerintah. Dikhawatirkan para korban yang masuk ke dalam Japas 
justru akan be/ajar lebih banyak lagi tentcmg Narkoba. Kami sendiri merasa bahwa 
membina para karbmr yang telah kehtar dari tapas jauh /ebih sulit bila dihandingkan 
dengmr para karhan yaug /ang1mng mendapatkan rehabtlitasi. Bagi mereka yang belum 
terkena Narkoba, upaya peucegahcm dapat dimulai dengan para pendidik dan orang tua. 
Orang tua harus memahami dan memiliki wawasan yang luas hila mereka herbicara 
masa/ah Narkoha di dalam keluarga, karena banyak justro anak-anak mereka lebih paham 
dan menguasai tentang Narkoba. Mereka dapat lehih paham tentangjenis-jenis Narkoba, 
cara mendapaikan dan memakai Narkoba. Oleh karena itu para orang tua diharapkan 
tidak menjadilengah ". 
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Lampiran 5 : Hasil wawancara dengan YCAB 

HASIL WAW ANCARA 
DENGAN HUMAS I,SM YAYASAN CINTA ANAK BANGSA (YCAB) 

(IBU LINDA) 
Rabu, 5 November 2008 

1. Intensitas hubungan LSM dengan BNN: 

"Sejak kepemimpinan Kalakhar BNN Drs. Gories Mere, intensitas hubungan YCAB 
dengan BNN dirasakan semakin sering. Sejak bulan Juni 2008 hingga saal ini hiatanya 
liap bulan minimal 1 kali ke BNN, Semenjak 2 bulan terakhir intensttas semakin 
meningkat menjadi 3 kali tiap minggu karena berkaitan dengcm Peringatan 80 Talnm 
Sumpah Pemuda pada tangga/28 Okiober 2008". 

2, Tingkat kepuasan atas bantuanlkoordinasi BNN : 

"Cukup merasa puas dengan bantuan yang diberikan BNN .. , puas dalam arti hisa berbagi 
infonnasi dengan BNN. kemudian juga /ebih mengenal cara cara berkordinasi I 
bekJujasama dengau instansi lain. Sebagai contoh, kami banyak melakuktm penyuluhcm 
bagi anak-anak sekolah dantelah banyak melakukan shan"ttg knowledge dengan BNN". 

3. Perlukah adanya BNN : 

"Sangnt perlu untuk mengkoordinir berbagai elemen dalam memenmgi bahaya Narkoba. 
Karcna hila permasaluhan Narkoba hanya ditanganl oleh BNN tidak akan selesai. BNN 
diperlukcm untuk dapat tnengga/cmg ma~yarakai tcrmasuk LSM di dalamnya ". 

4. Pandangan mengenai keberadaan BNN saat ini : 

"BNN sudah cukup baik daiam menjalankan program-programnya, khususnya di bidang 
penccgahan. Yang perlu diperhatikan adatah agar BNN dapat Jebih menggandeng pcran 
serta LSM~LSM yang bergerak pada pencegahan Narkoba, karena LSM mempunyai 
potensi yang bisa diberdayakan untuk mensukseskan program BNN". 

5. Pcran yang diharapkan dari BNN : 

"'f)iharapkan BNN tidak Jmnya heke1ja dengan sesama ins/ansi pemerintah, namun juga 
dapat te1jun ke masyarakal dan !.SM. mengingat permasalahan Narkoba ada di 
masyarakat. Dihttrapkau BNN juga dapat mengkoordinir, member/ motivasi sertct adatrya 
keterbukaan denganlSM dalam hal keJjasama program, sehingga tidak ada overlapping. 
BNN juga harus bias mengawasi hila sebuah LSM Ielah melaksanakan kegiatan A, maka 
LSi\1/ain harus melaksmurlwn kegiatan yang herbeda. Sebagai contoh pada peringatan 
HAN! 2008 kemariu, BNN menggandeng J() LSW! untuk melaksanakan kegiatan-ke~.,riatan 
yang berheda, sehingga tidak hertabarakcm. Selain itu BNN juga memiliki sa/gas 
penyuluhan, dihatapkan da!am kegiatau di lapcmgan BNN dapat menggcmdeng LSM untuk 
secara bersama-sama memherikan materi penyuluhan, misalkan YCAB memherikan materi 
teJJiang bagaimana menolak Narkoba dau bahayanya, maka BNN dapat memberikan 
maleri mengcnai sangsf hukum bila memalwi Narkoha ". 
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6, Saran bagi BNN : 

"BNN hants fokus serta mampu unluk menggandeng masyarakai dan instansi lain dalam 
memerangi Narkoba. BNN juga dapat berfungsi sebagai pusat rujukan data atau hasil 
penelitian tentang Narkoba di Indonesia, karena di dunia internasional yang dikenal 
adalah BNN Sekarang ini selain BNN, ada juga instansi pemerintah lain atau LSM yang 
mengeluatkan data tentang Narkoba, hal ini terasa aneh, karena dapat membuat 
masyarakat menjadi hingung dan menimbulkan kesan persaingan ". 

7. Bantuan yang didapat dari BNN : 

''YCAB pernah mendapat!a:m dana dari BNN sebesar 10 )uta untuk pelaksanaan kegiatan 
pada peringatan HANJ 2008. Bantuan lain yang didapatkan hentpa data - data ka::.'"ifS 

Narkoba atau buku-huku. Dana tersebut kami gunakan untttk mendulartig beberapa 
program kegiatan seperti lights on, Iomba poster, Iomba karya tulis dan jurnalism cnvard'', 

8. Upaya sinkronisasi kegiatan LSM dengan BNN : 

nBAW dapat membuat pertemuan rutin dengan para LSM minimal satu atau liga bulan 
sekali untuk saUng numgwtpdate itiformasi atau menyamakan program. Dalam pertemuan 
tersehut, BPll\' bisa memaparkan sualu program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan 
mengajak para LSA1untuk tum! serta, tentunya juga dengan memberikan dulamgan dana. 
Sebagai contoh, BNN dapat memima YCAB untuk me/akukan penyuluhan kepada 200,000 
anak sekolah dan mahasiswa. Selarljutnya BNN liuggal mengawasi dan meminta laporan 
bulanan dari pelaksanaan kegiatan itu. Saat ini, dt luar ada ke;san amara BNN dan YCAB 
saling bersaing dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan Oleh karenanya, daripada 
timhul ang;.,rapan demikian lebih baik BNN menggaudeng YCAB dan juga LSM laiunya 
untuk dapa! mendukung pru~:,rram-programnya ". 

9. Metode yang di1aksanakan dalam kegiatan pencegaban : 

a. Mefakukan kampanye massal untuk menyebarkan temang drug mvareness kepada 
siswa-siswt sekolah, namun juga menyentuh segmen lintas agama (pengajian, khotbah 
gereja, dsb) dan orang tua (paretJting skill). 

b. Me/akukan training qf trainers (f01), 
c. lvlelakukanfocus group discussion (FGD) 
d. One on one c,·ampaigne : melakukan kampanye orang-perorang. Biasanya kampanye 

model ini dilakukan kepada orang atau ke/uarga terdekat, 
e. Ripple programme (riak) : Seorang anak YADA Club diwajibkan unluk memrausjer 

pen~:,:retahucm temaug bahaya Narkoba yang dipemlelmya kepada Jeman~temamrya 
yanf{ lain Selain metode dialas, YCAB juga meltmcurkan buAu mengenai bahaya 
penyalahgunaan Narkuha hagi orang tua seria melakuka11 peuyuluhan lin/as agama 
(wmmmya materi mengenai parenting skills). Namun YCAB telap memjokuskau pada 
siswa-siswi ,vekolah karena priusip seka/i cmak mendapalkau informasi tentang hahaya 
Narkoba mafm orang iuajuga ham:'> mendapalkan hrformasi yang sama. 

10. Rencana 1>rogram ke dcpan: 

'' Umumnya program berjalan seiring waktu, karena tidak akan Jmmgkin me!epas suatu 
program jika program ifll seudiri belum be,:jalan secara optimal. lnom.\·i sela/u ada tapi 
sela!u berhubungau deugan progt:am yang sedcmg bc1!:fnlan. Sebagai contoh, .w:jak 
berdirinya YCAB pada tahun 1999 hingga 200 7, YCAB se/a/u melakukan penyuluhan 
uamu11 tidak memtlik; data tenlan~t si.'lwa-si.nl'i yang- dlsuluh ;\;fl(/ailafum 2008 ini YCAR Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009
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Ielah memulai tmtuk mengumpulkan data sf anak untuk nanUnya dibuatkan website 
mengenai database. Sehingga nantinya para siswa yang te/ah mendapatkan penyuluhan 
dapat menjalin komunikasi di antara mereka melalui website YADA CLUB". 

11, Faktor penghambnt : 

"Karena YCAB fokus kepada siswa-siswi sekolah, terkadang sulit mendapatkan alokasi 
waktu dari pihak sekolah untuk melaksanakan penyuluhan. Ada beberapa sekolah yang 
memberikan a/okasi waktu setelah jam sekolah se/esm: namun ada kendala jika waktu 
setelah sekolah, karena para siswa-sinvi memiliki pilihan apakah mereka akan mengikuli 
penyuluhan atau pulang dan kami tidak bisa memaksa, Mengeuai pendanaan 
operasional, kami tidak terlalu mengalam; kendala karena dana operasional telah 
disiapkan oleh pendiri YCAB sendiri, selain sumbangan dari para donatur". 

12. Faktor pendukung: 

"YCAB memtliki SDM yang berkompeten serta komitmen yang tinggi untuk memerang; 
bahaya Narkoba. Daripada kita hanya berdiam diri melihat kondisi permasalahan 
Narkoba saat ini, ada haiknya kita dapat berbuat .w~suatu walaupun kecil". 

13. Saran agar kegiatan pencegahan menjadi fokus dan efektif: 

"Untuk menjadi efektif harus seiring dengan walmr. Scbagai contoh, saat ini YCAB 
memiliki program longitudinal study, dimana siswa-siswi yang telah 1tlt~tuk1patkan 

penyuluhan pada saat mereka naik kelas akan diuji lagi pengetahuannya tentang btthaya 
Narkoba. Agar pem:.:egahan dapat lebih ejektij. pengetahuan tenlang Narkoba atau drugs 
awareness harus diber;!am sesering mungldn kepada masyarakat, terutama bagi anak­
anak harus mendapatkan informasi tentang Narkoba semenjak dini sehingga mereka tahu 
bahaya dan konsekuensinya hila menggunakan Narkoba. BNN juga dapat memanfaatkan 
media televisi untuk dapat menjangkau masyarakat secara luas. Para bandar Narkoba 
begitu gencar mempromosikan tentang Narkoba, oleh karena itu kita pun harus gencar 
untuk menginformasikan tentang hahaya penya/ahgunaan Narkoba tersebut. Selain itu 
agar BNN juga dapat lebih selektif dalatrl nu.myampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, 
sebagai contoh pada slogan "foe pakai, foe mati ", numgldn lebih tepa! hila d;gami "J,oe 
pakai. maka akibatnya adalah otak hmu:ur dsb-nya ". Jadi pesan yang disampaikan lebih 
bersifat memberikan edukasi bukan menakut-nakuti". 
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PEDOMAN WA W ANCARA BAG! LSM 

I. Bagaimanakah intensitas hubungan anda dengan BNN ? 

2. Bagaimana tingkat kepuasan atas bantuan I koordinasi yang diberikan oleh BNN? 

3. Menurut anda, perlukah adanya BNN ? 

4. Bagaimana pandangan anda mengenai keberadaan BNN sa at ini ? 

5. Peran apa yang anda harapkan dari BNN? 

.6. Apa saran anda terhadap BNN ? 

7. Jenis bantuan apa saja yangpemab andadapatkan dari BNN? 

8. Menurut anda, upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih mensikronkan kegiatan LSM 
denganBNN? 

9. Metode apa yang anda gunakan dalam kegiatan pencegahan? 

10. Apa rencana program LSM anda ke depan ? 

1 L Apa faktor pengharobat yang anda temui dalam melaksanakan kegiatan di bidang 
pencegahan Narkoba ? · 

12. Apa faktor pandukung yang anda miliki ? 

13. Apa saran anda agar kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoha dapat menjadi lebih 
fokus dan efektif? 

' 
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PEDOMAN W A WANCARA BAGI PUS CEGAH LAKHAR BNN 

l. Bagaimanakah intensitas hubungan Bl\'N dengan LSM saat ini dalam upaya pencegahan 
Narkoba? 

2. Bagaimana pandangan anda atas keberadaan LSM yang bergerak di bidang pencegahan 
Narkoba saat ini ? 

3. Pecan apa yang anda harapkan dari LSM ? 

4. Apakah ada program ketja BNN yang melibatkan pihak LSM ? 

5. Apakah ada alokasi anggaran BNN bagi kepentingan LSM ? 

6. Bagaimana sikap Bl\'N terhadap keberadaan LSM ? ' 

7. Menurut anda, upaya apa yang dapet dilakakan oleh BNN untuk lebih mensikronkan 
kegiatan di bidang pencegahan dengan LSM ? 

8. Apa saran and a agar kegiatan pencegahan Narkoba dapat lebih fokus dan efektif? 

9. Saat ini, kegiatan apa saja yang telah dilaksannkan oleb Pus Cegah Lakhar BNN dalam 
upaya pehcegahan Narkoba? 

10. Apa rencana program Pus Cegah Lakhar BNN untuk kedepannya nanti? 

II. Apa faktor pendukung yang anda miliki '? 

12. Apa faktor pengharnbat yang anda temui? 

13. Sejauhrnana koordinasi BNN denga.n para LSM saat ici ? 

14. Pembinaan ~eperti apakah yang telah dilaksanakanoleh BNN terhadap LSM saat ini 'I 

', '-_--., 
- . :;• 

' 'r, 

Lembaga swadaya..., khrisna Anggara, Pascasarjan UI, 2009



BADAN NARKOTlKA NASIONAL 
REPUBLIK JNDONESIA 

DAFTAR LSM YANG AKTIF DI BIDANG PENCEGAHAN 

NO 

3. 

4 

PROPJNSI!LSM 

Lion's Indonesia 

IDVIAIDS dan Narkotika 
(Fyord) 

Bcrsama 

NAMA 

2. 
I. llj. 

2. Achyar AB 

2. Dr. Reny Akbor Hawadi 

JABATAN 

2. Koordinator 
L Ketua Urnum 

2. Sekretaris 

2. T enaga Ahli 

'· ,/ ., 
ALAMAT 

Duren Saw it Jakarta Timur 

JJ. Delima Raya Perumnas 
K!ender Jakarta Timur. 

Jakarta Se!atan 

TEI"P /FAX 
; . ;~ ··,·-~: <;;(),~~· '~ 

R 021-8488826 
HP. 0818156083 

HP. 0818814315 
F. 021-86606799 

021-8627752 
F. 021-86606799 
EmaiL fyord _ 

021-7203287 
F.-02!-7220427 

3. Anggota Pengurus I ! 3. Zaini Usman J 

' 
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----~-~---------. --

'NO PROPINSI/LSM NAMA JADATAN ALAMAT TELP/FAX 
L. .. -2 . . l . . '.··. '>'·•'·'1-.i•.!•.!.''.•',;c;. _,. ';.:. ' 

, . . 
' ' ' ' ' ' 

13. Gerakan Nasional Peduli I. Drs. P. Simanungkalit, SH I. Ketua Umum Jl. Wijaya X ~o. 13 Keb, Baru . T/F. 021-72795780 
Anti Narkoba dan I Jakarta Selatan, 

I Tawuran (Gepenta) i 2. Mahmoed Ali, SH 2. Sekretaris Jenderal 
I 14. Forum Kajian Anak \ 1. Yuwono Priailto 1. Ketua Umum Dla Bina Mltra Polda Metro 

I 
Bangsa ( FOJJ ANSA) I Jaya Jl. Jend. Sudirman No, 55 lz. Luthfi 2 Ketua Pelaksana Jaksel HP.0815-IJ006300 

115 Brigade Anti Narkotika : L Ali Nurdin, ST I L Ketua Kp. Cikukulu Rt04/02 KTM I 021-82333?3 
(Brigantik) ~ 2. Maisar Abubakar 

Cipenjo Cileungsi Bogor HP.0815-8895492 ' I 12. Sekretaris F. 021-8230085 [16, Gcrakan Anti Narkoba Jl. l<aya Pejuang Blok F No. 021-88970372 M. Edi Santoso Ketua 

L dan Krirninalitas : I 435 Kec.Medan Satria 
I (GANDAKRIM) 

117 Presidium Nasional I. Anhar, SE 1, Ketua Presidium Jl. Raya Kalimalang No. 9 021-86614298 
Satuan Tugas Anti I Nas. Cipinang Melayu Jakarta F/T.021-866l4299 

I ' Narkoba (i;AN) 2. Dimns Hermadiyansyah 2. SekretarisJendeial Timur 13620 HP.0817-6460734 

~: 
Yayasan Samadnia Era Dr, Indaryati Adismyo Ketua Jl, Prof Mohamad Yamin No, 021-3154084 
Moza Matik, MBA 33 Jakarta F.021-8309213 

10310 021-8303569 
Jaya Sakti 1. Jr. H. Timmy Setiawan 2. Ketua umum Jl. Kramat No. 09 Rt.0!2/01 TIP.02!-7883246 

! 3. Sekrearis Umum 
Cilandak Timur Ps.Mlnggu 

j 2. Ir. Budiarto Setiawan Jaksel 
! 

120 Yayasan Al Ghazali j Prot: Dr. Winarno Surahrnad Ketua Komp. P & K JL Budaya No. 021-53675384 

I 
, (Volunteer I Penasehat 8 Kernanggisan Jakbar 11480 F,021-5482882 
I DP Bersama) 

' 

.:-,.,.: 
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[No PROPINSIILSM I NAMA JABATAN ALAMAT TELPfFAX 
j. l 2 ... · .. 3 .: •.. ··;. ·.:;--> i: _';.,-~ ·:>.<>:..;;f:i;"r2·-;: -~P:·~ .<;: .. >~ .;,·~ . . <'6''' ,_.,, ••. ::.c,, . ·::---·>:..' 

I 5 
Yayasan Kartika Artha 1. Dr. Bertha Herlina 1. Ketua n. Po1epah Hijau IV B1ok, TI 021-4520192 
Sejahlera L No. 1 Jakarta Utara 021-45841666 

I F. 021-4524777 

~6 
2. Dr. Djunaidi · 2. Sekretaris 1 
3. TctvMardiana,. · 3.Sekretaris II 

Yayasan I<arya Bhakti 1. Dr. Subagyo l'artodiharjo · LKetua , Graha Cernpaka Mas Blok C 021-4216020 
No, 9 n. Le\jen Suprapto 021-4262292 

i 

~7 
Cernpaka Putih F. 021-42160022 

2. R. Wahvu Handokn, SJo 2. Anaeota . 
Generasi Muda anti L R. Wahyu Handoko 1. Ketua JL Andong I No, 21 Rt05f06 R. 021-5689530 
Madat dan Anti KeL Kota Bambu Selatan K. 021-4262292 I Kekerasa; (Gemaker) 2, Inai Hasanah 2. Anggota Jakarta Barat 11420 EU?.021-0811886421 

/ 

18 Yayasan Cinta Anak Dr. Iskandar I Huknm · Vice President Greenville Maissoneto Blok 021-56902345 
Bangsa Campaign FC. 5 Jakarta 11510 F.021-56969220 

~ I Departement ' - . 
1 L Ketua Yayasan Clnta Alam I L Mochamad led n. R Mandor Salim No. 021-5866331 

I 
Indonesia 9 Rt. 03/0,;2 Srengseng liP. 08189026.21 

1

2. Samudra Aryawan 2. Anggota Departernen Jakarta Barat 
Humas 

' I 0. Hadan Kerjasama Sosia f J, Dr. Ricardo W. Sastro 1 . Sekretarls Jenderal JL Radio I!J33 Keb, Baru 021-7257374 
UsahaPembinaa.n Warga Jakarta Selatan FOZ!-7257372 
Tama CBERSAMA) 2. Dr. Mintarsih 2. Sekretaris 

i J L Yayasan Ketuarga ' L M. Sulaiman l. Ketua JL Asia Afiika Stadion 021-5723 868 
I ~engasih Indonesia Tertutup Gd. Pengelola IV 

">;KPI) ___ ,. 2. Riana Tubing 2. Sekretaris Senayan 
12. DPD DKI Jakarta , L Ali Jarnaludin ! L KetuaDPDDKJ n. Sunter Kemayoran No. 18 021~65833865 

Gerakan Anti Narkoti~ Jakarta Karnpus STIE Dwipawacana 

I 
& Kriminalitas (GAN K) 2,Muhammad Luth . 2. Wakil Ketua Jalrut F.OZI-6505836 

-
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